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RIRGRKASAN

Perlidungsn hukum terhadap orang vang menjadi
korban tindsk pidsns wmesih dipsndang belum seimbang
jiks dibandingkan dengsasn perlindungsn terhsadsp pelsks
tindsk pirsna. Sszlsh sstn  hal vang dirs=sakan ssngat di-
perlukan oleh orang vang ﬁenjadi korban tindask pidans
islsh sdsnys Jesminsn untuk mewperoleh ganti  kKerugilan
stas penderitassnnys. Permasslshsn pokok dslam penulisan
tesis ini ialsh bsgsimsns pengaturan ganti kerngisn bsgl
korban tindsk pidsns di dalsm hukum pidsns positif
Indonesis, bagaimsns prakteknys dslsm proses pidans, dan
bagaimans hubungan antars pemberisn ganti kerugisn ter-
hadsp korbsn tindak pidsns dengsn itujusn pemidansan.
Untuk menjswab permasslshsn dalsam penuligsn tesis  ini
digunshkan wmetode penelitian hnhkom vang begsifsat  yaridis
normalbif. Haszil dari penelitissan ini membuktikan, bahwa
dslzm hukum pidans postif Indonesis terdspst pengatu}an
vang mermunghinkassn korban tindsk pidans memperoleh ganti
herngisn. Meshkhipun demiliisn pewmberisn gantl kerugisn
dalam proses pidans prakbteknys weasih Jarang dilshuhkan.
Pedes dssgsarnys pemberisn ganti kerngian bertujusn uantuk
mengembalikan staun wemulihksn kesdssn seperti semuls
mebelum terisdinys tindsk pidans. Oleh ksrens itu ganti
kerngian dipsndang sesusi dengsn tujusn pemidansan yang
berups mendsisnghasn rass damsil dan penvelesaisn konflik,
Persncang hukum pidsna Indonesia memberikan perhatian
besar kepads korban tindsk pidsms untuk dapst memperoleh
gsnti hkerungisn. Hsl ini sntsrs 1sin dicsntumksnnysa
pidans gsnti kerugisn sebagsi pidsns tsmbshasn di  dalsmnm
konsep KUHP barn.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia
sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 alinea IV yaitu: "Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.

Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 ditegaskan bahwa '"segala warga negara befsamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualin&a”. Ketentuan ini merupakan
Jaminan bagi setilap ﬁarga negara Indonesia tentang
keseimbangan antara hak dan kewadibannya, dan tidak ada
diskriminasi diantara warga negéra. Di dalam penjelasan
UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar
atas  hukum (rechtsstaat), tidak  berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machtsstaat).
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR
No.II/MPR/iQQS), pada Bab III tentang Pembangunan Jangka

Panjang - Kedua, huruf E angka 5 mengenai sasaran bidang
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Hukum ditegaskan, vaitu terbentuk dan berfungsinya
sistem hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila
dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan ﬁatanan
hukum vang berlsku, vyang mampu menjamin kepastian,
ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yvang
berintikan keadilan dan kebenaran, serta mamptl
mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang
didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana vang
memadai gserta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pembangunan bidang hukum meliputi tiga hal, vyaitu
materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana
hukum. Pembangunan materi. hukum' meliputi aturan baik
tertulis maupun tidak tertulis vyang berlaku dalam
penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, bersifat mengikat bagi senus
penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar
untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian
hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan huokun vang
berintikan keadilan dan kebenaran,

Sehubungan dengan pembangunan aparatur hukum maka
pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar
masyarakat pencari keadilan memgeroleh perlindungan
hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan
pemerataan memperoleh keadilan dah perlindungan hukum
perlu terus diusahakan agar proses peradilan 1lebih
disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biava yang
terjangkau oleh semua lapisan maéyarakat.

Sejalan dengan‘pelaksanaan pembangunan di segala

bidang sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, maka di sisi



lain dari- usaha pembangunan tersebut ada tindakan-
tindakan orang atau kelompok orang vang oleh masyvarakat
tidak disukai karena sifatnya yang merugikan valtu apa
vang pada umumnyva disebut dengan kejahatan.

Orang mengira, bahwa kemajuan ekonomi akan
mengurangl kejahatan. Kenyataannva tidaklah demikian,
bahkan kemajuan ini diiknti secara membandel oleh
kemajuan darxi aktivites Kejshetan, mehingga hampir dapat
dikatakan bahwa kemajuan di bidang ekonomi atau di
bidang sosial pada umumnya itu sendiri merupakan biang
dari perkembangan kejahatan.l'

Sehubungan dengan hal itu Konggres PBB tentang
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku
Kejahatan vang keempat (Fourth C(Congress on the
FPrevention of Crime and the Treatment of Offenders) di
Kyoto, Jepang tanggal 17 sampai 26 Agustus 1970 sudah
mengemukakan, bahwa di samping perencanaan pembangunan
nasional negara harus pula mengadakan perencanaan
mengenail hal-hal yang menyangkut perlindungan masyarakat
dari gangguan kejahatan (soecial defence planning). Salah
satu usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat dari gangguan kejahatan adalah melalai
pengaturan di dalam hukum pidana. Dengan kata lain salah
satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan

hukuom pidana.z'

1. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung:
Sinar Baru, 1983), hal. 4&

2, Sudarto, 1983; Ibid, hal. 42.



Hukum Pidana sebagai salah satu bidang huokum,
khususnya termasuk hukum publik selain mempunyail fungsi
umum ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau
menyelenggarakan tata dalam masyarakat,juga mempunyai
fungsi khusus. Fungsi khusus hukum pidana ialah
melindungi kepentingan hukum térhadap perbuatan yang
hendak memperkosanya (Rechtsguterschutz) dengan sanksi
yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam Jika
dibandingkan dengan sanksi ydng terdapat pada cabang
hukum lainnya.3'

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
gangguan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pada
dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ataun politik
hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum
pidana dapat dilihat dari poliﬁik hukum maupun dari
politik kriminal.%- '

Menurut Sudarto Politik hukum adalah usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesual dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat.5'

Pada bagian lain Sudarto mengemukakan, bahwa
politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui
badan-badan vyang berwenang untuk menetapkan peraturan-

peratursan vang dikehendaki vyang diperkirakan bisa

3. Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan—Bahan

Kuliah Fak.Hukum Undip, 1987/1988), hal.lZ.

4. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Ban-
dung: PT. Citra Bakti, 1996), hal.27.

2. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hal.
159.



digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam
6.

masyarakat dan untuk menéapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya menurut Sudarto, menjalankan politik
hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil perundang—undangaﬁ pidana yang paling baik, dalam
arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.7'

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum
pidana pada hakekatnya juge merupakan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh
karena itu politik atau kebijakan hukum pidana merupakan
bagian dari kebijakan penegékan hukum (Law enforcement
Policy). Di samping itu usaha penanggulangaﬂ kejahatan
melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada
hakekatnya Jjuga merupakan bagian integral dari usaha
perlindungan magyarakat {soecial welfare). Oleh karensa
itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum
pidana 'juga merupakan bagian integral dari kebijakan
atan politik sosial (soecial poliey). Kebijakan sosial
{social poliecy) dapat diarﬁikan sebagai segala usaha
yang rasional untuk mencapai keéejahteraan masyarakat
! dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.a'

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut
Muladi  tujuan akhir dari politik kriminal ialah

perlindungan masyarakat untuk mencapal tujuan utama

&. Sudarto, Hukum Pidana dan PErkembangan Masyarakat, 1983,
Op.cit., hal. 20.

7. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, Op.cit., hal. 161.

8. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 1996,
Op.cit., hal. 29-30.



kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana yang
merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya
juga merupakan bagian jntegral dari kebijakan untuk
mencapai kesejahtersan masyarakat (politik sosial).g'
Secarsa skematis antar hubungan penegakan hukunm
pidana, politik kriminal dan politik sosial oleh

Muladi digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat
(Social Welfare Policy)

Kebijakan Sosial TUJUAR
{Social Policy) —
Kebijakan Perlindungan Masyrakat
L (Social Defence FPolicy)
‘ dengan Hukum Pidana

— { Penegakan Hukum Pidana}
Kebijakan Kriminal
{(Criminal Policy)

Sarana lain bukan pidana
L (nonpenal)

Gambar 1i:
Antar hubungan penegsakan hukum pidana, politik kriminal,

dan politik sosial.lo'

9. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan
Penerbit Undip, 1993), hal. 8.

10. Muladi, 1995, Loc.cit.



Ruang lingkup kebijakan hukunm pidana dapat
meliputi kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di
bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum
pelaksanaan pidana.

Akibat adanya tindakan dari orang atau sekelompok
orang éi dalam kehidupan masyarakat yang kemudian
dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, seringkali
menimbuzlkan kerugilan bagil pihak lain atau mereka yang
disebut sebagai korban tindak pidana. Sebagai bagian
dari anggota masyarakat, maka korban tindak pidana juga
merupakan sasaran dari hukum pidana untuk mendapat
jaminan perlindungan

Perhatian terhadap korban tindak pidana
seringkali dipandang kurang memua;kan, misalnyva, apabila
proses pemeriksaan perkara pidana sudah =selesal mereka
vang dirugikan akibat suatu tindak pidana dilupakan
begitu saja. Dalam praktek penegakkan hukum di negara
kita sudah menjadl kebiasaan , bahwa proses pemeriksaan
perkara pidana dianggsap selésai dengan dipidananya
"pelaku” atau orang yang melakukan tindalk pidana, dan
telah dijalaninya pidana tersebut. “"S1 korban”
diperlukan hanya sebagai saksi untuk memberikan

keterangan tentang apa vang telah diperbuat oleh

"pelaku” tindak pidana untuk dijadikan sebagai alat

bukti. Dengan demikian penderitaan vang dialaminya

sebagai akibat dari sustu -tindak pidana- tidak

terpikirkan lagi.



Penanganan terhadap korban tindak pidana pada
sgat ini nampak masih belum seimbang jika dibandingkan
dengan penanganan terhadap pelakn tindak pidana. Bahkan
Sudarto pernah menyatakan, bahwa kedudukan korban atau
orang vyang dirugikan dalam perkéra pidana selama ini
sangat memedihkan, korban déri kejahatan seolah-olah
dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek
penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian
kepada =i pembuat, ialah orang yvang melakukan tindak
pidana.ll'

Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana
untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak
pidana juga harus mendapat perhatian dan perlindungan.
Perhatian dan perlindungan terhadap_korban tindak pidana
dalam hal ini terutama adalah dari negara mnaupun para
teoritisi hukum. Hal ini mengingét bahwa salah satu
tugas dan kewajiban negara adalah melindungi warga
negara dari ancaman-ancaman, sehingga dapat hidup aman,
tenteram, dan sejahtera sebagai imbangan atas kewajiban
orang seorang sebagal warga negara yang harus mematuhi
hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah negara.
Namun hal ini pelaksanaannya tergantung pada politik
pemerintah negara, dalam hal = ini adalah politik

kriminalnya.

11. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, Op.cit., hal. 191.



Menurut Sudarto, politik kriminal dapat diberi
arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti
senpit politik kriminal itu digambarkan sebagai
keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari
reaksi terhadap pélanggarathukum yang berupa pidansa.
Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan
fungsi dari aparsatur penegak hukum, termasuk di dalamnys
cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti
yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan,
yang dilakukan melalui perundang;undangan dan badan-
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma
sentral dari masyarakat.lz'

Menurut Muladi dewasa ini pengaturan hukum pidana
terhadsp korban kejahatan belum menampakkan pold yang
jelas.13'

Sehubungan dengan hal ini menurut Arif Gosita
adalah wajar apabila kita sebagal bangsa yvang
mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidansa juga memperhatikan kepentingan para korban
berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar

mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada

para korban kejahatan tertentu sesuail dengan kemampuan

12. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981),
hal. 113-114,

13. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995, Op.cit.,
hal. 72.
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dan dengan berbagal cara. Apabila para pelaku dan

; ‘ pars residivis vang pernah melakukan kejahatan

mendapatkan pelayanan demi perikemanusiaan, maka para

korban kejahatan yang bukan penjahat, Jelas patut
mendapatkan pelayanan juga. 14.

Salah satu perlindungan vang dapat diberikan

kepada korban tindak bidana ialah adanya jaminan untuk

memperoleh ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian

kepada korban tindak pidana sudah menjadi perhatian dari

PBB sebagaimana tercantum di dalam Declaration of Basic
Principles of Justice for Vietims of Crime and Abuse of
Power (Nomor 40/34), vyang dikeluarkan tanggal 15
Desember 1985. Melalui deklarasi tersebut negara-negara
anggotsa PBB dihimbau untuk memperhatikan = korban
kejahatan antara lain dengan carﬁ memberikan pelayanan
vang adil dalanm ‘proses ﬁeradilan, memperjuangkan
restitusi dan kompensasi.

Adalah wajar apabila penderitaan atau kepedihan
vang menimpa "sikorban” itu diringankan dengan diberi
kemungkinan mendapat penggantian kerugian.ls'

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka
perlu dilakukan kajian, seberapa jauh hukum pidana telah

14, Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika
Presindo, 1783), hal. 135.

| 15. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, Op.cit. ,hal.1%94.
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memberikan perhatian untuk memberikan perlindungan
kepada korban tindak pidana. Sejalan dengan hal itu maka
sekaligus dapat dilakukan evaluasi terhadap hukum pidana
positif di Indonesia.

Sesuai dengan judul peﬁelitign ini, vyaitu
Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang vang
Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Pidana, maksa
ruang lingkup pembahasan lebih difokuskan pada masalah

ganti kerugian dalam proses peradilan pidana.

B. Permasalahan
Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebnt
di stas, maka permasalahan dalam penelitian ini disusun
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan masalah ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana dalam hukum
pidana positif Indonesia 7
2. Bagaimana praktek pemberian ganti kerugisan
terhadap korban tindak pidana dalam proses
pidana 7
3. Bagaimana hubungan antara ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana dengan tujuan -

pemidanaan ?



12

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari wuraian tersebqt di atas dan
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka
penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui pengaturan masalah ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana dalam hukunm
positif Indonesia.

2. Mengetahui praktek pemberian ganti Kerugian
terhadap korban tindak pidana dalanm proées
pidana.

3. Mengetahui hubungan antara ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana dengan tujuan

pemidanaan.

D. Eegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
berguna baik dari segi praktek maupun dari segi
altademis. Dari segl praktek diharapkan hasil penelitian
ini dapat merupakan bahan pertimbangan bagi para penegak
hukum baik vang menangani langsung maupun tidak langsung
proses peradilan pildana, khususnya yang menyangkut
masalah ganti kerugian bagi korban tindak pidana.
Sedangkan dari segl akademis <diharapkan hasil-hasil
penelitisan ini dapat menambah bahan-bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum pidana.
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E. Eerangka Teori

Pembahasan tentang perlindungan korban tindak
pidana dirasa penting mengingat bahwa sampal saat 1ini
kedudukan korban dalam proses peradilan pidana masih
lemah. Hal ini tidak terlepas daril pengaturan hukum
pidana terhadap korban tindak pidana belum menampakkan
pola yang jelas.ls'

Sehubungan dengan masalah perlindungan korban
tindak pidana,pada tanégal 15 Desember 1385 PBB telah
nengeluarkan Declaration of Basic-Principles of Justice
for Vietims of Crime and Abuse of Power(General Assembly
Resolution 40/34). Melalui deklarasi tersebut, PBB
mendesak negara-negara anggotanya untuk menjamin korban
kejahatan, dengan cara memberikan pelayanan vyang adil
dalasm proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan
kompensasi baginya, dan memberikan bantuan baik
materisl, medis, psikologils maupun sosial, baik melalui
lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non
pemerintah.17'

Sepanjang menyangkut hukuﬁ acara pidana, maka
petunjuk vang perlu diperhatikan adalah aecess to

Justice and fair treatment terhadap korban kejahatan,

seperti menghormati hak untuk diperlakukan adil di depan

16. Muladi, 1995, Loc.cit.

17. Muladi, 1995, Ibid., hal. 26-27.
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pengsdilan  dan  untnk memperoleh kowpensasi  dan ganti
kerngisn melslui prosedur formsl den  informal dengan
cars vesng fair, murah dsn sederhzns. Korban hsrus selalin
diberi informasi tentsng meksnisme untuk memperoleh hak-
haknvs, informssi tentesng persnannys dalsm peradilan dan
verkemnbangan perkaranys, mewmberi kKesempatan kepsds
korbasn untuk mengemukskan pendspastnys dalam semus  tahsp
proses perzdilan pidans, perlindungsn keamsnan baik
terhsdap dirinys msupun kelusrgsnys, menghindsrkan diri
dari penundassn persdilsn yvang tidak diperlukan.ls‘

Setmbungsn dengén messslah genitil kherugian terhadsp
korban tindsk pidena, waks menurnt  Sudarto, peneltapsan
orsng vsng dirugiksn itu di- dsssrksn pada 258S5-558S
hakum perdats dan hkerngian ita ditimbulhan oleh
perbustan  seseorsng vang oleh mhom pidsns disebut
"gipembuat” {(dader} dsri suastnu tindsk pidans. Jdsdi dalam
masslah gsnti  kerngisn dslsm  perksrs  pidans harus
dilihst dalam hubungsnnys dengsn "tiga sersnghkal”: delik
(tindsk pidsns )} -~ Pembust -- Sikﬁrban.lg'

Msssalsh ganti kerudgian dalsm perksrs pidanas dapsth
dilihst dalsm dus hal, vang pertsms sebsgsel masalah

pidans dsn pemidsnzan dan yvang kednsa sebsgsl masslsah

18. Muladi, 1995, Ikid, hal. 35.

19. Sudarto, Hukum dan Huakum Pidana, 1981, Op.cit. hal 194,
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prosedur memperoleh ganti kerugian.zo'

Sehubungan dengan ganti kerugian sebagai masalah

pidana dan pemidanaan, kiranya perlu dipahami segi
tujuan pemidanaan.

Undang-undang hukum pidana positif tidak
nerumuiskan secara formal mengenal apa tujuan pemidanaan.
Namun demikian tujuan pemidanaan dapat diketahui dari
ilmu pengetahuan hukum pidana, melalui pendapat para
sarjana. Beberapa pendapat .sarjana tentang tujuan
pidana antara lain
1. Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada Umumny a

adalah:

a. mempengaruhi perikelakuan .sipembuat agar tidak
melakukan tindak pidana lagi, vang biasanya
disebut prevensil spesial;

b. mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada
umumnya agar tidak melékukan tindak pidana seperti
vang dilakukan oleh siterhukum;

c. mendatangkan suasana damal atau penyvelesaian
konflik;

d. pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan

sipembuat.ZI'

20. Sudarto, 1981, Ibid., hal. 150.

21. Sudarto, 1981, Ibid., hal.l195.
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Menurut Richard D.Schwartz dan Jeromli H. Skolnik

Sanksi pidana dimaksudkan untuk

a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana { to
prevent recidivism);

b. mencegah orang 1§in melakukan perbuatan yang -sama
seperti vang dilakukan siterpidana (to deter other
from the performance of siﬁilar aetsy;

¢. menyediakan saluran unfuk mewnjudkan motif-mbtif
balas dendam ¢ to provide a channel for the
expression of retaliatory motives).

Menurut John Kaplan, disamping mengemukakan adanya

empat teori mengenail dasar-dasar pembenaran pidana

(vaitu teori Retribution, Deterrence, Incapacitation,

dan  Rehabilitation), juga  adanya dasar-dasar

pembenaran pidana vang lain, yaitu:

a. untuk menghindari balas dendam (Aveoidance of blood
Feuds);

b. adanya pengaruh vang befsifat mendidik ( the
education effect);

c. mempunyal fungsi memelihara perdamailan (the peace
keeping funetion).

Menurut Emile Durkheim.

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan

kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi vang

ditimbulkan ataun diguncangkan oleh adanya kejahatan

(the function of punisment is to create a possibility
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for the release of emotions that are aroused by the

crime).

Menurut Fouconnet.

Penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan

pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali

nilai-nilai Lkemasyarakatan yang telah dilanggar dan
dirubah oleh adanysa hkejshatan 1tu (the conviction and

the excecution of sentences is essentially a

ceremonial reaffirmation of the societal values that

are viclated and callenged by the crime).

¥enurut Roger Hood.

Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana

atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga

untuk

a. memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing
social values);

b. menentramkan ragsa takwt - masyarakat terhadap
kejahatan (allaying public fear of crime).

Menurut G.Peter Hoefnagels, tujuan pidané adalah

untuk

a. penyelesailan konflik (conflict resolution);

b. mempeﬁgaruhi para pelanggar dan orang-orang lain
kearah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan
hukum (influencing offenders and possibly other
than offenders toward more or less Law-conforming

behaviour)
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Menurut R. Rijksen, tujuan pidana adalah penegakan
wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan,
mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.
Menurut Ruslan Saleh, hakekat pidana adalah selalu
perlindungan terhadsp masyarakat dan pembalassn atas
perbuatan tidak hukum. Disamping itu pidana
diharapkan sebagai gesnatu yang akan membawa
kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan
untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam
masyarakat. ]

Menurut Sahetapy, pemidanaan bertujuan “pembebasan',
Pidana harus dapat membebaskan sipelaku dari cara
atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna
membebaskan tidak identik dengan rehabilitasi atau
reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar
sipelaku bukan sajas harus dibebaskan dari alam
pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula
dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia
terbelenggu.

Menurut Bismar Siregar, vyang pertama-tama patut
diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana
caranva agar hukuman badaniah mencapai sésaran,.-
mengembalikan keseimbangan vang telah terganggu
akibat perbuatan sitertuduh, karens tujuan

penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalsam
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kehidupan manusia.zz'

Sedangkan menurut Muladi tujuan pemidanaan adalah
untuk memperbaiki Rerusakan individual dan sosial
(individual and social damages) yang diakibatkan oleh
tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat
tujuan pemidanaan vyang harus dipenuhi, dengan
catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik
berat mifatnya kasuistis. Perangkat tujusan pemidanaan
vang dimaksud adalah : (1) pencegahan (umum dan
khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara
gsolidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/
pengimbangan.zs'
Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
salah satu laporannya menyatakan
- Sesuai dengan politik hukum pidana, maka "~tujuan
pemidanasan harus diarahkan kepada perlindungan
masyarakat dari kejahatan sefta keseimbangan serta
keselarasan hidup dalam masyarakat dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/
negara, korban dan pelakn.
- Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus

mengandung unsur-unsur yang bersifat

2Z2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, dalam

Muladi damn Barda Nawawi Ariéf, Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 20 - 24.

23, Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hal.

ol.
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1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut
menjujung tinggi harkat dan martabat seseorang;

2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan
vang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyal sikap
jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan;

3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut
dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh
korban ataupun ﬁleh masyarakat.24'

14. Di dalam naskah rancangan EKUHP(Baru) yang disusun
oleh Panitia Penyusunan RUU RKUHP 1981/1992 sampai
dengan tanggal 13 Maret 1983, tujuan pemidanaan
dirumuskan dalam pasal 51 (baru) sebagai berikut

(1) Pemidanaan bertujuan untuk

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman
masyvarakat;

ke-2 memasyarakatkan terpidéna dengan mengadakan
peﬁbinaan sehingga menjadikannya orang vang

baik dan bergunsa;

24, Departemen Kehakiman, Laporan Simposium Hukum Pidana, (Jakarta:
BPHN, 1980), hal. & - 7.
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ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa be:saiah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkah.untuk menderitakan
dan tidak diperkenankan merendahkan martabat
manusia.

Dilihat sebagai masalah prosedur memperoleh
ganti kerugian dalam perkara pidana, menurut hagil
survey yang dilakukan di beberapa negara baik di negara-
negara Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara Asia,
timur jauh seperti diuraikan dalam buku "Compensation of

j the Vietims of Crimes"” yang dimuat di dalam Pedoman

kerugian.25

Eelima sistem ganti kerugian tersebut yaitu:
1. Ganti Kkerugian tersebut dipandang bersifat perdata
dan diberikan pada prosedur perdata.
Dalam sistim ini diadakan pemisahan antara ganti
kerugian dan penyelesaian perkara pidananya. Dalanm

sistim ini tindak pidana _dipandang semata-mata

sebagal kejahatan terhadap negara atau kepentingan

umum, sehingga peranan korban tidak mendapat tempat

25, Departemen Kehakiman R.I., Pedoman Pelaksanaan KUHAP, (Jakarta:
Yayasan Pengayoman, tanpa tahun), hal. 139

Pelaksanaan KUHAP, disimpulkan adan?a lima sistem ganti.
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dalam acara pidana. Kepentingasn korban sebagai indi-
vidu diselesaiksn menurut acara perdata.

Ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada
prosedur pidana.

Meskipun pada dasarnya diadakan pemisahan antara
kepentingan umum dan kepentingan individu seperti
diuraikan pada angka 1, tetapi sebagal perlindungan
pada korban dari tindak pidana, maka kepada korban
diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapat ganti
kerugian itu ialah dengan cara menggabungkan perkars

perdatanya kepadsa perkara‘pidananya.

. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin

dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur

pidansa.

Dalam sistim ini permintaan ganti kerugian harus

ditentukan oleh pengadilan' pidanaslebih bersifat

hukuman, dalam bentuk:

8. Denda pengganti (fine like ‘restitution atau
boete).

b. Dengan pembayaran ganti kerugian pada korban, maka
perkaranya tidak dituntut (misal di USA).

Ganti kerugian yang sifatnya ﬁérdata dan ' diberikan

pada progedur pidana tetapil pembayaran menjadi

tanggung jawab negara.

Dalam sistim ini negara seakan-akan mengambil oper

tanggung Jawab dari terpidana untuk membayar ganti
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kerugian, tetapl negara .dapat meminta kembali
{ reimburse) dari terpidana.

5. Ganti kerugian vang sifatnya netral dan diberikan
dengan prosedur khusus pula.

. Ini merupakan prosedur baru yang diterapkan di Swiss,
di mana korban adalah orang yvang sangat membutuhkan
karena tidak mampu, sedsangkan terpidana juga demikian
keadaannya, sehingga pemerintah mengambil oper beban
terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi
i korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur
gipil tetapi Jjuga fidak prosedur pidana.

Akhir dari serangkaian proses pemeriksaan perkara
pidana di sidang pengadilan adalah dijatuhkannya putusan
pengadilan vang dapat berupa pemidanaan. Dengan pem-—
berian ganti kerugian diharapkanlakan tercapai tujuan
dari pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas.

Berkaitan dengan adanya bebarapa model Sistem
Peradilan Pidana di dunia, Muladi berpandangan bahwa
sistem peradilan pidana kita tidak menganut prosedural
rights model vyang menempatkan korban sebaéai pihak
ketiga dalam'sistem peradilan pidana, tetapi cenderung
untuk menggunakan service model, sebab yang utama adalah

bagaimana melayani dan membantu si korban dalam rangka

access to justice.zs'

246. Muladi, Kapita Selekta Sistem: Peradilan Pidana, 1993, Op.cit.
hal. 114, '
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. Definisi Konsep

Dalam tesis ini yang dimaksud dengan
Perlindungan Hukum adalah adanya peraturan hukum vang
tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh
Jaminan atas kerugian yang diderita sebagai akibat
dilakukannya suatu tindak pidana.
Ganti kerugian adalah hak ses;orang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya dalam bentuk materiil
karena telah menderita kerugian akibat suatu tindak
pidana menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Rorban tindak pidana adalah seseorang vang telah
menderita kerugian akibat suatu tindak pidana dan
atau rasa keadilannys secara langsung telah terganggu
sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran)
tindak pidana.
Proses pidana adalah serangkaian tindakan pemeriksaan
guna penyelesaian pérkara pidana yang terdiri dari
beberapa tahapan. Tahap-tahap pemeriksaan perkara

pidana meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan,

pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan

putusan pengadilan.
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METODE PERELITIAN

Metode Pendekatan

Pendekatan vang digunakan di dalam penelitian ini
adalah pendekatan bersifat yuridis normatif.-
Pendekatan yuridis terutama ditujukan untuk mengkaji
peraturan perundang-undangan pidana yang melandasi
aktivitas sistem peradilan pidana. Fokus perhatian
dalam penelitian ini adalah pada data sekunder baik
yang merupakan bahan hukum primér maupun bahan hukum
sekunder. Jenis penelitiﬁn normatif yang digunakan
ialah inventarisasi hukum positif, penelitian
terhadap asas-asas hukum, untuk menemukan hukum in

concreto, dan perielitian perbandingan hukum .

Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian
ini, maka spesifikasi penelitian ini adalah bersifat
deskriptif analitis. Maksudnya bahwa penelitian ini
berusaha untuk menggambarkan obyek penelitian,
menjelaskan, mengungkap dan membuat prediksi pengatu-

ran di masa mendatang.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data vang digunakan dalam penelitian ini meli-

puti data yang diperocleh langsung dari masyarakat

| UPT-PUSTAR-TNN




27.

28

(data primer) dan data yang diperoleh dari kepusta-
kaan (data sekunder). Namun karena penelitian ini
lebih bersifat penelitian hukum-normatif, maka lebih
menitik beratkan penelitian pada data sekunder,
sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data
sekunder vyang digunakan di dalam penelitian ini
dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila,
peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1845 dan
Ketetapan-ketetapan = MPR, peraturan perundang-
undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
misalnya hukum adat, dan yuriéprudensi. Sedangkan
bahan~bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan
perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana,

dan hasil-~hasil penelitian.27'

Metode Penentuan Sampel

Sebelum menjelaskan mengenai popglasi penelitian ini
perlu dikemukakan terlebih dahulu lokasi dari
penelitian ini. Adapun lokasi benelitian ini ialah
Kotamadia Semarang. Popﬁlasi penelitian ini ialah .

ketentuan perundang-undangan- hukum pidana yang

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yuri—
metri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.ll — 1Z.
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melandasi sistem peradilan pidana. Perundang-undangan
pidana tersebut ialah Hukum pidana materiil dan hukum
pidana formil (KUHAP) beserta peraturan pelaksansaan
nya. Hukum Pidana materiil yaitu sebagaimana diatur
~di dalam KUHP. Di samping itu aparat penegak hukum
yvang mempunyai posisi penting yang dapat dijadikan
sumber informasi di Pengadilan Negeri Semarang,
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Rejaksaan HNegeri
Semarang, Poltabes Semarang, dan Penasihat hukum.

Penentuan sampel dan jumlahnya dalam penelitian 1ini
dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu suatu
cara penentuan jumlah sampel secara terarah, disertai
suatu keyvakinan bahwa sampel penelitian tersebut akan
dapat memberikan informasi vang diperlukan. bagi

kepentingan tujuan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Mengingat jenis dan sumber data yang diperlukan dalam
penelitian dini, maka metode pengumpulan data yang
dipergunakan ialah | .

a. Studi Kepustakaan

b. 5tudi dokumenter

¢. Wawancara

Studi Kepustakaan terutama diarahkan guna mencari
serta mengandalkan pemahaman hasil-hasil pemikiran

para ahli hukum gidaﬁa dan krimﬁnologi, terutama yang
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dipandang erat kaitannya dengan permasalahan dalam
penelitian ini. Keseluruhan bahan-bahan pemikiran
tersebut, bilasanya sudah dituangkan dalanm suatn
terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, Lkertas-
kertas kerja, majalah-majalah, dan tulisan-tulisan
ilmisah lainnnys.

Studi dokumenter dilakukan déngan cara mengadakan
pemahaman terhadap ddkumen—dokumen, arsip-arsip
maupun laporan-laporan berkala dari berbagai instansi
penegak hukum yang dipandang erat kaitannya dengan
apa yvang menjadi tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap aparat penegak hukum dan
pihak-pihak yvang dijadikan réspbnden dalam penelitian
ini, antara lain yaitu hakim, jaksa, polisi, penase-

hat hukum. Besarnya responden adalah sebagai berikut:

Hakim : 2 orang
Jaksa : 1 orang
Polisi : 1l orang
Pengacara : 2 orang;

Jumlah : B orang

Metode Analisis Data
Data vyang diperoleh disajikan secara kualitatif.
Penganalisisan data tersebut dilakukan secara kuali-

tatif dengan melakukan analisis deskriptif. Pengana-
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lisisan deskriptif ini bertitik tolak dari analisis

yuridis normatif.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis vang
berjudul Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang
yvang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana
akan disajikan Dalam Lima Bab dengan rincian sebagai
berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari 8 sub bab
ialah sub bab A berisi latar belakang pemikiran, sub
bab B berisi perumusan masalah, sub bab C berisi tujuan
penelitian, sub bab D berisi kegunaan penelitian, sub
bab E berisi kerangka pemikiran, sub bab F -berisi
- definisi konsep, sub bab G berisi metode penelitian, dan
sub bab H berisi sistematika penuiisan. |

Bab II, Tinjauan Puétaka, vang terdiri dari 5 sub
bab ialah sub bab A berisi tinjauan umun tentang
perlindungan korban tindak.pidana, sub bab B berisi
tinjauan tentang ganti kerugian sebagai sarana untuk
melindungi korban tindak pidana, sub bab C berisi
tinjauan tentang kedudukan korban tindak pidana dalam
proses peradilan pidana, sub bab D berisi tinjauan
tentang proses peradilan pidana, dan sub bab E berisi
masalah ganti kerugian terhadap korban tindak ridana

dalam konsep KUHP Nasional.
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Bab III, Hasil Penelitian dan Analisis, yang

terdiri dari 3 sub bab, ialah sub bab A berisl pengatu-

ran masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidansa

dalam hukum positif Indonesia, sub bab B berisi praktek
pemberian ganti kerugian terhadap‘korban tindak pidana,
sub bab C berisi hubungan antara pemberian ganti
kerugian terhadap korban tindak pidana dengan tujuan
remidanaan.

Bab IV, Penutup, vang terdiri dari 2 sub bab
ialah sub bab A berisi kesimpulan, dan sub bab B "berisi

sSaran-~saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAEKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana

Masalah perlindungan terhadap korban tindak pidana
dewasa ini telah menjadi perhatian dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah
periindungan korban tindak pidana. Dokumen-dokumen
internasional mengenai perlindungan korban tindak pidana
vaitu
a. Declaration of Basiec Principles of Justice for Vietims

of Crime and Abuse of Fower {Generale Assemblyvﬁésolu~
tion 40/34).

b. Implementation of the Declaration of Basic PFPrinciples
of Justiée For Vietims of Crime and Abuse of Fower
(ECOS0C Resolution 1987/57).

¢. Vietims of Crime and Abuse of Power (ECOSOC Resolution
1980/22).

d. Protection of the human rights of Vietims of Crime and

Abuse of Power.l'

Melalui Declaration of Basic Principles of Justice

1. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan
Penerbit Undip, 1995), hal.35.
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for Viectimes of Crime and Abuse of FPower, PBB mendesak
negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan
kepada korban tindak pidana. Di dalam deklarasi tersebut

dinyatakan

"korban berarti orang-orang yvang secara pribadi
atau kolektif, telah mederita kerugian, termasuk
luka fisik atau mental, penderitaan emosional,
kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas
hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan
vang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku
di negara-negara anggota, termasuk hukum yang
melarang penyalahgunaan kekuasaan vyang bisa
dikenai pidana.

Seorang dapat dianggap  korban berdasarkan
deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku
kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke
pengadilan atsu dihukum dan tanpa menghiraukan
hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan
korban. Istilah korban Jjuga termasuk dimana
tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban
‘langsung orang-orang vang telah menderita kerugian
karena campur tangan untuk membantu korban vyang
dalam k%adaan kesukaran atau mencegah Jjatuhnya
korban”.®-

Terhadap korban kejahatan PBB menganjurkan agar
paling sedikit diperhatikan empat hal sebagai berikut:
(1) jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlaku-
kan secara adil (Access to justice and fair treat-
menty;

(2) pembayaran ganti rugl (restitution) oleh pelaku
tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang

lain yang kehidupannya tergantung pada korban; ganti

2. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan
Dan Penyalabgunaan Kekuasaan, terjemahan, (Jakarta : Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, tampa tabun), hal. 3
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rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi
pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;

(3) apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan
membayar santunan (oompensat;on) finansial kepada
korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tang-
gungan korban;

(4) bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada
korban, baik melalui negara, sukarelawan,
masyarakat.3'

Perlindungan korban kejahatan dalam hubungannya
dengan proses pemidanaan, menurut Muladi mengandung
pengertian baik dalam arti umum, maupun dalam arti
konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan
wewenang pengundang-undang, sesuai dengan asas legalitas,
yang menegaskan bahwa, baik poenalmaupun erimen harus
ditetapkan terlebih dahulu, apgbila hendak menjatuhkan
pidana pada seorang pelaku tindak pidana.

Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan
dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier
(hakim, lembaga pemasyarakatan dan sébagainya).4'

Penjelasan secara sosiologis menyatakan, bahwa

3. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang,
(Semarang : Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas
Hukum Undip, Sabtu 24 Februari 1990}, hal. 25.

4. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1993, Op.crit.
hal. &5-&6.
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dalam kehidupan masyarakat semua  warga negara harus
berpartisipasi penuh, sebsab masyarakat dipandang sebagai
sistem kepercayaan vang melembaga (system of
institutionalized trust). Tanpa kepercayaan ini maka
kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab
tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.
Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma vang
diekspresikan melalui struktur organisssional seperti
polisi, Jjaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban
kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya
akan menghaﬁcurkan sistem kepercayaan tersebut dan
pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk
mengembalikan kepercayaan tersebut.s'

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan
hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argu-
men kontrak sosial (social solidarity argument). Yang
pertama menyatakan baﬁwa, negara boleh dikatakan
mémonopoli seluruh reaksi sosial.terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka
dari itu bilamana terjadi kejshatan dan membawa korban,
naka negara Juga harus bertanggungjawab untuk
memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen
vang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga

negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga

5. Muladi, 1993, Loc.cit.
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negaranyse mengalami kesukaran, melalui kerjaéama dalam
masyarakat berdasar atan menggunakan sarana-sarana yang
disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik
melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan
hak. Alasan lebih lanjut, biasanya dikaitkan dengan salah
satu tujuan pemidanaén, vang dewasa ini banyak
dikedepankan yakni penyelesaian konflik vang ditimbulkan
oleh tindsk pidana, memulihkan keseimbangan, dan menda-
tangkan rasa damal dalam masyarakat.s'

Sesuai dengan pemikiran tersebut di atas, maka
korban dalam hal ini adalah seseorang yang telah menderi-
ta kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang
rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai
akibat pengalamannya sebagail target (sasaran) kejshatan.

Viktimologi sebagail bagian dari kriminologi
nerupakan ilmu pengetahuan .yang mempelajari masalah
korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, vang
merupakan suatu masalah manusia sebagsai suatu kenyataan
sosial. Di sini yang dimaksud deﬁgan korban dan yang
menimbulkan korban dapat berupa seofang individu, suatu
kelompok, korporasi swasta atau. pemerintah. Sedangkan
vang dimaksud dengan akibat—akibat penimbulan Lkorban
adalah siksp atau tindakan-tindakan terhadsp pihak korban

dan atau pihak pelaku, serta mereka secara langsung atan

o Muladi, 1993, Loc.cit.
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tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu
kejahatan.7'

Dengan mempelajari viktimologi, sedikit banyak
dapat meningkatkan perhatian di dalam pelayanan terhadap
korban kejahatan sebagai wujud dari upaya perlindungan
kepada korban dari suatu kejahatan. Hal itu mengingat
bahwa manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk
meringankan kepedihan dan penderitaan manusia. Penderi-
taan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka
panjang vang berupa kerugian fisik, mental atau moral,
sosial, ekonomis. Oleh karena itu, sudah sepantasnya
apabila masyarakat terutamsa negara memberikan perhatian
vang lebih besar untuk meringankan penderitaan yang
dialami oleh korban kejahatan.S'

Pengertian korban kejahatan sendiri, menurut Arif
Gosita adalah mereka yang menderita jasmani atau rchaniah
sebagai akibat dari tihdakan orang 1lain vyang mencari
pemenuhan kepentingannya sendiri atau orang lain vyang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yvang
9.

menderita.

Korban mempunyail peranan yang fungsional dalam

7. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Akademika
Pressindo, 1983), hal. 31.

B. Arif Gosita, 1985, Ibid., hal.34.

2. Arif Gosita, 1985, Ibid., hal. 41. ¢
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terjadinya sgsuatu kejahatan, sehingga dapat dikatsakan
bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak
ada si korban kejahatan.lo'

Richard GQuinney memperluas pengertian korban
dengan mengatakan bahwa dengan suatu realitas alternatif,
kita harus merevisgi atan paling tidak menperluas
pandangan kita tentang viktimisasi. Dengan berpaling dari
teorli realitas yang mendominasi pemikiran kriminologi,
kita harus memulai memahami korban dari polisi, korban
perang, korban sistem "koreksional”, korban kekerasan
negara dan korban penindasan dalam segala bentuknya.ll'
Sedangkan dalam perkembangan berikutnya, W.H. Negel
memperkenalkan konsep viktimisasi struktural yang menun-
jukkan terdapatnya proses penimbulan korban oleh .struk-
tur-struktur sosial vyang ada. Dalam proses perubsahan
sosial dewasa ini terdapat banyak 4kelompok—kelompok
sosial yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial
akibat bekerjanya struktur—strﬁktur ketidakadilan di

dalam masyarakat.lz'

Dengan demikian meningkatnya korban kejahatan baik

dari segl kualitas mauvpun kuantitas, mengharuskan

10. Arif Gosita, 1985, Ibid., hal. 43.

1i. Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif
Kriminologis, (Jakarta @ YLBHI, 1988), hal. 125.

12, Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalaban dalam Lingkup Kriminolo—
gi, (Bandung : Alwmi, 1981), hal.11%.
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ditingkatkannyva perhatian terhadap perlindungan korban

kejahatan. Didalam memberikan perlindungan terhadap

korban kejahatan, berhubung korban adalah masalah
manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita menganggap
korban sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat
juga sebagai anggota di dalam masyarakat. Dengan demikian
baik dikembangkan suatu pengertian bahwa setiap manusia,
anggota masyarakat, warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang asasi seimbang dan sama kedudukannya dalam
hukum dan pemerintahan.t3-

Hal itu Juga untuk mencegah korban agar tidak
bersikap dan bertindak secara tidak wajar yaitu bertindak
agresif negatif terhadap 1ingkungan_sekelilingnya, tidak
melaporkan apa vang pernah dialaminya, membiarkan
terjadinya korban lebih lanjut, ‘menerima cap éebagai
korban dan memenuhi peranan si‘korban vang negatif, dan
nengalami frustasi lalu berkumpul masuk suatu perkumpulan
korban~korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan
mencari imbalan. Perlunya diberikan:perlindungan kepada
korban kejahatan, karena sebenarnya korban pun mempunyal
hak untuk:

- mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai
dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban

dan taraf keterlibatan/ partisipasi/peranan si korban

13. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1985, gp.Cit., hal. 113.
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dalam terjadinya kejahatan, delikuensi dan penyimpangan

- menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban
(tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlun-
kannya).

- mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si
korban meninggal dunia.

- mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

- mendapat kembali hak miliknya.

- menoclak menjadl saksi bila hal itu membahayakan
dirinysa.

- mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat
korban bila melapor dan menjadi saksi.

- mendapatkan bantuan penasehat hukum.

- mempergunakan upaya hukum (rechts middelen).14'

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan

wojud salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya. Di

beberapa negara usaha pelavanan terhadap para korban

kejahatan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Dari

informasi yang diberikan oleh beberapa peserta simposium

internasional wviktimologi ke IV di Kyoto 29 Agustus

sampai dengan 4 September 1982, dapat diketahui bahwa di

beberapa negara pelayanan terhadap korban kejahatan telah

dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, walaupun

belum banyak dan merata untuk akibat semua Jenis kejaha-

14. Arif Gosita, 1983, Ikid., hal.S2.
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tan. Negara-negara yang telah menyelenggarakan pelayanan
terhadap korban kejahatan meliputi India, Thailand,
Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Irlan-
dia, Inggris, Ranada, Belanda dan Perancis?15‘

Di samping itu beberapa negara juga telah memberi-

kan perhatian hak korban untuk memperoleh ganti kerugian

| (compensation) atas kerugian fisik, psikis dan sosial

j ‘ vang dideritannya sebagai akibat kejahatan. Selandia Barn

j adalah negara Anglo Saxon pertama yang mengadakan peratu-

ran ganti kerugian yang ditanggung oleh pemerintah

sejak tanggal 1 Januari 1864. Cuba juga memberlakukan

pelayanan yang sama hanya saja dengan mengusahakan peng-
gantinya dari pelaku.ls'

Pelayanan kepada Kkorban kejahatan, sebaznarnya

tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau negara

saja. Masyarakat pun harus turut serta bertanggung Jawab

secara moral untuk bersama-sama melakukan pelayanan

kepada korban kejahatan yang menderita vang dengan

'gendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera dan kerap
kaii juga tidak diperlakukan adii. Semangat gotong-
royong, kesédiaan untuk‘berkorban perlu dikembangkan dan
diamalkan untuk menjadi faktor pendukung dilayaninya para

13.. Arif Gosita, 1983, Jlhid., hal.145.

16. Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif
Kriminologis, 1988, 0Jp.cit., hal. 123.
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korbsan Rejahatan.17'
Mepurnt Arif Gosita, pelaf&nan hepsads khorbsan
kejshatan diTusry negeri telsh dilskuksn secara berssms-
sams oleh pihakﬂﬁihak swasts dan pemerintah. Keterlibatan
masvarakat dan swasta dalam pelaoyansn  korban  Kejahsatan
ini diwanindhkan melslini pendirian pusat;pusat pelavansan
korban keishaten., Pads sawslnys pusst-pugsht pelavansen
korban keishstsn  ini hesnve diperuntukksn  bsgi  korban
keishstsn perhkosssn ssjs. Pendirisn pusat-pusat pelayanan
korbsn  Kejshatsn perkossan ind mefupakan Jawsbasn stss
nashs ksum wanits gecsrs feruﬁ menerus mensmpilhan
masslsh korbsn kejzshstsn perhkosssn ini  secsrs menyayst
hati di forum-fornm terbuks. Hasil dsrl usshs mereks  ini
berdirilah pusst pelaysnan korbasn kejshsian perkossaan
vang secsrs resmi ini ingin memersngi kejshstan perko-
sEar, 20
Delasm perkembangsnnys, uﬁahé pelayanan korben
kedshatan ini jugs menjanghsn lebih banyak lsgi korban-
korban kejahatan  lainnys. Sslah  satn bentak vang
dizsdehsnnys adslah org&nisasi—organisasi bentusn  hukum
cuna-cums  Repadsa  terssnghs stsn terdshwa, Letspl  dugs

dapat menerims pengadusn dari pars  koerban  kejshstsn,

khmsusnyas merehksa vang wmenisdi  horban renyaslshgunsan

17. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1985, On. cit. hal 145,

8. Arif Gosita, 17985, JThid., hal. 146,
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kekuasaan.

Sisi lain dari perkembangan masyarakat yang
semakin modern dewasa ini adalah timbulnya kejahatan
inkonvensional. Sejalan dengan perkembangan masyarakat
modern, dan meningkatnya korban, maka konsepsi hak-hak
asasi manusiz haruslah dipandang tidak cukup, sepanjang
usaha~usaha tersebut belum menyangkut hak-hak korban.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berisi
hak~hak korban maupun prosedur vyang berhubungan dengan
korban~korban tindak pidana, namun sebaliknya telah
diatur dengan jelas tentang hak-hak para pelakunya baik
nyata maupun potensial. Korban adalah manusia biasa yang
memiliki hak-hak asasi seperti manusia lainnya termasuk
pelaku tindak pidana. Hanya bedanva korban adalah manusia
vang telah diancam, telah diinjak-injak, telah dimusnah-
kan oleh manusia lain, termasuk hak untuk menuntut ganti
rugi, penggantian biaya-biaya korban, kompensasi, yang
sejak abad pertengahan telsh diambil alih oleh kaunm
feodal yang berkuasa dan oleh penguasa di bidang
keagamaan (pendeta). Pelaku tindék pidana sebenarnya
tetap mendapat dobel pidana siksaan badan di tiang
gantungan di bawah tanah tanpa diketahui oleh korban
asli.

Sebenarnya korban tidak’ meminta hak, tetapi

menuntut kembalinya, dengan sendirinya dengan modifikasgi,

hak-haknya atas perbuatan pelaka tindak pidana vyang
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menyebabkan ia/mereka menderita.fisik maupun moralnya.

Selain itu korban juga berhak menuntut perlakuan vang

sama atas Jjaminan perlindungan sebagai umat manusia

sebagal warga negara dari suatu negara sebagaimana nyata
dan Jjelas tertera dalam prinsip umum hak-hak korban
yaitu:

1. Hak-hak korban adalah didasarkan pada hak untuk
hidup, hak kebebasan, hak keselamatan pribadi dan hak
kesejahteraan.

2. Tugas-tugas negara untuk melaksanakan kewajiban-
kewajiban hukum, pertanggungjawaban bersama dan
solidaritas sosial.

3. Para korban semestinya berhak mendapat penggantian
kerugian dari pelaku tindak pidana.

4. Para Lkorban semestinya mendapat kompensasi/santunan
dari negara.

5. Para korban semestinya berhak mendapat bantuan/
pertolongan dalam penyembuhan méreka/para korban.

6. Para korban semestinya berhak mendapat perlakuan yang
adil di depan hukum. ~

7. Para korban semestinya berhak untuk mendapat
keadilan.

B. Para korban dan keluarga mereka semestinya berhak
mengetahuil kenyataan di daerah sekitarnya.

9. Para korban semestinya berhak akan pengakuan dan

bantuan dari masyarakat nasional maupun masyarakat
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internasional.

Para korban | semesinya berhak atas tindakan
perlindungan dan tindakan pencegahan.

Para korban tidak seharusnya ditolak atas pelayanan
sosial vyang bersifat dasar dan memperoléh bantuan

peradilan atau administrasi peradilan, disebabkan

hanya bukan dae;ah tempat tinggalnya.

Hak-hak para kFrban dan kewajiban-kewajiban negara
tidak akan peflu tergantung pada penemuan per-
tanggungjawaban} pidana dan kesalahan pelaku kejaha-

tan, atau tentang 1identifikasi atau penangkapan

pelaku kejahatap vang baru disangka.

Hak-hak para korban akan diberikan juga pada keluarga

dekat korban dan orang-orang yang tergantung pada

korban.
Hak-hak ihi'akén diberikan juga pada orang-orang yang
menderita kerqgian akibat dari tindakan menghalangi
untuk maksud anolong para korban yang menderita atau
orang-orang y%ng meminta pencegahan pengorbanan dan
orang-orang yaﬁg membantu dalam penegakan hukum.
Penderitaan p%ra korban membutuhkan tindakan dan
kerjasama inteanasional.lg'

Bi bidang %ukum, biasanya hak selalu diimbangi
Iswanto, “Pertanggdngjawaban Negara Terbadap Santunan Korban

Tindak Pisdana Lalu Lintas', (Usulan Rencana Penulisan Diserta—
si, 1988), hal.36.!
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dengan kewajiban. Tanpa imbangan ini masyarakat akan

selalu goncang, vang berarti ketenangan, keselamatan,

ketentraman, keadilan dan kesejahteraan tidak akan dapat

terlaksana/ terjamin. Demikian halnya terhadap para

korban disamping memiliki Hak—hak juga dibebani

kewajiban-kewajiban, agar apa yang menjadi tujuan hidup

dalam pergaulan di masyarakat dapat tercapai.

Menurut Arif Gosita, kewajiban para korban ialah:

1. Kewajiban korban untuk tidak sendiri secara langsung
membuat korban dengan cara mengadakan pembalasan/main
hakim sendiri.

2. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah
pembuatan korban lebih banyak.

3. Mencegah kehancuran si pembuat baik oleh diri sendiri
maupun oleh orang lain.

4. lkut serta membina si pembuat korban.

5. Bersedia dibina atan membina diri sendiri untuk tidak
menjadi korban lagi.

8. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesual dengan
kemampuan si pembuat korban. |

7. Memberi kesempatan pada si pembuat korban untuk

memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan si

pembuat korban misalnya dengan. cara mengangsur atsu

dengan cara imbalan Jjasa.

8. Menjadi gaksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan
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ada jaminan.zo'

Sehubungan dengan kedudukan korban dalam tindak

pidana, Arif Gosita mengemukakan beberapa masalah antarsa

lain sebagal berikut |

a. Apakah yang menjadi dasar memperhatikan kedudukan si
korban dalam tindak pidana.

b. Apakah pada saat ini hak dan kewajiban si korban telah

sempurna pengaturannya di Indeonesia (dalam hukum

nasional).

c. Sejauhmanakah Jaminan kepastian hukumnysa dalam
pengamalan hak dan kewajiban si korban.

d. Apabila keadaan pada saat ini masih belum sempurna

é pengaturannya, mnaka apa yvang dapat dipakai sebagai

; jaminan/pendorong memperhatikan hak dan kewajiban =i

j korban. Bagaimana penanggulangannya.

e.' Apa vang sebaiknya diatur mengenai hak dan Kkewajiban
si korban dalam ius konstituendum nasional Indonesia
(untuk kepentingan nasional dan internasional).Z4l:

Sehubungan dengan masalah apakah vang menjadi
dasar memperhatikan kedudukan si Qorban dalam tindak

pidana, maka menurut Arif Gosita vang menjadi dasar

adalah sebagai berikut:

1) belum adanya pengaturan yang. sempurna mengenai si

20. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1985, Op.cré., hal.S3.

| 21. Arif Gosita, 1985, Ibid., hal. SB.
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korban secara yuridis, yang menunjukkan adanva
pengayoman serta keadilan dan ketertiban.

adanya falsafah Pancasila dan UUD 1945 vang
mewajibkan setiap warga negara melayani sesama
manusia demil keadilan dan kesejahteraan vang
bersangkutan.

adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umunnya
hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/
pemasyrakatan sebagai tfindak - lanjut mereka vang
tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak
korban.

adanya peningkatan kejahatan internasional yang
mungkin‘ juga menimbulkan korban warga negara
Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan
kompensasi sedangkén vang ménderita itu sangat
memerlukan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
Dalam hal ini apabila tidak ada yang mau memberikan
kompensasi tersebut gslapa lagi vang akan
memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi
bantuan pada warga negaranya yang menderita demi

tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

adanya perbedaan Jiwa, tujuan, manfaat dan

kepentingan rakyat vang terijalin dalam peraturan
hukum pidana kolonial dan nasional.
adanya kekurangan dalam usaha pencegahan terjadinya

korban-korban baik karena kurangnya penyuluhan,
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maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan
dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat
karena beberapa hal tertentu.

adanya pencerminan pencurahan perhatian yang Ilebih
besar pada si pembuat korban.da&ipada si korban dalam
undang-undang hukum pidana dan acara pidana mengenal
tanggung Jjawab terjadinya tindak pidana. Seolah-olah
undang-undang hukum pidana membuat suatu perbedaan
atay pemisahan vang tajam antara si pembuat korban
dan si korban, sedangkan masing-masing mempunyai
peranan fungsional, hubungan yang erat satu sama lain
dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tanggapan yang
tidak benar ini dapsat berakibat adanya ketidakadilan
dalam pemberian hukuman dan ganti rugi.

adanya kurang perhatian terhadap mereka vang
bersengketa sebagai manusia-manusia yang bertaraf
kedudukannya dan sama martabatnysa dalam hukum pidana.
Antara 1lain hal ini dirasakan pada proses peradilan
penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa

pembuat korban dan si korban vyang sedikit banyak

bertanggung Jawab terhadasp terjadinyva suatu tindak

pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung
satu sama lain. Melainkan si korban diwakili oleh
jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi
kepentingan umum (penguasa). 5Si korban tidak

mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Si korban
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hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagal saksi
kalau diperlukan, sebagai alat bukti saja.

masih berlakunya pandangan, bahwa kalau si korban
ingin mendapatkan/menuntut penggantian kerugian ia
harus menempuh jalan yang tidak mudah, vaitu melalui
proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan
dalam proses hukum pidana vang sama. Bagi =i korban
yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian
tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera
ketentuan ini adalah sangat merugikan dan oleh karena
itu perlu ditinjau kembali .oleh para ahli dan
pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian perln dicariﬁan cara penyelesaian
vang lebih sederhana dan cepat tetapi tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu
pengetahuan.

agar dapat lebih baik lagi merealisasikan keadilan,
maka ada‘ pendapat, bahwa dalam pelaksanaan hukum
pidana perlu dimasukkan lagi dimensi hukum perdata
vang lebih kuat lagi dan menetralisasikan sifat

eksklusif hukum publik dari peradilan pidana.zz'

Pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah mempunvyai

semangat kehidupan gotong royong. yvang dapat merupakan

faktor pendukung dilayaninya korban tindak pidana. Se-

22, Arif Gosita, 1985, Ibid., hal. 58-60.
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dangkan di antara para korban tindak pidana adalah orang-
orang vang lemah baik secara mental, fisik dan =sosial
ekonomi vang memerlukan ganti kerugian dengan segera.
Demikian Juga Pancasila dengan kelima silanya secara
keseluruhan sebetulnya juga merupakan landasan dan doron-
gan untuk melakukan pelayvanan terhadap para korban keja-
hatan secara rasional, bértanggung jawab dan bermanfaat.
Dalam memberikan pslayanan ini harus dilakukan
seieksi dan menentukan pengutamaan yang harus dilayani.
Tidak semua korban/pihak korban patut mendapatkan ganti
kerugian. B8Sebab korban/pihak korban ada yang secara
langsung ataun tidak langsung terlibat atau bertanggung
jawab terhadap terjadinya suatu kejahatan, terhadap
lahirnya penjahat. Ada juga korban yang tidak puas
terhadap keputusan hakim kemudian melakukan pembalasan
terhadap pihak pelaku. Terutama vyang perlu .dilayani
adalah para korban/pihak korban -dari golongan lemah
secara ekonomi, yang tidak mempunyai kemsmpuan pribadi
untuk mengatasi sendiri penderitaan mental, fisik, sosial
sebagai akibat tindakan yang.tidak dapat dipertanggung-
jawabkan orang/pihak laih baik swaété maupﬁn penerintah,
Onghkos pengobatan, perawatan kesehatan kerap kali harus
dibayar sendiri, karena tidak mempunyai asuransi utnuk
hal ini atau karena tidak mempunyai orang lain vyang
bersedia menanggung ongkos-ongkos tersebut. Kerap kali
diperlukan pula pengganti perlengkapan untuk mencari

nafkah pribadi atau keluarga yang telah dirusak.

T ————— e .
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Dengan demikian pada dasarnya suatu viktimisasi
atau penimbulan korban dapat mempunyai akibat yang berun-
tun yang dapat berpengarhh negatif pada berbagai perkem-
bangan bidang kehidupan dalam masyarakat pihak korban
kejahatan. Baik tidaknya pelayanan pada korban kejahatan
tertentu dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban sustu
masyarakat. Ini berarti kita harus melakukan‘ pelayanan
yang balk terhadap korban kejahatan tertentu.

Apabila untuk pihak pelaku setelah ditangkap dan
di hukum, diusahakan memperoleh pelayanan pemasyarakatan
terbaik maka wajarlah apabila para korban kejahatan vyang
tidak melakukan kejahatan juga mendapat pelayanan vang
layak, terutama para'korban golongan lemah. Pelayanan
terhadap korban suatu bangsa, negara atau masyarakat
tertentu pada hakekatnya merupakan pula tolok ukur pera-
daban bangsa atau masyarakat tersebut . 23-

Sehubungan dengan masalah program pelayanan korban
kejahatan J. Dusich sebagéimana dikutip oleh Arif Gosita,
mengemukakan fungsi utama program peiayanan korban keja-
hatan dapat dikelompokan kedalam tiga fungsi vaitu fungsi
primer, sekunder dan tersier. |

Primer, maksudnya bersifat_segera dan diperlukan,

dan ditujukan memberikan pelayvanan langsung secara segera

23. Arif Gosita, 1985, Ibid,.hal. 144—145,
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kepada para klien. Sekunder adalah kurang penting, 1lebih

banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang dan luas

lingkupnya lebih lebar. Sedangkan fungsi tersier biasanya

adalah unik untuk kategori korban vang khusus yang dapat,

rungkin mempunyai tujuan jangka pendek dan panjang, dan

lebih banyak relevan untuk para ﬁerancang, pendidik dan

masyarakat pada umumnya, dari pada untﬁk para korban dan

badan~badan sistem peradilan kriminil.

Beberapa fungsi primer meliﬁuti antara lain:

a. bertanggung jawab langsung (segera) untuk para korban;

b. menjamin para korban dengan pelayanan medis atan
pelayanan sosial darurat;

c. melayani keperluan keluarga para klien vang mendesak

d. menjamin tidak akan terjadinya eksploitasi korban
lebih lanjut oleh sistenm peraéilan kriminal; media
massa atauw yang lain;

€. menjamin pemberian bantuan umum dalsam keadaan bahaya
kepada para klien;

f. penyediaan teman sementars kepada para korban;

Beberapa fungsi sekunder meliputi antara lain:

a. membantu para korban dalam berperan sebagai saksi;

b. memberikan nasehat untuk mengurangi resiko
reviktimisasi;

c. melanjutkan bantuan vang telah diberikan kepada para
korban dan keluarganya oleh badan-badan pelayanan

masyarakat, khususnya mengenai pengaturan penguburan,



53

asuransi, kompensasi untuk korban, dan lain-lainnya;
memberikan pelayanan keperluan manusia dan pengarahan
kepada korban yang tidak melapor viktimisasinya kepada
polisi:

menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban di
proses dengan Sseksama, mempertahankan keseimbangan
kepentingan antara keperluan-keperluan korban dan
penuntut umum;

mengatur pengembalian barang-barang curian kepada
korban segeras setelah pengadilan selesaili mengguna-
kannya sebagai bahan bukti;

Beberapa fungsi tersier adalah sebagai berikut:
mengembangkan program-program ﬁenyadaran masyvarakat
untuk pemantapan target;
melskukan survey viktimisasi secara periodik untuk
digunakan dalam proses perencansaan;
melembagakan kesadaran akan korban keJahatan pada
masyarakat;
mengumpulkan informasi dari‘para korban vyang dapat
dipergunskan dalam program—ﬁrogram pencegahan
kejahatan masyarakat;

mengembangkan penataran/latihan untuk para petugas

peradilan kriminil, khususnyva pada polisi dan jaksa

diajarkan bagaimana menangani keadasan gawat dan trauma

para korban;

mengadakan seminar-seminar berkala mengenai kesadaran
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akan para korban untuk personil peradilan kriminil
tingkat atas dan menengah;

g. mengembanghkan standar-standar untuk menjamin semua
bagian peradilan kriminil memperhatikan kondisi kgrban
berkaitan dengan perannya yang khusus;

h. membantuy dalam mengembangkan perundang-undangan yang
berorientasi pada kepentingan pihak korban, khusuenya

mengenal program restitusi dan kompensasi.24'

B. Tinjanan Tentang Ganti Kerugian Sebagai Sarana Untuk

!
1

Helindungi Korban Tindak Pidansa.

Upaya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada
korban tindak pidana berupa ganti kerugian telah menjadi
pemikiran dari masyarakat. Adanya pemikiran tersebut
seiring dengan terus berlangsungnya berbagai bentuk
tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Terjadinya berbagal macam tindak pidana dalam
masyarakat merupakan iéyarat bahwa korban demi korban
dari tindak pidana tersebut juga terus berjatuhan, dengan
berbagai macam kerugian yang menyertéinya.

Kerugian vyang ditimbulkan oleh suatu tinaak
pidana dapat diderita oleh korban sendiri secara
langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung,

seperti sanak savudara atau orang-orang lain vang menggan-

et e i e v st s

24, Arif Gosita, 1985, Ibid., hal. 147-149.
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tungkan hidupnya kepada korban langsung.

Sedangkan Jenis kerugian vang diderita korban,
tidak saja dalam bentuk fisik atau material seperti
biaya-biaya yang dikelua;kan untuk penyembuhan luka fisik
serta kemungkinan hilangnya penghasilan atau keuntungan
vang mungkin akan diperoleh, tetapi dapat juga berupa
kerugian non fisik,'seperti hilangnys keseimbangan Jjiwa,
hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena
merasa cemas dan Ketakutan vang menghantui dirinya.

Secara teoritis bentuk ganti kerugian bagi korban
tindak pidana ada 2 (dua) macam .yaitu kompensasi dan
restitusi,

Pengertian restitusi dalam hal ini yvaitu ganti
kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ‘kepada
korban. Sedangkan kompensasi ialah pemberian bantuan
keunangan kepada korban tindak pidana vang diambilkan dari
dana umum/negara.

Restitusi mendasarkan diri pada tanggung jawab
pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana
vang diperbuatnya. Oleh karena itu éésaran dari restitusi
sedapat mungkin menutup semua kerugian vyang diderita
korban.

Sedangkan kompensasi lebih menonjolkan pada adanya
tanggung Jawab bersama 'masyarakat/negara di dalam
mengatasi kerugian vyang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana. Sasaran dari kompensasi adalah suatu pernyataan
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simpati dari masyarakat/negara untuk meringankan beban
dari seorang korban tindak pidansa.

Di dalam hukum:pidana dikenal adagium “Niminenm
Laedere" dan "Suum Cuique Tribuere" keduanya saling
berkaitan. Adagium yang pertama mengandung arti "jangan
merugikan orang lain". Sedang vang kedua mengandung arti
"memberikan setimpal dengan salah/jasa/perbuatannya”.
Bila kedua adagium tersebut dirangkaikan maka dapat
diartikan ‘"siapa saja vang mérugikan orang lain, akan
diganjar (kepastian hukum) dengan hukuman yang setimpal
(kesetimpalan) atsau kesebandingan hukum, 29 -

| Sejarah perkembangan lembaga pemberian ganti
kerugian dapat ditelusuri di dalam kehidupan masyarakat
Indonesia dan Jjuga dalam masyarakat lainnya. Di Eropa
pada abad pertengahan terutama sebelum masyarakat
memisahkan antara proses pidana dan proses perdata, maksas
restitusi/ganti kerugian terhadap korban merupakan bagian
dari reaksi terhadap kejahatan. Sebagai reaksi terhadap
kejahatan, maka sifat dan berat.ringannya searah dehgan
sikap pembalasan terhadap pelaku kejahatan itu.

Sebagaimana diketahul bahwa reaksi terhadap
kejahatan mada masa itn merupakan tindakan pembalasan
kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan disamping harus

25. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Hal;m, Filsafat Hukum Pidana,
(Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 8.
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melaksanakan pidgna badan dalam bentuk nestapa, Jjuga
harus memberikangganti kerugian kepada korban. Hal ini
bersumber padsa %sumsi bahwa kerugian vang ditimbulkan
oleh suatu tindak pidana harus dipulihkan kembali oleh
pelaku dalam wuhud pembalasan dari korban. Maksudnya
selain untuk me%ulihkén penderitaan korban, Jjuga agar
keretakan persau%araan dan keseimbangan yang terganggu
karena tindak pidgna itu dapat harmonis kembali.ze'

| ,
Pelaku tindak pidana yang terdiri dari orang yang

‘mampu dalam artiiekonomi, akan memikul beban itu dalam

bentuk pidana yaﬁg disertai dengan denda atau kewajiban
memberikan ganti? kerugian kepada korbannya. Apabilsa
pelaku tergolong orang yang tidak mampu dari segi
ekonomi, maka %eban vang akan dipikul seluruhnya
berbentuk pidana§ badan atau dijadikan budak. Apabila
pelaku tindak pidana itu mempunyai kedudukan ekonomi
yvang relatif seimbang dengan korbannya, maka biasanya
diantara merekaj terjadi negosiasi. Negosiasi ini
bukah saja dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang
harus dlbayarkan kepada korban tetapl Juga periode dan

syarat-syarat pembayarannya. Kehadiran proses negosiasi
|

vang demikian iﬁi melahirkan bahkan memperkuat kesan

bahwa sasaran déri pemberian gantl kerugian vyang akan

26. Anonim, FEnyantunan Terhadap Korban Penganiayaan Herat“ (Foto
Copy, tanpa keterangan lebih lamjut), hal. S6.
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dicapai lebih tertuju pada terciptanya perdamaian antara

pelaku tindak pidana dan korbannya dibanding sasaran

prevensi dan rehabilitasi daril suatu pidana.ZT'

Dalam kehidupan masyarakatx Adat Indonesia,juga
dikenal pemberian sanksi ganti kerugian sebagaimana
ditunjukkan oleh Slamet Mulyana antara lain di dalam
perundang-undangan Majapahit, wvang berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 19: Barangsiapa membunuh wanita yang tidak
berdosa, harus membavar untuk wanita vang
bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang
ganti kerugian (patukucawa) empat kali.

Pasal 56: Jika seorang pencuri mohon hidup maka ia harus
menebus pembebasannya sebanyak delapan tali,
membayar denda empat laksa kepada raja vang
berkuasa, membayar ganti kerugian pada orang
vang kena curi dengan cara mengembal ikan
segala milik yang diambilnya dua lipat.

Pagal 242: Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan
apapun, Jika melanggar atau menginjak orang
hingga mati, ia sendiri atau saisnya dekenakan

denda dua laksa -oleh raja yang berkuasa,

ditambah uang ganti kerugian (pamidara)'.

sebanyak delapan +tali kepada pemilik orang

27+ fAnonim, Ihid. hal. 57.
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vyang terlanggar itu, ataun kepada sanak saudaré
orang yang mati itu.za"

Sanksi adat seperti tersebut di atas tidak mutlak
merupakan pilihan alternatif dalam menjatuhkannya, tetapi
bisa dipadukan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal
itu disebabkan karena peradilan sdat dalam pelaksanaannya
selalu didaéarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian,
kerukunan dan rasa keadilan, sehingga para hakim adat
bebas menyelesaikan suatu kasuzm pidana adat dengan
memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat.zg'

Permintaan maaf, permohonan ampun, dan mengakui
kesalahan, dapat saja menjadi alasan bagi hakim adat,
untuk meringankan ataupun membebaskan si tersalah dari
pemidanaan.

Sistem hukum vang menjadikan perkara pidana
sebagai monopoli dari kekuasaan negara melalui peradilan
pidana sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi korban
tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dari
pelaku. Hanya saja prosesnya harus terpisah dari
peradilan pidana.

Di dalam hukum positif Indonesia kaidahnya

tercantum di dalam pasal 1385 KUH Perdata, yang berbunyi:

28. Slamet Mulyana, Perundang-undangan Majapahit, (Jakarta ; Bhara-
ta, 1967), hal. 29.

29. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, {Bandung: Alumni, 1984),
hal. 36.
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"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
pada orang lain mewajiﬁkan orang vang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Ganti kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1385 KUH
Perdata tersebut tidak ada sangkut paut dengan sanksi
pidana yang harus dipikul pula oleh pelaku tindak pidana
melalui putusan peradilan pidana. Ganti kerugian vang
dimaksudkan di sini adalah ganti kerugian yvang dijatuhkan
melalui suatu proses perdata berdasarkan permintaan dan
kepentingan pribadi dari korban sebagai pemohon.

FKompensasi mempunyai makna sebagali pemberian
bantuan terhadaplseorang korban dari suatu tindak pidana
vang diambil dari dana umdm. Karena itu dalam proses
pemberian bantuan serupa ini sering tidak terdapat
hobungan langsung antara pelaku dan korban Jjuga tidak
bergantung apakah pelaku tindak pidana itu tertangkap
lalu dijatuhi pidana. Dari pengértian dan mekanisnme
tersebut di atas menunjukkan bahﬁa sistem kompensasi
lebih merupakan upaya dari sisten kesejahteraan
sosial dibanding sebagai bagian d&fi sigtem peradilan
30.

pidans.

Dalam menangani kerugian/penderitaan korban tindak
pidana kompensasi berbeda dengan sistem pemberian ganti

30. Anonim, Penyantunan Korban Penganiayaan Berat, 0Op.cit. hal.
71.




61

kerugian yang 1ingin mengembalikan keadaan korban pada
keadaan semula, atau sekurang-kurangnya mendekati keadasan
sebelum terjadinya tindak pidana. Kompensasi bermaksud
sekedar memberi imbalan kepada korban tindak pidana yang
lebih berupa suatu pernyataan simpati atas kerugian yvang
diderita oleh si korban. Dengan demikian bantuan atas
kerugian yang diderita oleh si korban bukan satu-satunya
cara untuk memuaskan si korban. Namun demikian dengan
terlibatnya masyarakat atau negara dalam memberikan
kompensasi terhadap penderitaan si korban, merupakan
suatu upaya tersendiri yang dabat mengurangi penderitaan
korban.S1-
Menurut Meiners, kompensasi sebagai suatu upavya
perlindungan atau pemberian bantuan korban tindak. pidana
hadir dengan suatu pertimbangan kemanusiaan. Kehadiran
kompensasi bukan karena pertimbangan demi peradilan
pidana, bahkan mungkin dapat dikaﬁakan bahwa kompensasi
lahir karena kegagalan peradil&n pidana dalam memberikan
rerlindungan yang pantas kepada seorang korban.32-

Ada beberapa hambatan dari siétem peradilan pidana
dalam menerapkan sistem pemberian ganti kerugian sehingga

membenarkan lahirnya kompensasi sebagai suatu alternatif.

31l. Anonim, Thid., hal 72.

32. Roger E. Meiners , Victim Lompensation, Economic, Legal y and
Political Aspects, Lexington Books, 1977, hal. 1, dalam Anonim,
Penyantunan Korban Penganiayaan Berat, ' Ibid., hal. 73.
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Hambatan-hambatan tersebut meliputi kemungkinan gagalnya

peradilan pidana mengungkap pelaku yang akan dibebani

kewajiban memberi ganti kerugian, kemampuan ekonomi dari

pelaku yang rendah. Hal ini terjadi karena biasanya para
bekas ﬁarapidana susah memperoleh pekerjaan. Itu berarti
bahwa kemungkinan pelaku untuk membayar ganti kerugian
setelah menjalani pidana juga belum pasti.33'

Kompensasi sebagai suatu pemberian bantuan
terhadap korban tindak pidané, perhitungan Jjumlah vyang
harus dibayarkan, tidaklah muluk-muluk seperti biasa
terjadi dalam suatu perkara gugatan ganti kerugian pada
peradilan perdata. Perhitungan yang dipergunakan oleh
sistem kompensasi didasarkanrkepada kerugian fisik yang
pantas dan dapsat dinilai dengan'uang, berdagarkan. suatu
daftar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bantuan terse-
but, antara lain meliputi:

8. biaya-biaya pengobatan vang dikeluarkan
b. biaya hidup vyang dibutuhkan selama tidak dapat
melaksanakan tugas untuk memperoleh penghagilan.

Menurut Reif, hak-hak asasi ﬁarga negara, konsep

kesejahteraan sosial, dan asuransi/jaminan sosial vyang

33. fnonim, Ibid. hal.74.
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menjadi dasar lahirnya sistem kompensasi.34'
Konsep hak asasi berlandaskan pada kewajiban moral
dari negara untuk melindungi segenap warganya. Terjadinya
tindak pidana berarti negara telah gagal dalam memberikan
perlindungan kepada para warganya. Karena itu negara
wajib memberi bantuan atas kerugian korban. Alasan
kesejahteraan sosial mengatakan bahwa dalam masyarakat
moderen dewasa ini orang-orang sakit, lanjut usia, dan
para pengangguran diberi jamiﬁan sosial. Oleh karena itu,
tidak beralasan untuk tidak memberi pula bantuan kepads
korban tindak pidana. Sedangkan konsep asuransi menempat-
kan negara sebagai badan yang menanggung resiko terakhir
sebagaimana layaknya dalam sistem jaminan tenaga kerja.
Goldstein mengemukakan alaéan pembenar dari.sistem
kompensasi karena negara telah terlalu lama menghamburkan
sumber dayanya untuk kepentingan terdakwa. Menurut Gold-
stein kekurangan dari sistem ini terutama dari segi
peradilan pidana adalah:

a. kekurangan sistem Lkompensasi terbatas pada tindak
pidana kekerasan dan ganti kerﬁéian vang diberikan
pada korban relatif rendah;

b. pemberian konsep kompensasi hanya mensyaratkan bahwa

korban melaporklan kejahatan vang menimpanya tanpa

34. Robert Reiff, The Invicible Victim, (New York: Basic Books Inc,

1779), hal. 140 dalam Anonim, Penyantunan Korban Penganiayaan
Berat, Ibid., hal.75.
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menentukan apakah tersangka itu ditanghkap atau
dijatuhi pidana. Ketentuan ini dapat mengurangi
kerjasama korban dalam proses pidana selanjutnyva,
karena telah berhasil memperoleh bantuan;
c. sistem kompensasi mengurangi rasa tenggung jawab dari
pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.35'
Menurut Andi Mattalatta, bagaimanapun juga Jjalur
peradilan pidana Kkiranya tetap merupakan pilihan yang
baik. Hal ini terutema apabila kita melihat Lkerugian
nonfisik dari korban yang tidak saja memerlukan kepuasan
material dalam pemunlihannya tetapi Jjuga kepuasan
emosional. Kepuasan emosional korban hanya dapat tercipta
bila terdapat kesesuaian antara korban dan pelaku menge-
nal penyelesalan masalah kejahatan itu dalam peradilan,
khususnya peradilan pidana.38' Menurut Jacob, sistem
kompensasi karena kewajiban negara untuk melindungi
segenap warganya, sistem pemenjaraan yang menyita waktu
terpidana untuk memperoleh penghasilan dan program kese-
jahteraan sosial. Ditempatkannya narapidana di dalam

penjara, berarti waktunya untuk meﬁperoleh penghasilan

35. Abraham Goldstein, Defining The Role of The Victims in Criminal

FProsecution, (Missisipi Law Journal, 1982), hal. J923-524, dalam

Anonim, Penyantunan Korban Penganiayaan Berat, Ibid., hal. 76.

36. Andi Mattalatta, Santunan  Bagi Korban, dalam J.E. Sahetapy,
Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1987), hal. 38.
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; guna membayar ganti kerugian menjadi tersita.37' Jacob
benar apabila pemenjaraan seorang terpidana itu hanya
bertujuan unfuk mengisolasinya daril masyarakat agar tidak
sempa£ lagi melakukan kejahatan. Tetapi apabila diada-
kannya suatu program vyang berkaitan dengan upaya di
bidang kesejahteraan sosial, perscalan ini dapat terpe-

cahkan sepertl pemberian pekerjaan dengan upah tertentu

selama menjalani masa pemidanaan. Program semacam ini
bukan saja memberikan kesempatan kepada terpidana untuk
membayar ganti kerugian kepada korbannva, tetapi Jugsa

merupakan bagian darl proses pembinaan narapidana yang

bisa bermanfaat setelah yang bersangkutan selesai menja-

lani masa pemidanaan.

C. Tinjauan Tentang Kedudukan RKorban Tindak Pidana dalam
| Proses Peradilan Pidana

Menurut Sudarto dalam perkara pidana kedudukan
mereka vyang bersangkut paunt dengan tindak pidans yvang
dilakukan seseorang dapat diberi n;mor. Pembuat tindak

pidana nomor satu, korban  nomor dusa, orang vang

e e e gy st e gy

37. Bruce Jacoh, The Concept of Restitution: An Historical Overview,
dalam Joe Hudson dan Burt Galaway (ed), Restitution in Criminal
Justice, Lexington Books, 1977, hal. 52, melalui Anonim,Penyan—
tunan Korban Penganiayaan Berat, Op.cit., hal. 75.

menyaksikan ketika tindak pidana itu dilakukan nomor
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tiga, Jjuga keluarga dekatnya bisa disebut pihak nomor
tiga, sedang orang lain yaﬁg sedesa ataun sekota yang
mengetahui adanya tindak pidana‘itu dari orang lain atau
membaca dari surat kabar bisa disebut pihak nomor empat,
dan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari tempat
kejadian tindak pidana dan hanya mendengar saja akan
adanya tindak pidana itu atau juga mengetahui dari surat
kabar atau media massa lainnya, bisa disebut pihak nomor
lima, begitu seterusnya.ss'

Sehubungan dengén kedudukan korban dalam proses
peradilan pidana, Sudarto menyatakan bahwa sebagai orang
vang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan,
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana seolah-olah "ia
tidak dimanusiakan”; ia hanva merupakan saksi (biasanya
saksl pertama) hanya penting untuk memberi keterangan
tentang apa yang dilakukan oleh =i pembuat guna dijadikan
alat bukti tentang kessalahan =si pembuat.sg'

Korban tindak pidansa biasanya dijadikan sebagai
saksi pertama, dan setelah kesgksiannya didengar di

sidang pengadilan dan dipandang cukup untuk pembuktian

38. Sudarto, "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat", Ceramah
disampaikan dalam seminar "Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang
Ideal", Universitas Diponegoro, Semarang, 13 Nopember 1984.

3%. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, i981), hal.
192-193. ) :
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kesalahan terdakwa, maka ia tidak'diperlukan lagi, ia
boleh pergi.

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas dapat
dipahami bahwa korban sebagai pihak vang dirugikan oleh
suatu tindak pidana hanya diperlukan sebagai obyek
penegakan hukum pidana. Hak-haknya sebagai pencari ke-
adilan kurang diperhatikan dalam sistem peradilan vang
demikian itu.

Sistem peradilan pidana merupakan bentuk suatu
sistem vang unik, karena perbedaannva dengan sistem-
sistem sosial vyang lain. Perbedaan ini terletak pada
kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang
sifatnya unwelfare dalam skala vang besar, guna mencapai
tujuan vang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku tindak
pidana, pengendalién dan penekanan tindak pidana dan
kesejahteraan sosial). Segala sesuatu vyang unwelfare
tersebut diatas dapat berupa perampasan kemerdekaan,
stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-
kadang hilangnya nyawa manusia atau dibeberapa negara
berupa derita fisik (misal, pukulan dengan rotan).

Sehubungan dengan itu dapat dikaji pula bahwa
sebenarnya dalam operasionalisasinya, sistem peradilan'
pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun

obyek, sehingsga dapat dikatakan bahwa rersyaratan utama




68

agar gsistem vperadilan pidana tersebut dapat bersifat
rasional, sistem tersebut harua dapat memahami dan
memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau
masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka
sistem maupun vang berada di luar sistem.40-

Sebagal suatu sistem peradiian ridana mempunyai
perangkat struktur atau sub-sistem yvang seharusnya beker-
Ja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat
mencapal efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sub
sistem ini berupa polisi, Jjaksa, pengadilan dan lembaga
koreksi, baik yang sifatnya institusional maupun yang
non-institusional. Dalam hal ini mengingat peranannya
vang semakin Dbesar, penasihat hukum dapat dimgsukkan
sebagai kuasi sub sistem. Sistem peradilan pidana mem-
punyal dimensi fungsional ganda;‘Di satu pihak berfungsi
sebagal sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan
kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment
system). Di lain pihak sistem peradilan pidana Juga
berfungsi untuk pencegahan sekunder‘ (sekendary preven-
tion), vakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan
mereka vang pernah melakukan tindak pidana dan mereka
vang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses detek-

i e et oatne mnin iy R RS RS MO Faneh osen o S

40. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.cit.
hal. 66.
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8i. pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Sebagal suatu
Jaringan (net work) sistem peradilan pidana mengopera-
sionalkan hukum pidana sebagai sarﬁna utamanya. Dalam hal
ini dapat berupa hukum pidana materiil, hukum pidana
formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Ada beberapa asas utama yang harus dihayati di
dalam mengoperasionalisasikan hukum ridana, sebab
individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa
mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh
mereka tanpa landasan hukum tertulis yang ada terlebih
dahulu (legality principle). Di samping itu atas dasar

vang Jelas-jelas dibenarkan oleh undang-undang hukum

acara pidana, mengenal apa vang dinamakan asas kegunaan

atau asas kelayakan (expedienéy‘ principle) vang
berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat (social
decireability) yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan
tertib hukum (the interest of the legal order). Atas
dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas
kelayakan ini bisa bersifat negatif knegative expediency
principle), apabila penekanan diletakkan pada bentuk
peringan terhadap asas legalitas, dan dapat bersifat
positif apabila tekanan diarahkan pada kewajiban untuk
menuntut, kecuali dalam beberapa_perkecualian.

Asas ketiga vyang tidak kalah pentingnya dalam
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principle), vyang didasarkan pada semakin beratnya beban
sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan
berbagai kategori tindak pidana dan bisa juga berbagai
tindak pidana dalam k%tegori vang sama. Prioritas ini
dapat juga berkaitan dengan pemilihan jgnis—jenis pidana
atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak
pidana. Peranan perundang-undangan pidansa dalam' sistem

peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan

tersebut memberikan kekuasaan kepada pengambil kebijakan

dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang

diterapkan. Lembaga legeslatif berpartisipasi dalamn

menyiapkan kebijakan, dan memberikan kerangka hukum untuk

memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebi-

Jakan vang telah ditetapkan.-iadi semua merupakan bagian

dari politik hukum, yang pada hakekatnya berfungsi dalam

tiga bentuk:

1. politik tentang pembentukan hukum;

2. tentang penegakan hukunm;

3. tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.
Kerangka pemahaman ini sangat penting, karena

politik sebenarnya mengandung pilihan atau pengambilan

sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik

vang termasuk di dalamnya usaha-usahs untuk mencapai
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tujuan tersebut.4l- Secara operasional, perundang-
undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap
gistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan
definisi tentang perbuatannperbugtan apa yang dirumuskan
sebagai tindak pidana mengendalikan usaha-usaha
pemerintah untuk membahas kejahatan dan memidana i
pelaku, memberikan batasan tentang pidana vyang daﬁat
diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain,
perundang-undangan pidana menciptakan Jlegeslated environ-
ment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang
harus dipatuhi di dalam pelbagai perangkat sistem pera-
dilan pidana.

Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung
sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung saransa
dan prasarananya, kemampuan profesional aparalt penegak
hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. EKelemahan
infrastruktur ini pertama-tama akan mengurangi masukan
(input) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan
perkataan lain pelaku tindak pidanai§ang dapat dideteksi
akan berkurang, sehingga hidden eriminal semakin
meningkat.

Salah satu persoalan penting dalam sisten

peradilan pidana adalah perhatian terhadap korban

e st bt i g S B W duams Sebd Semas aoben trae perge sy s

41, Muladi, 1995, Ibid., hal. 22.
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‘kejahatan. Hal ini terbukti‘ dengan dikeluarkannya UN
Declaration of Basic Frinciples of Justice for Viectim of
crime and abuse of power, 15. Degember 1885 vang
menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan karban
kejahatan dengan cara memberikan .pelayanan vang adil
dalam proses peradilan, memperjuangkan resﬁitusi dan
kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik material,
medis, psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-
lembaéa pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah
(NGO ).42.

Tiadanya perhatian kepada si korban, yang dewasa
ini disebut sebagai an essential part of criminal law
policy decisions, dapat mengurangi partisipasi masyarakat
dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan pérasaan
insecurity dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif
pribadi untuk melakukan'pembalasan, baik dilakukan secarsa
perorangan maupun dalam bentuk vigilante groups. Dalam
hal ini sering diminta agar politik kriminal Jangan
terlalu berorientasi pada peléku %indak pidana saja.
(less offender oriented).

Sebaliknya perhatian atau_.pemberian hak vang
terlaln besar kepada korban tindak pidana atas dasar

model hak-hak prosedural (Prosedural Rights  Model)

4. Muladdi, 1995, IFbid., hal. 2627,
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seperti Partie Civile Model di Pranciz dan Nebenklage di
Jerman Jjuga mengandung bahaya. Keterlibatan si korban
secara aktif antara lain dalam penentuan pidana dapat
menimbulkan rasa dendam bagi pelaku tindak pidana dan

mendorong untuk terjadinva secendarsy victimization.

D. Tinjauan tentang Proses Peradilgn Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian
aktivitas guna menyelesaikan suatu konflik vang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Proses peradilan
pidana Jjuga merupakan perwujudan dari penegakkan hukum,
dalam hal ini hukum pidansa.

Pelaksanaan proses peradilan-pidana b;rtumpu pada
ketentuan-ketentuan vang diétur di dalam Hukum Acara
Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Hukum Acara  Pidana
di samping berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum
pidana (méteriil), di dalamnya Jjuga dijamin dua
kepentingan hukum. Dua kepentingaﬁ‘hukum vang dijamin
oleh hukum acara pidana ialah h
a. kepentingan hukum vang terdiri atas kepentingan

masyarakat, vang disebut ketertiban hukum (reohtsorde)
atau ketertiban umum (publieké orde), yaﬁg harus
dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya

Secara aman dan tenteran.
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b. kepentingan hukom  yang te;diri atas kepentingan
individu, yang terdiri atas hak-hak individu.

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin
keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan
tersebut. Maka dari itw, di satu pihak hukum acara pidana
harus dapat membatasi kekuasaan pengnasa agar tidak

menjadi sewenang-wenang dan di lain pihak kekuassan

penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehing-

ga hak-hak asasi manusia dapat terjamin.43'

Proses peradilan pidana sebagai perwnjudan dari

penegakkan hukum pidana, dalam bekerjanva dapat dilihat

sebagai suwuatu proses yang bersifat sistemik. Sebagai
suatu proses vyang bersifat sistémik, maka penggakkan
hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum
pidana (eriminal law application) vang melibatkan
pelbagai sub sistem strukfural berupa aparat kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di
éalamnya lembaga penasehat hukum.44'

Secara skematis hubungan bekerjanya instansi~

instansi aparat penegak hukum dalanm proses peradilan

pidana oleh Satjipto Rshardjo digambarkan sebagai

43%. Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, (Semarang: Badan Penerbit
Undip, 1991), hal 1éb.

44, Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1993, Op.cit.,
hal. 40. '
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Penerapan hukum pidana dalam suatu proses vyang
bersifat sistemik, menurut Muladi harus dipandang dari
tiga dimensi yaitu
1. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem

normatif (normative system), * vakni penerapan
keseluruhan aturan hukum vang menggambarkan nilai-
nilai sosial, yang didukung'oleh sanksi pidans;

2. penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem

45. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum Suatu
Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, tanpa
tahun), hal. 72.
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administratif (administrative system), yang mencakup
interaksi antar pelbagai aparatur penegakkan hukum
vang merupsakan sub sistem peradilan diratas.

3. penersapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social
system), dalam arti bahwa dsalam mendefiniéikan dan
mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan
pelbagai perspektif pemikiran vang ada di dalam lapi-
san masyarakét.48'

Sehubungan dengan masalah proses peradilan pidana,
di dalam ilmu pengetahuan hHukum pidana dikenal adanya
model-model peradilan pidana. Berkaitan dengan ha¥ itu di
bawah ini dikemukakan pandangan dari beberapa sarjana

Packer mengajukan dua model tentang sistem pera-
dilan pidana yaitu Crime Control Model dan Due Process
Model.47-

Kedua model tersebut dilandasi oleh pemikiran apa
vang disebut dengan Adversary Model yang berintikan atau
dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. prosedure' peradilan pidana harus merupakan suatu
dispute atau combative proceediné.antara terdakwa dan

penuntut umum dalam kedudukan vyang sama di muka

46. Muladi, , 1995, Loc.Cit.

47. Herbert L. Pecker, The Limit of Criminal Sanction,
(California : Stanford Lhiversity Fress, 1968), hal.153 dalam
Didik Endro Purwoleksono, "Fungsi Pengayoman Berdasarkan LU
Na. 8 Thn.1981 tentang Hukum Acara Pidana", (Tesis, Fakultas
Pascasarjana UI, 1991), hal. 27.
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pengadilan:

2. Judge as empire. Kedudukannya vang demikian ini
mengakibatkan bsahwa ia tidak ambil bagian dalam
pertempuran (fight) dalam proses pemeriksaan di
pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit vyang
menjaga agar aturan permainan tidak dilanggar, baik
oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum; .

3. rules are very strietly. Aturan-aturan diperlakukan
secara ketat;

4. sensational-cross examination;

5. fiction of an always alusive truth.48-

Model pertama vyang diajukan oleh Packer yaitu
crime &0ntrol model, didasarkan pada anggapén cenderung
untuk tidak menekankan pada aspek adversary:dari . Proses
vang berlangsung. Sistem nilai yang mendasari didasarkan
prada kenyataan-kenyataan bahwa tingkah 1§ku kriminal
haruslah ditindak. Atas dasar ini, maka terdépat ahggapan
bahwa proses pidana merupakan Jjaminan ﬁositif bagi
keamanan sosial. Untuk menbapai tujuannya vang amat
tinggi ini, ecrime control model men}atakan bahwa perha-
tian utama haruslah ditujukan pada-masalah efisiensi.49'

Dalam hal di atas. maka berlakulah gsuatu sistem

48. Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanaése; Ruben échmad, Hukum
Acara Pidana, (Bandung : Angkasa, 1990}, hal. 4 - 6.

49. Herbert L. Packer, The Limit of Criminal Sanction, 1968,
hal.158 dalam Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit., hal. 28.
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seperti ban (arus) yang berjalan, artinva masing-masing
petugas berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai
dengan tugasnya. Proses pidana dalanm moedel ini dilihat
sebagai suatu proses penyaringan. Di tiap-tiap tingkat
melibatkan tindakan-tindakan vyang sifatnya rutin dan
keberhasilannya, pertama-tama didasarkan pada
kecenderungan untuk melewati kasus itu dengan suwatu hasil
vyang gemilang. |

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut
Packer doktrin yang digunakan oleh crime control model
adalah apa yang disebut dengan "presumption of guilg" .
Presumption of guilt ini, berkaitan dengan sisten vang
mengutamakan efisiensi. Dugaannya ialah bahwa proses
penyaringan dilaksanakasn oleh polisi dan jaksa merupakan
petunjuk yang dapat dipercaya tentang adanya kemungkinan
bersalah. Sekali orang pernah ditahan dan diperiksa tanpa
adanya dugaan tidak diketemukannya_kesalahan, atau dengan
perkataan lain, sekali ada ketetapan dengan bukti vang
cukup tentang adanya kesalahan, maka telah memungkinkan
menahannya untuk dilakukan tindaka; lebih lanjut, dan
segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan atas
dugaan bahwa ia (dalam hal ini tersangka) telah bersalah.
Henurut Packer, merupakan suatn kesalahan besar untuk.
menduga bahwa “"presumption of guilt“ adalah lawan dari
"presumption of innocence" " sebagaimana biasa dipikir

sebelumnya. Presumption of Iinnocence biasanva bersemayam
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di Due Process Model. Presumption of Iinnocence bukan
lawan dari presumption of guilt. Kedua konsep tersebut
cuma berbeda dan bukan berlawanan.

Sebagai contoh dikemukakag oleh Packer untuk
memperjelas perbedaan tersebut yaitu seorang membunuh di
depan orang banyak. Sewaktu polisi datang, maka segera ia
menyerahkan senjatanya dan mengatakan “sayva berhasil
membunuhnya dan saya senang’'. Apa yang terjadi di eini,
disaksikan oleh orang banyak. Orang vang membunuh itu
segera ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Dalam
situasi yang demikian itu, segera dapat disimpulkan bahwa
81 tersangka memang benar-benar melakukan tindak kejaha-
tan berupa pembunuhan. Tetapi ini saja tidak seperti yang

dimaksudkan dalam pengertian presumption of innocence.

Menurut konsep presumption of innocence, orang itu

baru bisa dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang
sah untuk itu melalui suatu peradilan. Si tersangka
diadili, seolah-olah +tidak ada kejadian dan semua itu
barulah nanti dibuktikan di pengadilan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa presumption
of guilt sifatnya deskriptif dan faktual (descriptive
factual) sedangkan preéumption of innocence sifatnya
normatif dan legal (normative and legal).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan ciri-
ciri yvang melekat pada Crime Control Model antara lain:

1. adversary sistem bukan merupakan masalah sentral;
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2. yang paling dipentingkan adalah masalah efisiensi;
3. menegakkan keadilan;

4. hakimnya bertindak secara aktif;

5. berlaku asas presumption of guilt.

Model kedua yang diéjukan Packer yaitu Due Process
Model. Dasar umum dari ;&i~ Process Model, adversary
sistem merupakan masalah sentral. Berbeda halnya dengan
Crime Control Model yang menyerupai ban berjalan, maksa
due process model seperti batas-b;tas lari gawang vang
harus dilewati. Masing-masing tingkat yang harus dilewati
itu dirancang untuk menggiring tersangka kepada prosess
lanjut.

Pada hakekatnya Due Process Model menitik bgratkan
pada hak-hak individu dan berusaha melakukan Lpembatasan—
pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan perkataan
lain, proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan
oleh hak-hak asasi manusia dan tidsk hanya ditekankan
pada masalah efisiensi belaks seperti dalam crime eontrol
model.

Due Process Model lebih mengaﬁdalkan pPenemuan yang
non yudikatif, untuk menghindari kemungkinan kesalahan

terhadap tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

kesempatan agar nantinya tersangka dapat mempertahankan

hak-hak serta menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan
kepadanya adalah -tidak benar. Semua penemuan ini pada

akhirnya dibuktikan di pengadilan.
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Menurut Due Procéss Model, jika efisiensi menuntut
adanya sesuatu yang berkisar pada masalah yang dapat
diandalkan dalam proses tersebut, maka suatu efisiensi
vang absolut harus dihindarkan.

Dalam menghindari kemungkinan tindakan sewenang-

wenang darl seorang pejabat, maka due brocess model

menganjurkan adanya asas “pPresumption of innoecenos" .

Apapun Juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu
fakta tentang kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum
(legal guilt) lewat suatu peradilan merupakan suatu bukti
terakhir.

Dalam due process model seperti tersebut di atag,

seperti lari gawang, yang dipentingkan adalah berjalan

seperti yang ditentukan perundang-undangan. Jika tidakl

gsesnail dengan undang-undang, batal semuanva.
Berdasarkan uraian tersebut, pokok-pokok Pikiran
vang tertuang dalam Pue Proscess Model adalah

1. adversary system merupakan masalah sentral;

2. tidak mementingkan efisiensi, tetapi lebih

mementingkan hasil'akhir;
3. Due Process Model, menegakkan hukum;
4. dalam Due Process Model, hakim bertindak Secara pasif
(sebagai wasit);
5. berlaku asas "presumption of innvcence"
Sehubungan dengan adanya kedusa model sistem

peradilan pidana vang diajukan oleh Packer, maka John
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Griffith mengajukan kritik terhadap keduanya. Menurut
John Grifith, kedua model tersebut di atas apapun pemba-
haruannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model
vang disebut dengan Adversary Syétem atan BPattle Model
(model perlawanan). Battle model {model perlawanan)
memberikan gambaran bahwa proses kriminal merupakan suatn
perjuangan atau merupakan suatu bentuk peperangan yang
khas antara dua pihak yang kepentinganya satu dengan vang
lain =aling berlawanan vaitu antara individu khususnys
pelaku tindak pidana dan negara.

John Griffith menggambarkan sisten peradilan
pidana yang berlaku di Amerika sebagai "suatu duel"” yaitu
antara terdakwa dan negara. Dalam hal ini, pengacara
dianggap sebagai tentafa sewaan. dan apahila . seorang
pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya
oleh Jjaksa dan dipidana, maka pihak pengacara di dalam
peperangan 1tu dianggap kalah atéu menyerah. Pernyataan
perang oleh negara ity sendiri sebenarnya sudah dimulai
pada waktu polisi melakukan penangkapan daq memberikan
peringatan bahwa iz (tersangka) ;berhak dibantu oleh

pengacara.

Berdasarkan gambaran yang ada pada Battle Model di

atas, John Griffith mengkritik keras terhadap Battle
Model itu. Apapun bentuknya dari adversary system itu, ia
tetap berada dalam sisten peberangan vang tidak akan biza

mempertemukan dua kepentingan vang berlawanan (disharmony
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of interest).

John Griffith menghendaki untuk membongkar sama
sekalli nilai dasar vyang ada pada Battle Model vyaitu
tentang adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan.
Menurutnya, kepentingan yang tidak dapat dipertemukan
(irreconcilable disharmony of interest) harus diganti
dengan suatu‘asumsi bahwa tidak ada pertentangan kepen-
tingan yang tidak bisa dipertemukan. Dengan demikian
filsafat yang mendasari sistem peradilan pidana adalah
cinta kasih sesama hidup atas dasar kepentingan yang
saling menguntungkan (mutually supportive a state aof
love). Model yang diperkenalkan oleh John Griffith seba-
gai reaksi atas model yvang diajukan oleh Packer, vyaitu
Model Keluarga (Family Mﬁdel).

Model dasar yang dipergunakan oleh Griffith adalah
bentuk masyarakat yang terkecil vaitu keluarga. Dinvata-
kan bahwa, setiap kehidupan dalan masyarakat/hubungan
masyarakat dan pelaku kejahatan hendaknya dilandasi oleh
cinta kasih yang berlanjut seperti halnya vyang terjadi
dalam suatu keluarga. Dalam suatﬁ keluarga, mungkin
terjadi bahwa seorang anak melakukan kesalahan. Menurut
Griffith, anak tersebut tanpa diberi sanksi dan sanksi
ini tidak boleh menjadikan anak itu sebagai anak yang'
jahat. Sanksi ini dimaksudkan agar anak tersebut mampu
mengendalikan dirinya, dan setelah diberi sanksi anak

térsebut tetap berada dalam kerangka kasih sayang ke-
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luarga.

Berheda dengan battle medel, yang menganggap bahwa
seorang pelaku kejahatan dianggap musuah masyarakat (enemy
of the soeciety). Tujuan utama dari sistem peradilan
pidana adalah segera mengasingkan pélaku tersebut di
dalam masyarakat (exile function of punishment). Tampak
bahwa nilai dasar vang ada pada battle model tidak sesuai
dengan nilai dasar pada family model. Family model fungsi
sanksi adalah bukan untuk mengasingkan, tetapil untuk
mengingatkan/mengendalikan diri si anak agar dia mampu
memperbalki dirinya (appealing  capacity of self
oontroi).so'

Menurut Hulsman, salah satu negara yang menganut
Family Model yaitu negara Belanda. Dalan tulisannya
dinyatakan bahwa kondisi-kondisi yang memungginkan negara
Belanda mengahut Family model adalah sebagai berikut:

1. media masa/ pers menyadari betul bahwa mereka adalah
bagian dari sistem politik . kriminil yvang dapat
mempengaruhi opini masyarakat tentang kejahatan dan
pidana;

2. lembaga reklasering (lembaga penyvatuan eks narapidana)
swasta télah berkembang. dalan rangka menunjang

pembinaan gks narapidana dan narapidana dalam

[

20, DHdik Endro Pureolseksono, "Fungsi Fengavomar Berodze
gsarkan Undang-Undang No.® Tahus 1981 Tentang Hubkum
Arara Pidana™, 1991, Op.cit.,, hal

Aow
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memasyarakatkan dirinya kembali;

3. banyaknya social worker/pekerja sosial vang
profesional (pendidikan tinggl dan dedikasi tinggi)
vang terjun dala@ kegiatan-kegiatan pembinaan
narapidana dan eks narapidana;

4, adanya pandangan vang terpadu terhadap falsafah vyang
mendasari sistem peradilan pidana di dalam sub-sub
sistem peradilan pidana. ol.

Di samping ketiga model yahg.telgh diuvraikan di
atas, Juga dikenal adanya ‘model Yuridis dan Stuur
model.52-

Menurut model yuridis, tekanan diletakkan pada
keadilan undang-undang, dan hakim sebagai puncak dari
hierarki badan-badan kehakiman; sedang keputusan hakim
adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia
adalah suatu yang bersifét "statis normatif", dan Tbanyak
sedikitnya merupakan suatu "sistem tertutup”. Dalam Stuur
model, tekanan diletakkan pada keéunaan sosial, tertib
sosial dan penegakan hﬁkum sebagal fungsi dari tertibdb
sosial, sedangkan di antara badan;gadan kehakiman ada

kesamaan yang prinsipiil. Dia merupakan suatu dinamis dan

51. L.H.C. Hulsman, 7he Dutch Criminal Justice System From A Com—
parative Legal Perspektive”, dalam D.C. Fokkema (Ed), Intro-
duction to Dutch Law Foreign Lawyers, (Netherlands : Kluwer-
Deventer, 1978), hal.374-375, melalui Muladi, Sistem Peradilan
Pidana, foto copy,tanpa keterangan lebih lanjut, hal.lé.

92. Ruslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan
Manusia, (Jakarta : Ghalia, 1983), hal.l5.




86

terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.

Model Yuridis dan Stuur Medel di atas, jika dite-
lusuri lebih lanjut, mempunyai kesamaan dengan kedua
nodel yang diajukan oleh.Packer. Di dalam Model Yuridis,
Jiwa atau nilai-nilai yang mendasarinya mempunyai persa-
maan dengan nilai-nilai yang mendasari pada Crime
Control Model. Hal‘ini bisa ditelusuri dari adanya
hirarkl dalam badan-badan kehakiman menurut model yuri-
dis. Hal inilmenunjukkan, masing~masing aparat penegak
hukum berdiri dalam posisinya sendiri-sendiri sesuai
dengan tugasnya. Hakim adalah puncak dari hirarki badan-
badan kehakiman.

Persamaan Stuur Model dengan Due Process Hbdel,

dapat ditelusuri bahwa dalam Stuur model terbuka bagi

kenyataan-kenyataan sosial dan merupakan suatu model yang

terbuka. Dalam Stuur\Modél, vang ditegakkan adalah hukum,
sehingga seperti hﬁlnya dalam Due Process Model lebih
mementingkan hasil akhir dengan melihat kenyataan-
kenyataan sosial vyang ada atau menurut istilah dalam Due
Frocess Model disebut dengan mengandalkan penemuan yang
non-yaridikatif.

Hal lain yang periln diketengahkan di sini, dengan

melihat model-model di atas, yaitu model-model tersebut’

beroperasi dalam suatu proses peradilan pidana yang
sekaligus menggambarkan sistem nilai yang mendasgari

proses peradilan pidana tersebut.
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Sistem peradilan pidana, didukung oleh lembaga/
instansi yang langsung dalam pelaksanaan penegakan hu-
kumnya yaitu: a) polisi; b) jaksa; c¢) hakim; d) penasehat
hukum, Lembaga/instansi pelaksana sistem peradilan pidana
tersebut, selain terikat dalam kegiatan sistemik, meski-
pun tugasnya berbeda-beda dan mempunyai tujuan sendiri-
sendiri namun pada akhirnya bermuara untuk menghadapi
atau menanggulangi masalah-masalah penjahat atau orang
vang memang benar-benar bersalah dan patut dijatuhi
pidana dan juga untuk menghadapi orang-orang yang tidak
bersalah yang karena suatu hal diperiksa oleh aparat
penegak hukum. Oleh karena itu lembaga yang satu dengan
vang lain senantiasa harus mengadakan kerjasama dan
koordinasi dalam rangka mencapal tujuan tersebut. . Dengan
perkataan lain, lembaga-lembaga tersebut secara terpadu
berusaha mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Jepang merupakan contoh
negara yang menggunakan model terpadu (Integrated Model).

Hal-hal yang menonjol dari model terpadu yang dianut oleh

Jepang adalsh

1. Pendidikan yang terpadu.
Dalam rangka mendapatkan persepsi yvang sama di kalan-
gan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,
maka mereka (calon Jjaksa, hakim; dan penasehat hukum)
menjalani seleksi yéng dilakukan oleh organisasi

pengacara (Bar Association). Setelah mereka lulus,
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mereka menjalani pendidikan yang sama dan koordinasi
oleh Mahkamah Agung Jepang selama dua tahun.

Persepsi yang sama di kalangan aparat penegak hukum
ini sangat bermanfaat dalam sistem peradilan pidana,
apabila terjadi suatu kegagalan mereka tidak saling
menyalahkan;

Para penegak hukum yang profesional.

Para penegak hukum,; dalém rangka mencapai  taraf
profesionalisme, dilgtih segaré baik dan ditanamkan
rasa disiplin yang tinggi, serta terorganisasi secars
baik;

Efisiensi dan cepat adil.

Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.

Masyarakat di Jepang sangat menghargai para penegak
hukumnya, ' khususnya yang berkecimpung di peradilan

pidana.

Keberhasilan penerapan model terpadu di Jepang

antara lain ditunjukkan dengan indikator-indikator seba-

gai berikut:

1.

clearance rate yang tinggi (p;oporsi penyelesaian
perkara yang tinggi);

conviction rate {keberhasilan pengadilan dalam
penyelesaian perkara);

rate of suspension of brosecution (proporsi
penangguhan perkara oleh kejaksaan);

speedy disposition (penyelesaian perkara vang cepat);
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sentencing (pemidansaan);
reconviction rate (rata-rata pengulangan kejahatan/
residivis).ss'

Bertolak dari  model-medel peradilan pidana

tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan vang termnat

di dalam KUHAP dapat termasuk ke dalam ciri-ciri dari

model-model tersebut di atas.

Ketentuan yang diatur di dalam XUHAP vang dapat

dimasukkan ke dalam kategori Crime Control Model, antara

lain yaitu:

a .

asas peradilan vyang cepat, sederhana, dan biava
ringan;

hak tersangka dan terdakwa untuk segera diperiksé,
diajukan dan diadili di depan sidang pengadilan (Pasal
50 ayat (1,2,3);

acara pemeriksaan praperadilan, berdasarkan pasal 82
ayat (1) huruf c,.dilakukan dengan cepat dan selambat-
lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan
putusannya.

Hal-hal tersebut di atas termasuk masalah efisiensi,
vang merupakan ciri khas dari Crime Control Model.
ketentuan tentang hakim ketua sidang dan hakim anggota
dapat minta kepada saksi segala keterangan yang'-

dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran (Pasal 185

. Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben fchmad, Hukwn Acara

Pidana, 1970, Op.Cit., hal. 8 - 10
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ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan hakinm aktif, dan
merupakan ciri dari Crime Control Model.
Ketentuan-ketentuan KUHAP yang dapat dimasukkan ke

dalam ciri Due Process Model antara lain

a. didnutnya asas bahwa seorang tersangka atau terdakwa
wajib dianggap tidak bersalah sampal adanya putusan
rengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah).
Asas ini dipandang sangat penting dalam Due Proecess

Model.

b. Diaturnya hak-hak tersangka dan terdakwa, vyang

mencerminkan perlindungan terhadap harkat dan martabat
tersangka dan terdakwa. |
c. adanya lembaga praperadilan yang menunjukkan adanya
J batasan wewenang pars penegak hukum, sehingga tidak
g | sewenang-wenang terhadap para pencari keadilan dalam
hal ini tersangka atau terdakwa.
Beberapa ketentuan KUHAP': vang tidak .dapat
dimasukkan ke dalanm kategori Crime Control Model maupnn

! Due Process Model antara lain adalah

i a. adanya lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan
putusan pengadilan;
b. diaturnya masalah penggabungan gugatan ganti kerugian,

yang sebenarnya merupakan  kepentingan pihak vang
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dirugikan. Dengan demikian korban dapat melibatkan
diri dalam proses perkara pidana vang sedang
berlangsung.

Bertolak dari ursian tersebut, maka KUHAP tidak
dapat dikategorikan menganut (rime Control Model maupun
Due Proses Model. Ciri-ciri yané melekat pada KUHAP
selain mengarah pada Crime'Control Model Jjuga mengarah
pada Due Process Model. Demikian Juga KUHAP tidak dapat
dikategorikan menganut Family HModel (Model Keluarga)

mavpun Integrated Hodel (Model Terpadu).

E. Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana
dalam Konsep RKUHP Baru

Di dalam Konsep KUHP Baru aspek korban . tindak
pidana sudah sangat diperhatikan. Konsep KUHP Baru vang
dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah RUU KUHP
18981/1992 yang sudah disempurnakan sampai dengan tanggal
13 Maret 1993. 5

KRetentuan-ketentuan di dalanm Koﬁsep Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana = Barn teréebut, antara lain
menyatakan dipertimbangkannya aspek korban tindak pidana
sebagai pedoman pemidanaan. Di dalam Pasal 52 ayat (1)

Konsep KUHP Baru dinyatakan sebagai barikut

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

ke-1 kesalahan pembuat;
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ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

ke-3 cara melakukaﬁ tindak pidana;

ke-4 sikap batin pembuat;

ke-5 riwayat hidup 'dan keadaan sosial ekonomi pem-—
busat;

ke-B8 sikap dan tindakan pembuat sesudah melaku-
kan tindak pidana;

ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana
vang dilakukan;

ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap Lkorban atau
keluarga korban;

ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berenca-
na.

Ketentuan tentang pedoman ‘pemidanaan tersebut
adalah penting, kgrena di samping untuk mengurangi
disparitas pidana, juga bertujuan untuk menjaga keseim-
bangan tiga kepentingan yang harus dilindungi hukum
pidana yakni kepentingan negara, pelaku tindak pidana dan
si korban. o

Selanjutnya aspek korban jﬁga diperhatikan dalan
rangka penjatuhan pidana, yakni pencantuman Femenuhan
ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban

tindak pidana di dalam Konsep KUHP Baru telah dirumuskan

ke dalam beberapa pasal.
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Jenis pidana tambahan éebagaimana dirumuskan di
dalam Pasal B0 ayat (1) Konsep ialah
ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
ke-3 pengumuman putusan hakim;
ke-4 pembayaran ganti kerugian;
ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya mengenai pembayaran ganti kervgian di
dalam Pasal 89 Konsep dinyatakan sebagai berikut
(1) Hakim dapat menetapkan kewajib%n ganti kerugian yang

harus dibayar oleh terpidana kepada korban atauw aghli
waris korban.

(2) Apabila pembayaran :ganti ‘kerugian tidak dilaksana-
kan oleh terpidana,jmaka berlaku ketentuan tentang
ridana pengganti untuk dends.

Dilihat dari. inétrumen—instrumen internagional
vang ada, dengan dirumuskannya ganti kerugian terhadap
korban tindak pidana secara vuridis formal, maka secara
Jelas Indonesia telah berusahs unfuk memenihi himbéuan
PBE yang tercantum di dalam Declaratfbn of Basie Prinei-
rles of Justice for Vietims of Crime and Abuse of FPower.

Sebagaimana kita ketahui bahwa melalui Deklarasi tersebut

FBE menghimbau kepada hegara-negara anggotanya untuk

mnemberikan perhatian kepada korban kejahatan, antara lain

dengan memberi jaminan yang memungkinkan korban kejahatan

untuk memperocleh ganti kerugian.
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Disamping itu dimasukkannyal ganti kerugian seba-
gai salah satu jenis pidana di daiam konsep KUHP Baru,
dapat dipandang sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan
sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana, vaitu untuk
penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat,

Apabila kita mempelari sejarah hukum, maka dalan
kehidupan masyarakat kita sebenarnya masalsah ganti keru-
gian sehubungan dengan dilakukannya suatu tindak pidana
sudah dikenal. Kita dapat ménjumpai hal ini antara 1lain
di dalam perundang-undangan Majapahit vang disebut dengan
“perundang-undangan Agama”. Dalam perundang-undangan
tersebut, terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian
atau panglicawa atau patukucawa. Hal ini perlu dikemuka-
kan, mengingat bahwa adsa kecenderungan dari pembenﬁuk
undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan
nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli.?o%-

Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak
dan sesuai dengan ide pembaharuan hugum nasional saat ini
ialah kajian terhadap sistem hukum vang hidup di dalam

masyarakat. Dikatakan demikian karens sering dinyatakan,

bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapsat

menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan

~

94. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit., hal.192.
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internasional, namun juga harus bersumber dan tidak
mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum vang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum vang

hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali

dari nilai-nilai hukun adat dan nilai-nilai hukum

agama.55'

Di dalam Konsep KUHP Baru dirumuskan, bahwa pidana
ganti kerugian dapat dikenakan kepada terpidana vang
dijatuhi pidana kewajiban adat tetapi kewajiban adat
tersebut tidak dipenuhi atau 'tidak Jalani oleh terpi-

dana. Hal ini tercantum di dalam Pasal 80 ZKonsep yang

berbunyi sebagai berikut

(1) Hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempaﬁ vang
harus dilakukan oleh terpidana. -

(2) Untuk tindak pidana yang memenuhi pasal 1 ayat (3),
pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau
yang diutamakan.

(3) Kewajiban adat menurut ayat (2) dianggap sebanding
dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan
sebagai pidana pengganti apabilis kewajiban adat
tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpida-

na, pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti

33. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan I1mu Hukum
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (
Semarang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas
Hukum Undip, tanggal 25 Jumi 1994y, hal. 21.
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kerugian.
Di dalam konsep KUHP Baru ganti kerugian yang
diberikan dengan sukarela oleh seseorang vyang telah
melakukan tindak pidana dirumuskén sebagai salah satu
alasan untuk memperingan pidana. Secara lengkap hal-hal
vang memperingan pidana dirumuskan di dalam Pasal 113
Konsep sebagai berikut
Pidana diperingan dalam hal
ke~1 seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya
tindak pidana; \

ke-Z2 seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan
sukarela menverahksan diri kepada_yang berwajib;

ke-3 seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;

ke~4 seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan
suka rela memberi gantikerugian yang layak atan
memperbaiki kerusakkan akibat perbuatannya;

ke-5 seseorang melakukan trindak pidana karena kegoncan-
gan Jjiwa vyang sangat hebsat sebagai akibat yvang
sangat berat dari keadszan pribadi atau keluarganya;

ke-B seseorang yvang melakukan tindak ridana sesuai dengan
ketentuan pasal 39,

Dengan dirumuskannya pembayaran ganti kerugian di

dalam konsep KUHP Baru, maka hal itu dipandang akan dapat

menudahkan bagi hakim untuk Secara cepat memutuskan |

ganti kerugian demi kepentingan korban tindak pidana.58'

o6, Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Da-
tang, 1990, Op.Cit., hal. 27




BAB IIT
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Masalah Ganti Eerugian Terhadap EKorban

Tindak Pidana dalam Hﬁkum Pidana Positif Indonesia.
A. 1. Pengaturan Di dalam Hukum Pidana Materiil.
A. 1. 1 Pengaturan di dalam K?HP.

Hukum pidana materiil; vang digunakan dalam
proses peradilan pidana terutama bertumpu pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RUHP). Apabila kita
menengok pada sejarah pemberlakuannya, maka KUHP vang
sekarang berlaku adalsah terjemahan Wetboek van
Strafrecht voor Nederlands-Indie, vyang merupakan
Keputusan Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15.0ktober
1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
1918. Dasar pemberlakuannya di ‘Indonesia " adalah
Undang-Umndang No. 1 Tahun i948 tentang Peraturan
Hukum Pidans.

Selain itu KUHP tersebut ﬁﬁga merupakan turunan
dari Wetboek van Strafrecht MNegeri Belanda vang

selesai dibuat pada tahun 1886, dengan beberapa

penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah

Jajahan Hindia Relanda.

W. wv. S. Belanda dan Indonesia merupakan buah

hasil dari aliran klassik. Aliran klassik ini berpijak
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pada tiga tiang wyaitu

(a) asas legalitas, vang menyatakan bahwa tiada
pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana
tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa
undang-undang;

(b) asas kesalahan, yang berisi bahwsa orang hanya
dapat dipidana untuk tindak pidana vang
dilakukannya dengsn sengaja atau karena kealpasan;

(c) asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, vyang
berisi bahwa pidana | secara konkrit tidak
dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu
hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan
berat ringannya perbuatan yang dilakukan.l-

Dalam perkembangaﬁ hukam pidana di Indonesia,

pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin

diterapkan dengan suatu cara, sehingga Juga memberikan

sumbangan pada | resoslalisasi dari pelakue tindak
pidana. Pidana tidak lagi semata-mats merupakan suatu
penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi
nilai positif. Dalam  hukum - pidana Indonesia,
perkembangannya nampak antara lain dengan

dimasukkannya Pasal-pasal 14a - 14f ke dalam W.v.S.

1. Sudarto, Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistim
Pidana Indonesia, (Semarang : Fakultas Hukum
Undip, 1972}, hal. 29.
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1815 pada tshun 1926 . (5.1928-251 3jo. 488) besertsa
ordonansi pelaksanaannya (5.1926-487) tentang _pidana

bersyarat ( voorwaardelijike veroordeling). Pidana

bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok

sebagaimana pidana : pokok vyang lain, melainkan
merupsakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana
yvang tidak bersyarat.z'

Hal-hal vang diatur di dalam KUHP dalam
hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan

seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh
{

ganti kerugian dari pelaku tindak pidana adalah

sebagai berikut

Pasal 14a RKUHP

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling
lama satu tahun atauw pidana kurungan,. tidak
termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam
putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa
pidana tidak usah dijalani, kecuali Jjika
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu
delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam
perintah tersebut di atas habis, atau karena
terpidana selams masa percobaan tidak memenuhi
syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam
perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas,
kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan
dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana
denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa
pidana denda atau perampasan yvang mungkin
diperintahkan pula akan sangat memberatkan

terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan

dan pelanggaran : candu hyanya dianggap sebagai

2. Muladi, Lembaga Pidana Bérgyarat, (Bandung : Alumni, 19835),
hal . &3
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perkara mengenal penghasilan negara, jika terhadap
kejahatan dan  ‘pelanggaran itu ditentukan bahwa
dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan
ketentuan Pasal 30 ayat (2).

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah
mengenai pidana pokok juga mengenai pidana
tambahan. :

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali setelah hakim
menyelidikl dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat
diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya
Syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan
delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya
ditetapkan.

(5) Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal

atau keadaan-keadsan yang menjadi aslasan perintah
itu.

Pasal 14b

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran
dalam Pasal-pasal 492, 504,505,508, dan 538 paling
lama tiga tahun dan bagi pelanggaran vyang 1lain
paling lama dua tahun.

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah
menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada
terpidana menurut cara vang ditentukan dalam
undang-undang.

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana
ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali
Jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan
syarat umum bahwa terpidana tidak skan melakukan
delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa
terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek
daripada masa percobaannya, harus mengganti segala
atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik
tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan .pidana penjara lebih
dari tiga bulan atau pidana-kurungan atas salah
satu pelanggaran bersarkan pasal 432, 504, 505,
dan 538, maka boleh ditetapkan syarat-syarat
khusus vyang lain mengenal tingkah laku terpidana
vang harus dipenuhi selama masa percobaan atau
selama sebagian dari massa percobaan. .

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh

mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan
berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP ‘
(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat
dipatuhi, ialah pegawai negeri vyang berwenang

LURT-BUSTAR - Twpip
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menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian adsa
perintah untuk menjalankan putusan.

Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh
mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan
berkedudukan di Indonesia, kepada pemimpin suatu
rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau
kepada pegawal negeri tertentu, supaya memberi
pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam
memenuhi syarat-syarat khusus.

Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan
pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi
memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1),
atau atas permintaan terpidana, hakim memntus
perkara dalam tingkat  pertama, selama masa
percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus
dalam nasa percobaan. Hakim juga boleh
memerintahkan orang lain ‘daripada orang yvang
diperintahkan semula, supaya menmberi bantuan
kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa
percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh
dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk
masa percobaan.

Pasal 14f

(1)

(2)

Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal di atas
maka atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1),
hakim vyang memutus perkara dalam tingkat pertama
dapat memerintahkkan supaya pidananya dijalankan,
atau memerintahkan supaya atas namanya diberi
peringatan pada terpidana, yaitu Jjika terpidana
selams masa percobaan melakukan delik dan
karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, ataun
Jika salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi,
ataupun Jika terpidana sebelum masa percobaan
habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap,
karena melakukan delik sebelum mass percobaan
mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim
harus menentukan juga. cara bagaimana memberi
peringatan itu.

Setelah masa percobaan habis, perintah supaya
pidana dijalankan tidak dapat - diberikan lagi,
terpidana dituntut karena melakukan delik di dalam
masa percobaan . dan penuntutan itu kemudian
berakhir dengan pemidanaan vyang menjadi tetap.
Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah
pemidanaan menjadi _tetap, hakim masih boleh
memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena
melaknkan delik tadi.
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Berdasarkan Pasal 14a KUHP tersebut di atas
maka pidana bersyarat hanya dapat dijatﬁhkan apabila
memenuhi syarat-syarat sehagai berikut |
1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal

lamanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini
pidana bersyarat dapat dijatﬁhkan dalam hubungannya
dengan pidana penjara, dengén syarat hakim tidak
ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tshun. Di
sini penentuannya bugan pada pidana yang diancamkan
pada tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada
pidana vyang akan dijatuhkan oleh hakim pada
terdakwa.

2. Pidana bersyarat dapat dijatﬁhkan sehubungan dengan
pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk
pidana kurungan pengganti denda. Mengenai _pidana
kurungan ini tidak qiadakan pembatasan, sebab
-maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

3. Dalam hal menyangkut pidéna denda, maka pidana
bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa
hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-

betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.
Mengenai syarat vangd ditetapkan dapsat berupa

syarat umum dan syarat khusus, Syarat umum yaitu bahwa

terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama -

dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus
diserahkan kepada pertimbgngan hakim yang menetapkan.

Melalui ketentuan tentang pidana bersyarat
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vyang diatur di dalam Pasal 14c¢ KUHP, ganti kerugian
kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk
dijatuhkan oleh hakim. Berdssakan Pasal 14o KUHP
tersebut, ganti kerugian képada korbdn tindak pidana
hanya mungkin diberikan apabila hakin nenjatuhkan
pildana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian
kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal
ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus.

Ketentuan Pasgal ql4c ayat (1) ERUHP tersebut
dipandﬁng dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan
orang yang menjadi korban tindak pidana. Sebab apabila
hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim_ dapat
menjatuhkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu
tertentu yang lebih pendek da:ipada masa percobaannya
harus mengganti sedala atan sebagian kerugian yang
ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Namun syarat khusus tersebut hanya dapat
dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat.
Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari ketentuan
tersebut. Sebab apabila ternyafa terpidana tidak
dijatuhi pidana bersyarat ataua vang lebih dikenal
dengan pidana percobaan, maka ganti kerugian tidak
dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini karena ganti
kerugian di dalam KUHP bukan ‘merupakan salah satuw
Jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jenis-

Jenis pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP
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adalah
a. pidana pokok
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupaﬂ.
b. pidana tambahan: |
1. pencabutan hak—hak téEtentu;
Z. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangan di masa yang akan datang,
prospeksi pengaturan masalah ganti kerugian terhadap
korban tindak pidana sudah semakin tegas, vaitu dengan
dimasukkannya pembayaran ganti kérugian sebagai salah
satu jenis pidana tambahan. Di dalam Pasal 80 ayat (1)
Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa
(1) Pidana tambahan adalah

ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
ke-2 perampasan barang—barang'fertentu;
ke-3 pengumuman putusan hakim;
ke-4 pembayaran ganti kerugian;
ke-5 pemenuhan kewajiban adat.
Selanjutnya di dalanm Pasal 88 Konsep KUHP Baru

tentang pembayaran ganti kerugian dinyatakan sebagai

berikut:
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(1) hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian
vang harus dibayar oleh terpidana kepada korban
atau ahli waris korban.

(2) Apabiia pembayaran ganti keruigian tidak
dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku
ketentuan tentang pidana pehgganti untuk denda.

Pengaturan tentang pembayaran ganti kerugian
terhadap korban di dalam Konsep KUHP Baru, herarti ads

Jaminan perlindungan hukﬁh bagi korban tindak pidana

rada masa yang akan datangi Hal ini sesuai dengan

salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia

sebagaimana diamanatkan di dalan Pembukaan UUD 1945

alinea IV yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia". Disamping itu

Juga merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat GBHN

di bidang hukum. Dalanm ruang lingkup yang lebih luas,

sebagal bagian dari masyarakat internasional maka

pengatufan pembayarah ganti kerugian di dalam Konsep

KUHP Baru adalah Sejalaﬁ dengan seruan PBB, utamanya

mengenal masalah perhatian terﬁadap korban tindak

pidana, sebagaimana.tercantum di dalam Declaration of

Basic Principles of Justice for Vietims of Crime and

Abuse of quer.

Sedangkan pasél 14d KUﬁP mengatur tentang
pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supays

syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang
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menyuruh menjalankan putusan, Jjika kemudian ada
perintah untuk menjalankan putusan.

Apabila kita meninjau pada ketentuan vang
diatur di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang
KUHAP, maka ketentuan Pasal 14d KUHP berkaitan erat
dengan ketentuan Pasal 277 KUHAP vang menyatakan
sebagai berikut

]l .

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi
tugas khusus untuk membantu ketus dalam melakukan
pengawasan dan pengamatan terhadap putusan
pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan. :

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) vyang
disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh
ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Selanjutnya juga berkaitan dengan ketentuan di dalanm

Pasal 280 KUHAP yang menyatakan bahwa:

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan
guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan
dilaksanakan sebagaimans mestinya.

(2) Hakim pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan
untuk bahan penelitian demi ketepatan yang
bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari
perilaku narapidana atan pembinasan lembaga
pPemasyarakatan serta pengaruh timbal balik
terhadap narapidana selama merjalani pidananvya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalan ayvat (2)
tetap dilaksanakan setelah Lterpidana selesai
nenjalani pidananya. ,

(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan
bersyarat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 277 dan Pasal 280
KUHAP tersebut maka petggas.yamg mengawasi putusan

pidana bersyarat adalah EKetus Pengadilan Negeri
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dibantu oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk
olehnya.

Sedangkan yang melaksanakan putusan pengadilan
termasuk putusan ‘tentang pidana bersyarat dengan
syarat khusus berupa ganti kerugian terhadap korban
adalah jaksa. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal
270 KUHAP, yang 5erbuﬁyi: "Pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap-
dilakukan oleh jakéa, vang untuk itu panitera
mnengirimkan salinaﬁ surat putusan kepadan&a”.

Orang yang dijatuhi pidana dengan bersyarat
cendérung akan mematuhi dan mélakéanakannya. Hal ini
disebabkan terpidana merasa. takut kalaun sampai masuk
menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan,
Namun demikian bagi orang vang tidak mampu secara
ekonomi atay yang sudah sering keluar masuk penjara
seringkali mengaﬁaikan untuk memenuhi syarat khusus,

vang berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban.

A. 1. 2. Pengaturan di luar KUHP .

Adanvya Eanti kerugian sebenarnya - dapat
dipandang sebagai suatu upaya untuk mengembalikan atanp
memulihkan keadaan Seperti sebelum terjadinya tindak
pidana., Selain itu Juga merupakan salah satu bentuk
‘perlindungan korban. Bertolak dari Fandangan tersebut,

maka ada beberapa ketentuan di luar EKUHP yang dapat
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dipandang sebagai perlindungan bagili korban, tetapl
dalam hal ini korban yang tidak bersifat individual.
Dalam hal ini vang dilindungi adalah negara sebagai
korban.

Pengaturan di luar KUHP antara lain di dalam
Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat di dalam Pasal
34c. Berdasarkan ketentuan Pasal 34c UU No.3 Tahun
1971 tersebut, maka dalam mengadili terpidana korupsi,
hakim dapat menjatuhkan sebagai pidana tambahan berupa
"pembayaran uang pengganti yang Jjumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
korupsi".

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa
istilah yang digunakan bukan ganti kerugian, tetapi
uang pengganti yang merupakan jenis pildana terséndiri
selain dari yang diatur di dalam KUHP.

Selain itwu, “pengaturan vang memberikan
perlindungan negara sebagal korban dari tindak pidana
nampak di dalam Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955
Tentang Pengusutan, Penuntutaﬁ dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi, khususnya ketentuan yvang terdapat di
dalam Pasal 8.

Pasal 8 No.7 Drt. Tahun 1955 memberi kekuasaan '
kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib

bilamana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi. Jenis-
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jenis tindakan tata tertib adalah:

2. penempatan perusahaan si terhukum, dimana dilakukan
suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan
untuk waktu selama-lamanya .tiga tahun dalam hal
tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan
dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelang-
garan, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

b. mewajibkan pembayaran uang Jaminan sebanyak-
banyaknya seratus ribu rupiah dan wuntuk waktu
selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana
ekonomi adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu
adalah sebanyak-banyaknya limapuluh ribu rupiah
untuk waktu selama-lamanya. dua tahun;

¢. mewajibkan mambayar sejumlah uang sebagai
pencabutan keuntungan menurnt taksiran vang
diperoleh dari suatu tindak pidana atan tindak
pidana-tindak pidana semacamn itu, dalam hal cukup
bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh
si terhukum;

d. mewajibkan mengerjakan apa vang dilalaikan tanpa
hak, meniadakan apa yvang dilakukan tanpa hak, dan
melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat
satu sama lain, semua atas biaya si terhukum
sekedar hakim tidak menentukan lain.

Ketentuan-~ketentuan vang diatur di dalam kedua
Undang-Undang tersebut di atas %idak ditujukan wuntuk
memberikan Jaminan perlindungan kepada korban

individual tetapi ﬁegara sebagai korban.

A 2. Pengaturan Di dalam Hukum Pidana Formil.

Hokum pidana Iformil atau ‘Hukum Acara Pidana
dalam proses peradil{n pidana di Indonesia terutama
bertumpu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1881 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebagai hukum acara pidana, makﬁ di dalam KUHAP berisi
aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak
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lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan
bahwa hukum pidana dilanggar.

" Kepentingan vyang dilindungi di dalam KUHAP
tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat
terdakwa saja, tetapi Juga mémberikan perlindungan
kepada  kepentingan  orang lain, dalam hal  ini
kepentingan orang vang telah menderita kerugian vyang
diakibatkan oleh suatn tindak pidana (korban) vyang
dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal . ini
korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang
untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak
pidana secara mudah dan cepat, dengan dimungkinkannya
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada

pemeriksaan perkara pidananya.

Di dalam KUHAP pengaturan tentang penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian pada perkarsa pidananya
terdapat di dalam Pasal a8 sambai dengan Pasal 101,

yang menentukan sebagai berikut

Pasal 98 KUHAP

(1) Jika suatao perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di
dalam suatu pemeriksasan rerkara pidana oleh
pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang
lain, maka hakim ketua ‘sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan
perkara gugatan ganti kerugian kepadas perkara
pidana itu. .

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam avyat (1>
hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelunm
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam
hal penuntut umunm tidak hadir, permintaan diajukan

selambat-lambatnys sebelunm hakim menjatuhkan
putusan.
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Pasal 99 :

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan
rerkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri
menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili
gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan
dan tentang hukuman penggantian biaya vang telah
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan
tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat
tentang penetapan hukuman penggantian biaya vang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinva
mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya
juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara
perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu
dengan . sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan
tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak
dilakukan banding, maka permintasn banding

mengenai putusan ganti kerugian tidak
diperkenankan.
Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acars perdata berlaku bagi
gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang undang
ini tidak diatur 1ain.

Pengaturan masalah.penggabungan gugatan ganti
kerugian dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP

merupakan hal baru dalan perjalanan peradilan di

Indonesia. Sebelun berlakunya KUHAP, masalah gugatan

ganti kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara

mutlak menjadilwewenang peradilah perdata.

Dengan adanya‘ketentuan_ﬁersebut pada Pasal 98‘
avyat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan
Jaminan hukuom untuk mengajﬁkan gﬁgatan ganti kerungian

kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara
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pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya
permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat
dijadikan sebagai dasar h&kum untuk menetapkan
dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidana vang sedang
diperiksanya.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan
ganti kerugian dengan perkara pidana gekaligus ini,
adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung
di dalam KUHAFP,

Sedangkan maksud dari pengaturan tentang
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada
perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat
(1) adalah supaya pergara gﬁgatén tersebut pada' suatu
ketika vyang sana diperiksa gerta diputus sekaligus
dengan perkara pidana vang bersangkutan. Sehubungan
dengan hal ini, menurut M.Yahya Harahap tujuan ‘vang
paling utama dalanm penggabungan gugatan ganti kerugian
antara lain adalah
- untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan

pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri,

sehingga dapat dibapai makna vang terkandung dalam -

agsas' peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan;
- untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan

mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur
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dan proées gugatan perdata biass, =erta tidak
diharuskan 1lebih dahuln menunggu putusan perkara
pidananya, baru nanti orang vang  dirugikan
mengajukan gugataﬁ gantl kerugian berdasar gugatan
perkara perdata biasa. Dengan demikian pengéabungan
gugaﬁan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang
dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk
secepat mungkin mendapat pembayaran ganti
kerugian.3'

Dari ketentuan tentang penggabungan gugatan
ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistemn
peradilan pidana di Indonesia memberi reaksi vang
berbeda antara dua akibat yang dihasilkan oleh suatu
tindak pidana. AkibaT_yang pertama ialah dilanggarnya
hukum dan terganggunya ketertiban vang ingin
ditegakkan oleh negara. Reaksi éistem peradilan pidana
di sini jelas yaitu menuntut pelakunyva. Akibat vang
kedua ialah, Jjatuhnya korban dari tindak pridana
tersebut. Reaksi sistenm peradilan pidana di sini ialah
memberi kesempatan kepada korﬁén untuk mengajukan
gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam tahapan
rersidangan di pengadilan-

Kedua reaksi tersebut di atas tidak sajé

3. M. Yahya Harahap, Pembabasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,

(Jakarta : Pustaka Kartini, 1988), hal. &04.
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berbeda, tetapi juga tidak berkaltan antara yang satu
dengan lainnya, terutama pihak penyidik dan penuntut
umum. |

Akan ada atau tidaknya gugatan ganti kerugian
dari korban terhadap terdakwa,tidak akan mempengaruhi
proges penyidikan = yang dilakukan oleh pihak
kepolisian, juga tidak akan mempengaruhi proses
penuntutan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan.
Aparat birokrasi peradilan pidana akan tetap
memprioritaskan perkara pidananya gesuai pandangan dan
pendirian masing-masing dalam menangani suatu kasus.
Sedangkan pihak korban amat bergantung dari hasil
kerja kedua instansi penegak hukum tersebut.

Korban berkepegkingan agar kepolisian éebagai
penyidik berhasil mengungkap kasusnya, karena hanyva
dengan keberhasilan dalam pen&idikan kasus itu akan
sampal pada tahap penuntutan. Sedangkan kesempatan
bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian,
ada pada tahapan penuntutan. Dengan demikian di sini
terlihat bahwa kepolisian menduduki posisi vang

menentukan dalam rangkaian proses pidana selanjutnya.

Pada tahapan penuntutan korban jugsa sangat

berkepentingan akan keberhasilan pihak penuntut umum
membuktikan dakwaannya, balk yang menyangkut perbuatan
maupun kesalahan terdakwa, karens hanya dengan

demikianlah, Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.
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Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka
kesempatan yang diberikan kepada korban tindak pidana
untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugiannya, amat
bergantung pada kepentingan &ang diprioritaskan dan
kemampuan dari pihak penyidik serta pihak penuntut
umum dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Ada kemungkinan bahwa kepentingan vang
diprioritaskan oleh pihak penyidik dan penuntut umum
dalam menangani suatu kasus pidana tidak sesuai atau
sejalan dengan kepentingan korban untuk memperoleh
Banti kerugian dari térdakwa. Misalnya pihak penyidik
dan penuntut umum dengan sengaja menghentikan
penyidikan atau penuntutan suatu perkara.

Seperti diketéhui)‘pihak penyidik dan pénuntut
umum dalam menangani sunatn perkara pidana tidak hanysa
mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan
korban hanyalah salah satu saja dari sekian banyak
kepentinéan vang dipertimbangkan.

Secara teoritis semus peraturan seharusnya
ditegakkan dengan tanpa membeda-bedakan . Tetapi

penyidik, dalam hal ini kepolisian mempunyai

kewenangan untuk melakukan diskresi untuk menentukan -

tindak pidana mana yang diprioritaskan.
Apabila kita telaah, tugas kepolisian tidak
hanya mengadakan penyidikan atas kejahatan dan

pelanggaran hukum, tetapi juga bertugas di bidang lain
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vang menyangkut keamanﬁn dan ketertiban masyarakat

(kamtibmas). Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat

(1) UU No.13 Tahun 1981 Ten%aﬁg_ Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kepolisian Negara, vaitu

a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-
penyvakit masvarakat;

¢c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan
dari dalam;

d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat,
termasuk memberi perlindunganxdan rertolongan;

e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat
terhadap peraturan-peraturan negara.

Sehubungan dengaﬁ\ tugas kepolisian. vang
melipsti bidang hukum dan bidang ketertiban tersebut,
S5atjipto Rahardjo pernah ménjelaskan, bahwa hukum
tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai
ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan ‘dari
ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan ketertiban
keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan

vang masing-masing berbeda. Hukum di sini merupakan

lambang dari kepastian vang didasarkan pada peraturan, .

sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraunkan apakah
hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam suasana
hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi

Jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum vang
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dikesampingkan . dan. dengan demikian merupakan
mengabaikan tuntutan’ kepastian hukum. Misalnya,
Seorang polisi tidak akan melaksanakan swatu ketentuan
hukum, oleh karena pelaksanaanysa justru akan
menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Dilema yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian,
vyaltu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan
ketertiban. Di sinilah , yaitu pada saat-saat polisi
harus menentukan pilihan vyang demikian itu, kits
berhadapan dengan masalah diskresi vang dilakukan oleh
badan tersebut.

Pemberian diskresi kepada polisi pada
hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara vang
didasarkan pada hukum. Disﬁrési ini menghilangkan
kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi,
suatu tatanan daiam masyarakat yang sama sekali
dilandaskan pada hukum Juga merupakan suatu ideal yvang
tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa
semua hal dan tindakan disatur cleh peraturan vang
Jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat
dicapai. Hukum hanya dapat menuntun kehidupan bersama
Secara umum, sebab begitu ia mquatur Secara sangat
terperinei, dengan memberikan skegario langkah-langkaf
secara lengkap, maka pada waktu ity pula kehidupan
akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi

merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh
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hukum itu sendiri.?-

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa
ada kemungkinan demi pertimbangan ketertiban
masyarakat suatu kasus tidak diteruskan ke tingkat
penuntutan. Hal semacam ini tidak selamanya merugikan
pihak korban,'yaitu apabila kepentingan korban ikut
dipertimbangkan, seperti adanya perdamaian antara
pelaku dan korban. Akan tetapi dapat terjadi Jjuga
tidak, diteruskannya suatu kasus ke tingkat penuntutan

tanpa memperhatikan kepentingan korban.

Faktor lain_ vang memungkinkan kepentingan
korban terlepas dari perhatian polisi dalanm menyidik
suatu kasus, ialah kemampuan dan keéigapan dari pihak
kepolisian itu sendiri. ' \

Pada tahap penuntutan harapan korban untuk

mempercleh ganti-kerugian juga sangat bergantung pada

dituntutnya suatu perkara dan terbuktinya dakwaan
penuntut wumum. Hal ini berarti bahwa harapan korban
bergantung pada kepentingan vang .diprioritaskan oleh
penuntut umum di dalam menentukan apakah akan
mengajukan suatu perkara atau tidak, dan bergantung
pula pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan
bukti-bukti untuk membuktikan dakwaannya. Kepentingan

| 4. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan So—
siologis, (Bandung: Sinar Baru, tampa tabun), hal. 111.
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vang diprioritaskan dalam menéajukan suatu perkara
vang dimaksud, bukan saja pada ﬁingkat penuntutan di
Pengadilan Negeri, tetapi Juga dalam pengajuan
banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2)
KUHAP, bahwa "apabila terhadap suatu perkara pidana
tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan
mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan'.
RKetentuan tersebut memperlihatkan bahwa korban
tindak pidana tidak mempunyai jalur langsung untuk
mengajukan banding apabila korban merasa tidak puas
dengan putusan ganti kerugian yang dijatuhkan, karena
vang berhak mengajukan bandiug hanyalah terdakwa dan
penuntut umum. Apabila korban berkeinginan untuk
mengajukan banding, jalurnya hanya melal&ﬁ pehuntut
umum yang belum tentu disetujui oleh penuntut umum.
Seorang korban yang mengajukan gugatan ganti
kerugian dalam suatu‘ proses pidana, sudah pasti
menunggu dengan penuh harapan dan sekaligus dengan
kecemasan agar dakwaan penuntut umum terbukti. Sebab
hanya dengan terbuktinya dakwaan kemungkinan untuk
memperoleh ganti kerugiaﬁ akan terbuka. Akan tetapi
dalam hal ini korbap tidak dapat berbuat apa-apa,
sebab‘ korban tidak berhak untuk‘meminta agar perkara
segera diperiksa seperti halnya hak dari terdakwa.
Keterlibatan keorban yang mengajukan gugatan

ganti kerugian dalan proses peradilan pidana, terbatas
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pada mengemukakan dasar gugatan dan perhitungan
kerugiannya, seperti diatur di dalam Pasal 89 ayat (1)
KUHAP yaitu bahwa

apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan
perkara gugatannya pada perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka
pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya
untuk mengadili® gugatan tersebut, tentang
kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman
pendgantian biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak yang dirugikan tersebut".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat
diajukan oleh korban atay dengan perkataan lain vang
akan diperhatikan oleh pengadilan hanya terbatas pada
pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, dasar
Bugatan dan perhitungan kerugian korban. Keterlibatan
korban sebagai orang yvang mengajukan gugatan ' ganti
kerugian tidak berkaitan dengan upaya pembuktian
dakwaan. Apabila korban ingin mengemukakan hal-hal
yang berkaitan dengan upaya  pembuktian dakwaan
haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagal saksi.
Hamun . seperti kita ketahui kedudukan korhan sebagai
saksi di pengadilan adalah pasif, ia hanya datang
apabila dipanggil dan terbatas hanya dapat
mengemukakan apa vang ia 1lihat, ia dengar, dan isa
alami sendiri. .

Keterlibatan yang demikian ini tidak memberi

kemungkinan kepada korban untuk mengajukan bantahan

atau bukti lawan secara aktif, dan sebagai saksi ia
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tidak boleh memberi kesimpulan pendapat. Padahal tidak
mustahil bahwa bantahan atau mungkin dalam bentuk
rangkuman pendapat korban mengenai sesuatu hal dalanm
persidangan, dapat memperkuat dakwaan penuntut umum.

Di sini dapat dilihat, bahwa kemungkinan bagi
korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku,
tidak cukup hanya dengan tersedianya kesempatan untuk
mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana.
Selain dari kesempatan yang tersedia_tersebdt, kiranya
perlu adanya suatu j#minan, bahwa dakwaan terhadap
terdakwa akan terbukti Sebagai syarat untuk
menjatuhkan putusan pémidanaan. termasuk .penjatuhan
pemberian ganti kerugian.‘ 0leh karena itu perlu
dipikirkan agar korban diberi kesempatan untuk ' turut
berperan dalam bembuktian dakﬁaan vang berupa hak
untuk mengajukan lbantahan atau bukti lawan secara
aktif dan hak untuk memberi kesimpulan pendapat.

Namun demikian dengan kondisi pengaturan
seperti sekarang hak korban untqk memperoleh ganti
kerugian dari pelaku, tidak saja dimungkinkan oleh
undang-~undang, tetapi juga merupakan sesuatu yang
layak. |

Selain pengaturan masalah ganti kerugian'karena
suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di .dalan
suatu pemeriksaan perkar; pidana oleh pengadilan

negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di
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dalam hukum pidana formil juga Eikenal adanya ganti

kerugian karena tindakan dari penegalk hukum yang tidak

sesual dengan ketentuan Undang-undang, atau karena
keliru mengenai orangnya ataun hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian yang .pertama diberikan oleh
pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan ganti
kerugian vyang kedua diberikan oleh negara kepada
tersangka atau terdakwa atan terpidana atau ahli
warisnya.

Pengaturan masalah ganti kerugian yang
diberikan oleh negara antara lain terdapat di dalam
Fasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekdasaan Kehakiman, vang menyatakan
bahwa: |
(1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan vang berdasarkan Undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti
kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan rerbuatan
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat
dipidana.

(3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian,
rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur

lebih lanjut dengan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut tentang ganti kerugian
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sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun
1970 tersebut di atas, terdapat di dalam UU No. B
Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana (RUHAP )},
khsusnya di dalam Pasal-pasal 77, 95, 97 KUHAP, vang

menyatakan sebagai berikut:

Pasgal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan

memutus, sesuail ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini tentang:

a. sah ataun tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang
vang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 .

(1) Tersangka, terdakwa atan terpidana berhak menuntut
ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut
dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa
alasan yang berdasarkan nndang~undang atau karens
kekeliruan mengenai crangnya atawn  hukum vang
diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau =ahli
warisnya atas penangklapan atan penahanan serta

tindalkan lain tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orang atau huku vang diterapkan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) vang perkaranya tidsk
diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang
praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Passal 77,

> Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan olzsh tersangka, terdakwa,
terpidana ataw ahli warisnya kepada pengadilan
vang berwenang menngadili rerkara vang
bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti

W

(

kerugian tersebut pada avat (1) ketua pengadilan

sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah
mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana

tersebut pada ayat (4) mengikuti acara
praperadilan.

Pasal 97
(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila
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oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas
dari segala tuntutan hukun vang putusannya telah
mempunyal kekuatan hukum tetap. '

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan
sekaligus dalam putusan prengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas
penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai
orang atauv hukum yang diterapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya
tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh
hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pengaturan secara terperinci tentang ganti
kerugian kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili ataur
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan vang berdasakan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan, terdapat di dalam Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP, Lkhususnya Pasal 7 sampail dengan Passal 11 vang

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang
waktu 3 (tiga) bulan sejak .putusan pengadilan
mempunyail kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut
diajukan terhadap perkars-perkars vyang dihentikan
pada tingkat penyidikan ataun tingkat penuntutan
sebagaimana diamksud dalan rasal 77 huruf b KUHAP,
maka Jangka waktu 3 (tiga ) bulan dihitung dari -
saat pemberitahuan Penetapan praperadilan

Pasal 8

{1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar
pertimbangan hakim. '

(2> Dalam hal +tuntutan ganti keruigian tersebut
diajukan terhjadap perkara yang dihentikan pada
tingkat penyidikan ataui tingksat penuntutan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP,
maka Jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari
saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 9

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP
adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah
Rp. 8000,~ (lima riburupiah) dan setinggi-
tingginya Rp.1000.000, - (satu juta rupiah).

(2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain
sebagaimana dimaksud Pasal 95 XUHAP mengakibatkan
vang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya
ganti kerugian berjunlah setinggi~tingginya
Rp.3000.000,- (tiga juta rupish).

Pagal 10 ‘

(1) Petikan penetapan mengenal ganti  kerugian
sebagimana dimaksud Pasal 8 diberikan kepada
pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
penetapan diucapkan.

(2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimansa
dimaksud dalam avat (1) diberikan kepada penuntut
umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran
dalam hal ini Rantor Perbendsharaan Negara

setempat.

Pasal 11

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakuokan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan penetapan Pengadilan

sebagaimna dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur 1lebih
lanjut oleh Menteri RKeuangan.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan
vang diatur di dalam Hukum pidang formil tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa ads 2 (dua) macam ganti

kerugian. Yang pertama ganti kerugian yvang diberikan

oleh pelaku tindak pidabna kepada korban, dan yvang .

keduna ganti kerugian vang diberikan oleh negara kepada
tersangka, terdakwa dan terpidana atau ahli warisnya.

Di  beberapa negara masalah kompensasi dan

restitusi telah dirumuskan dalan perundang-undangan
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t#rsendiri. Misalnya di Inggris dalam British Comand
Pﬁpers of 1861 and 1964, di Selandia Baru dalam
New Zealand Injuries Compensation Act of | 1983,
dan di Australia dengan Criminal Injuries Compensation
Act 1867

Pemberian tentang kompensasi bagi korban tindak
pidana tidak terlepas dari sistem hukum negara vang
bersangkutan. Di negara dengan sistem Anglo Saxon,
seperti Amerika Serikat ganti kerugian dapat diperocleh
melalui peradilan pidana. Melalui peradilan pidana =i
pelaku diperintahkan untuk membayar ganti kerugian
kepada korban, baik terhadap .penderitaan jasmani
maupun terhadap kerusskan barang vang dimiliki.

Berbeda dengan sistem Anglo Saxon, pada ‘sistem
Continental seperti Jerman, Belgia,dan Perancis, ganti
kerugian dapat diperoleh melaini proses pildana dan
perdata.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab
terdahulu, bahwa pembayaran ganti. kerugian terhadap
korban tindak pidana, terdapat perbhedaan antara

kompensasi dan restitusi. Menurut: Stephen Schafer,

sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, kompensasi

adalah pembayaran oleh negara kepada korban yang telah
mengalami penderitaan. Sedangkan restitusi adalah

pembayaran vang dilakukan olsh pelaku kepada korban
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berdasarkan putusan rengadilan pidana.5'

Dengan adanya perbedaan di antara kedua hal
tersebut, maka kompensasi hanva dapat dimintakan
kepada negara, sedangkan restitusi dimintakan kepada
si pelaku.

Mengacu pada pendapat _déri Stephen Schafer
tersebut di atas, maka ganti kerugian yang diberikan
pada prosedur praperadilan vang diatur dalam Pasal 85,
97, 77 KUHAP dan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 PP No.27 Tahun
1983 termasuk kompensasi. Sedangkan ganti kerugian
vang diatur di dalam Pasal 88 s/d 101 RUHAP termasuk
restitusi.

Persyaratan peﬁberian kompensasi dan restitusi
sebagal perbandingan dapat.dikemukakan vang berlaku di
Inggris. Di Inggris pemberian kompensasi harus
memenuhi beberapa Persyaratan vaitu:

(1) kerugian di baﬁah Jumlah maksimal tertentu tidaki
dipertimbangkan;

(2) kompensasi berlakn pada batas maksimum;

(3) kompensasi ditolak Jika korbé% menerima sejumlah
pembayaran dari lembagsa 1ain;

(4) tidak dikenal pPewarisan hak untuk menanggung

kompensasi.,

Made Darma Weda, "Ganti Kerugian Bagi Para Korban Kejahatan",
(Suara Pembaruan, 30 Nopember 19953, hal. 2
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Rerbeda dengan kompensasi, rermintaan
restitusi mempunyai beberaps persyaratan, vyaitu
(1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
(2) pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana;
(3) kofban mempunyai cukup waktu dan uang untuk
méndapatkan pengﬁcara yvang abkan mengajukan lklaim
di pengadilan;
(4> pelaku kejahataq mempunyal penghasilan yvang cukup

atau penghasilan tetap untuk memberi restitusi.e'

B. Praktek Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban
Tindak Pidana.

Pembahasan tentang praktek pemberian ganti
kerugian terhadap korban tindak pidana dalam proses
peradilan pidana lebih difokuskan pada pemberian ganti
kerugian terhadap korban tindak pidana yang bersifat
individual yang diberikan oleh pihak terpidana. Baik
vang melalui ridana bersyarat maupun melalui

penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara

pidananya.

-~ 6. Made Darma Weda, 1995, loc.cit.
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B 1. Pada Tahap Penyvidikan.
Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang
memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani
masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan
dilihat dari keranghka sistem peradilan pidana, harapan
korban untuk diperhatikan . segi kerugian yang
diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah
pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak
penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalanm
menyelesaikan kasusnya. Hérapan dari korban akan sia-
sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap
kasus tindak pidana yang menimpanya, atau penyvidik
menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu
wewenang yang dimilikinya.
Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik
berdasarkan hasil wawancara deﬁgan pihak Poltabes
Semarang berkaitan dengan masalah ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Dalam masalah ganti kerugian';erhadap pihak korban
tindak ﬁidana, sesuai dengan kewenangan vang
dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses
sekaligus menjadi bagian dalanm penyidikan, sebab
hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di
luar wewenang penyidiki

2. Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada

perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses
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penyidikan, kalau ternyata memang adsa kerugian,
biasanya pihak korban akan memberikan keterangan
tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini
kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya.
Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar
pelaku memberi ganti kerugian kepada korban,
sepanjang si pelaku dipandang mampu. Dalam hal
seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian
antara pelaku dan korban. Namun vang mengadakan
perdamaian bukan pihak kepolisian atan penyidik,
akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas
kehendak pelaku dan korban. Dalam hal ferjadi
demikian, maka pihsk penyldik memperbolehkan dan
biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya- tidak
meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat
seperti pelanggaran terhadap pasal 359 dan Pasal
360 EKUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk
melindungi masing-masing pihak tersebut, maks
biasanya_ di antara mereka megbuat semacam surat
perjanjian atau pernyataan yéng 'ditanda tangani
oleh kedus belah pihak . Isi dari surat pernyataan
tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak
korban tidak akan menuntut kembali dan si pelaku
akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan
tugas di lapangan poliéi merasa harus fleksibel,

artinya tidak terlalu terpaku pada ketentuan
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ﬁndang—undang vang ada, karena jika terlalu terpaku
pada aturan perundang-undangan seringkali Jjustru
menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian
terhadap korban juga tetap diutamakan, ocleh karens
Justru korbanlah yang mengetahui ‘kasusnya sehingga
sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak
pidana.T'

Tindakan polisi sebagaimana tersebut di atas
dapat dipahami apabils dihubungkan dengan pendapat
Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa polisi sering
dilihat sebagai éeorang vang sehari-harinya
menafsirkan hukum (pidana) dimana déngan cara demikian
itu menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan sosial
vang diinginkan sehingga kemungkinan terjadinya
konflik antara hukum dan ketertiban bisa diatasi.
Sebab hukum tidak hanya 'merupakan sarana untuk
mencapai ketertibah, melainkan ia bisa merupakan lawan
dari ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan
ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena
tuntutan yang masingnmasing be:égda. Hukum di sini
merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada
peraturan, sedangkan .ketertiban tidak perlua

menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah

7. Kapten Pol. Hendrawan, Poltabes Semarang, Wawancara pribadi,

(Semarang, 5 Pebruari, 1994),
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belum:~ Dalam suasana hukun darurat ketertiban bisa
dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itn banyak
peraturan hukum vyang dikesampingkan dan dengan
demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian
hukum. Misalnya, Seorang polisi tidak akan melaksanakan
suatu ketentuan hukum, oleh karena éelaksanaamya
juétru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam

masyarakat.s'

B 2. Pada Tahap Penuntutan.

| Selain bergantung pada keberhasilan dari pPihak
penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban
selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut
umum dalam upayanyaluntuk memperoleh ganti kerﬁgian
dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban
pada tahépan ini, vaitu jika penuntut umun melakukan
penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan
dakwaannya bahwa terdakwa bersalah.

Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh
penuntut umum untuk melakukaﬁ‘ tuntutan pidana
bersyarﬁt dengan syarat khusus terdakwa harus
mengganti segala  atau sebagian kerugian vang

ditimbulkan oleh tindak pidans vang dilakukan.

8. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan So—

siologis, tanpa tahum, Op.cit., hal.os.
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Dari hasil wawancara diperoleh informasi hal-
hal sebagai berikut:9-
1. Tuntutan pidansa bersyarat dilakukgn apabila
Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa lebih baik
dituntut pidansa bersyarat. Mengenai syarat khususg
vang dituntutkan kepada terdﬁkwa dapat berupa
a. Pembayaran/penggantién ongkos perawatan/
perbaikan kerusakan berdasarkan Pasal 14c¢ ayat
(1> KUHP jo. Pasal 98 dan 99 KUHAP;

b. Tingkah 1laku terpidana .yang harus dipenuhi
selama masa percobaan (Pasal l4c ayat Z KUHP).

Z. Pertimbangan utama dilakukaﬁnya tuntutan pidana
bersyarat adalah guna memenuhi rasa keadilan, baik
dipandang dari pihak korban ataupun pihak terdakwa.‘
Bagi Pihak korban tuntutan pidana bersyarat
seringkali dipertimbangkan vyaitu dengan Jjalan
menuntut syarat khusus. Contoh yvang diberikan
adalah sebagai berikut: terdakwa dituntut pidana
penjara B8 bulan dengan masa: percobaan 1 tahun
karena melanggar Pasal 360 ayat (2) EKUHP dengan
syarat

a. Selama 1 tahun tidak boleh melakukan tindak

?. Endang Ernawan, Kejaksaan Negeri Semarang, Wawarcara Pribadi,
(Semarang, 20 April, 1995).
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pidansg;

b. Dalam tenggang waktu 8 bulan sejak putusan
mehpunyai kekuatan hukum tetap, membayar ganti
kerugian sebesar Rp.3.000.000, - vaitu biaya
pengobatan dan perbaikan kendaraan yang telah

dikeluarkan korban.

3. Prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana

kepada korban étau orang vyang dirugikan yaitu
dengan jalan memanggil kedusa belah pihak, baik
terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan
seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa ia
diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam
tenggang waktn yang'ditetapkan hakim. Apabila tidak

dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan minta kepada

Hakim supaya pidana vang telah dijatuhkan dijalani,

sesuai dengan ketentuan Pasal 14f ayat (1) KUHP.
Kesulitan-kesulitan vang dihadapi oleh pihak
Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan
tentang pidansza bersyarat yang berupa syarat khusus
pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain
adalah:

a. Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih

menjalani pidananya;

b. Terpidana' sering melupakan kewajibannya kalau.

tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor;

c. Melibatkan adanya ﬁeran aktif oleh pihak

eksekutor.
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5. Biasanya apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat
selalu dipatuhi oleh pihak terpidana. Apabila tidak
dipatuhi, maka tindakan vang dilakukan oleh pihak
Kejaksaan adalah dipergunak;nnya Pasal 14f KUHP,
sehingga terpidana menjalani ridananya di dalam
Lembaga Pemasyarakatan.

6. Selama ini belum pernah terjadi adanya Permintaan
dari pihak korban vang disampaikan kepada pihak
penuntut umum tentang maksudnya untuk memints ganti
kerugian kepads pelaku tindak pidana. Tetapi atas
pertimbangan dari pihak penuntut umum sendiri,
penuntut umum dapat melakukan tuntutan pidana
bersyarat dengan syarat khusus pengenaan ganti
kerugian. Namun dalam praktek penututan "pidana
bersyarat dengan syarat khusus berupa pembayaran
ganti kerugian adalah kasuistis.

Kiranya melalui tuntutan pidana bersyaratlah
pihak- Penuntut Umum. dapat mengupayakan adanya ganti
kerugian terhadap korban tindak Qidana dalam proses
pidana. Sedangkan upaya melalui penggabungan gugatan

ganti kerugian kepadsa pemeriksaan perkara pidananya

tergantung dari adanya permohonan dari pihak korban. .

Namun ada dan tidéknya‘permohonan penggabungan gugatan
ganti kerugian dari pihak korban tidak akan
mempengaruhi tindakan Penﬁntﬁt Umum untuk melakukan

tuntutan pidana di pengadilan.
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B. 3. Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.
B. 3. 1. Pemberisan ganti kerugian melslui pidana
bersyarat.

RKetentuan di dalam XKUHP yang memungkinkan
korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian
dalam proses peradiian pidana atas kerugian yang
dideritanya, adalah melalui rpenjatuhan pidana
bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f
KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang
dimugkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap
korban, terdapat di dalam Pasal l4c ayat (1) KUHP vang
menyatakan bahwa "dengan perintah vang dimaksud Pasal
l4a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain
menetapkan syarat umum bahwa terpidana +tidak akan
melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus
bahwa teréidana dalam waktuy tertentu, yang lebih
pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala
atau sebagian kerugian vang ditimbulkan oleh delik
tadi”.

Hal—hal vang dapat diungkapkan sehubungan

dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak

pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat adalah

sebagai berikut
1. Kesempatan pihak korban tindak pidana untuk

memperoleh ganti kerugian melalui penjatuhan pidana
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bersyarat sangat tergantung pada penuntut umum dan
rada hakim yané memeriksa dan mengadili perkars
pidananya. Dalam hal ini korban sama sekali tidak
mempunyai peranan aktif selain hanya sebagai saksi
untuk kepentingan pembuktian.

Hakim dalam mempertimbangkan untuk menetapkan
syarat khusus ialah mana vang lebih menguntungkan
atau lebih baik diterapkan kepada terpidana.
Sedangkan maksud dan tujuan dari penerapan syarat
khusus tersebut adalah untuklmenjamin agar ganti
kerugian dibayarkan oleh terpidana. Sebab dengan
adanya syarat khusus tersebut, jika tidak dipenuhi
akan berakibat bagi si terpidana untuk masuk
menjalani pidanan&a. Dengan demikian terpidana
diharapkan akan memenuhi gyarat khusus vang.
ditetapkan kepgdanya.

Adapun tujuan‘ ditetapkannya syarat khusus
berupa pembayaran ganti kefugian kepada korban
adalah agar supaya si‘ korban dapat diringankan
beban penderitaannya atan hkerugiannya. - Namun
biasanya ganti kerugian vang harus diberikan oleh
pelaku kepada si korban tidak sebesar kerugian yang
dideritsa. Biasanya hal semacam ini terjadi apabilal
si pelaku sendiri dalam kéadaan tidak mampu dan
tidak Jjarang tidak meméunyai harta kekayaan wuntunk

dapat membayar ganti kerugian kepada korban. Hal
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ini merupakan salah satu penghambat bagi pihak
korban | tindak pidana untuk memperoleh ganti
kerugién dalam proses pidanadari pelakn tindak
pidana.

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian
dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan
Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat
dengan syarat khusus memberi gantl kerugian kepada
korban, Jjika ternyata terdakwa atan Penuntut umum
nengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi terdakwa
tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilén Negeri
Semarang No. 257/Pid/S/1993/PN.Smg. atas nama terdakws
Sri Wahyuni al Santi bt Wiyono Sudarmo, yang dipidana
karena melakukan tindak pidana penipuan. '

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selana 5
(lima) bulan dengan massa percobaan selama 9 (sembilan)

bulan dan dengan syarat khusus terdakwa mengembalikan

kerugian kepada saksi Untung Narwiyanto
sebesar Rp 7.430.000,-, Lkepada saksi Siti Hinayah
Rp 4.010.000,-, kepada saksi Amin Rasyid

Rp 2.735.000,- dalam Jangka waktu 7 (tujuh) bulan.
Selanjutnya terdakwa mengajukan banding dan
oleh Pengadilan Tinggi yang lmemeriksa di tingkat
banding dengan Putusan No.  289/PID/1994/PT.Sng..
terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima)

bulan. Di dalam putusan FPengadilan Tinggi tersebut di
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atas tidak terdapat pertimbangan yang menyangkut
pengembalian kerugian para korban, maupun pernyataan
'bahwa terdakwa dibebani mengembalikan kerugian kepada
para korban. .

Dengan demikian karena terdakwa oleh Pengadilan
Tinggi tidak dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak
diperintahkan untuk mengembalikan kerugian kepada para
korban, maka harspan korban untuk memperoleh‘ ganti
kerugian melalui proses pidana tidak dapat terpenuhi.

Sebagal kelengkapan informasi, berikut  ini
penulis paparkan jumlah putusan pidana bersyarat vang

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri_ Semarang periode

tahun 1991-1885.

Tabel : Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Pengadilan
Negeri Semarang periode tahun 1991 - 1985,

Jumlah
No.|Tahun
Pts.Pid.Bersyarat Pts.dng.Syarat Khusus
Ganti Kerugian

1 1891 16 1

2 1892 11 -

3 1993 22 1

4 1984 18 -

5 18495 22 -
Jumlah 87 2

Sumber : Data sekunder PN Semarang diolah.

Data dari Pengadilan Negeri Semarang tersebut
di atas, menunjukan bshwa pemberian ganti kerugian
terhadap korban tindak pidana | dalam proses

pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat dengan
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syarat khusus terpidana dalam waktu tertentu, yang
lebih pendek daripada masa percobaannya, harus
mengganti segala atau sebaéian kerugian vang
ditimbulkan oleh tindak pidana, Jjarang dilakukan.
Selama periode tahun 1991 ; 1885 ada 87 putusan pidana
bersyarat. Dari 87 putusan pidana bersyarat tersebut,
hanya ada 2 putusan yang disertai syarat khusus
mengganti kerugian ﬁang diderita oleh korban. Selams

tahun 1991 dari 16 putusan pidana bersyarat, hanya 1

(satu) putusan pidana bersyarat dengan syarat khusus

mengembalikan kerugian yang diderita. Pada tahun 1992
dari 11 putusan pidana bersyarﬁt tidak ada yang
disertai dengan syarat khususl penggantian Lkerugian.
Tahun 1983 dari 22 putusan pidana bersysrat . ada 1
(satu) putusan dengan syarat khusus mengembalikan
kerugian kepada korban. Tahun 1994 dari 168 putusan
pidana bersyarat tidak adé vang disertai dengan syarat
khusus pengembalian atan pembayaran ganti kerugian
kepada korban. Demikian . juga tahun 1985 dari 22
putusan pidana beréyarat tidaé ada yang disertai
dengan syarat khususlpemba&aran ganti kerugian‘ kepada
korban.

Dari paparan data Jumlah putusan pidané
bersyarat vang diperoleh di Pengadilan Negeri
Semarang selama periode téhun 1981 - 1995 tersebut di

atas, menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian dalanm
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proses pidana melalni penjatuhan pidana bersyarat
masih sangat kecil.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui
penjatuhan pidana bersyarst, prosedur pelaksanaanysa
tidak berbelit-belit, sebagaimana telah dikemukakan
pada sub bab terdahulu, sehingga sangat menguntungkan
pihak korban. Di samping itu juga kemungkinan untuk
dipenuhi oleh terpidana adalah sangatl besar, oleh
karena di dalam pidana bersyarat ads resike, jika
ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar

oleh terpidana, ia akan masuk menjalani pidananya.

B. 3. 2. Penberian-danti Kerugian MelaluiPenggabungan

Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam
Pasal 98 sampsi dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana
dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian stas
penderitaan yang ditimbulkan oleh’suatu tindsk pidana
melalui Penggabungan -gugatan ganti kerugian kepada
perkars pidananya. |

Berbeds dengan pemberian ganti kerugian terha- °
dap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana
bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak
pidana melalui pengéabuﬁéan Bugatan ganti kerugian

kepada perkars pidana adalah tergantung dari adanya
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permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini
korban tindak pidana. v’

Heskipun sudah ada ketentuan yané dapat dijadi-
kan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap
korban tindsk pidana dengsn cars vyang cepat dan mudah
itu, namun penggabungsn gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan. Di
Pengadilan negeri Semarang masih sangat jarang dilaku-
kan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian
kepada pemeriksaan perkars pidananya. Dari buku
register perkara yang ada di Pengadilan Negeri
Semarang menunjukkan, bahws selama periode tahun
1981 sampai dengan tahun 1885 tidak terdapat penetapan
atau putusan tentang penggabungan gugatan ganti keru-
gian kepada pemeriksaan perkara pidansanya.

Guna melengkapi informasi dalam memahami
permasalahan yang ada dalam praktek penggabungan
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, di
bawah ini dikemukakan putusan dan penetapan pengadilan
yang pernah ada yang menyangkut tentang penggabungan
gugatan ganti kerugian kepada pergara pidananya.

Diantaranya adalah putusan yang pernah dijatuh-
kan oleh Pengadilan negeri Semarang, yaitu putusan
No.42/1984/KS tertanggal 24 Pebruari 1984, atas nama
terdakwa Jusman Mulyoatmojo vang didakwa telah melang-
gar Pasal 359 yo Pasal 380 KUHP dan telah mendapat

kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan tersebut, menyatakan bahwa
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gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Alasan
vang dipakai oleh hakim sebagaimana terlihat dalam

pertimbangan putusan adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh
pemohon Sri Rejeki "SH., selaku kuasa dari Endang
Sugiarti dan pemohon saksi korban Agus Subekti, kemu-
dian pemohon dari Perum Damri yang menderita kerugian
diajukan permohonan untuk menggabungkan perkara guga-
tan ganti kerugian pada perkara pidana ini. Kerugian
mana ditimbulkan karena perbuatan terdakwa vang
berupa:

1. Pemohon Sri Rejeki,SH., selaku kuasss dari Endang
Sugiarti berupa: .
a. biaya perawatan kematisn korban Sarjono
Rp.187.500, -
b. biaya~biaya lainnya;
c. mengganti sebuah kendaraan Vespa PX model baru.
2. Permohonan saksi korban Agus Subekti.
8. biaya untuk perawatan Rp. 1.060.600, ~
b. minta conservatocir beslah atas barang-barang
milik terdakws.
3. Permohonan dari Perum Damri.
a. biava kerugian atas bis H.2634.AX model TATA
Re. 16.500.000,-; _
b. minta conservatoir beslah atas barang-barang
milik terdakwa. _ '

Menimbang bahwa majelis telah berusaha menda-
maikan gugatan kedua belah pihak namun tidak berhasil,
maka oleh majelis dibacakan gugatan tersebut vang oleh
terdakwa/tergugat dijawab: '

1. terdakwa/tergugat “keberatan sebab tempat tinggal
terdakwa/ tergugat di Wonogiri. _
2. terdakwa/tergugat menerangkan bahwa bukan hanya i=a

sendiri harus bertanggungjawab, juga perusahaan Bus.+

Ismo di mans terdakwa/tergugat kerja ikut tanggung-
Jawab.
Menimbang bahwa kedua belsah pihak sudah tidak
akan mengajukan apa-aps lagi dan mohon keputusan.
Menimbang bahwa sebelum majelis meneXiti bukti-

bukti yang diajukan oleh penggugat perlu 1lebih dulu

ditanggapi jawaban terdakwa/ tergugat point 1. apakah

Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili gugatan v

penggugat. ‘

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98, 99 EUHAP
acara pengdabungan tersebiut dapat diterima namun dalam
mengadili pengadilan negeri perlu menimbang tentang
kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut.

Menimbang bahwa pasal 101 KUHAP bahwa hukum
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acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian
sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Menimbang bahwa menurut ‘pasal 118 HIR gugsatan
diajukan di tempat tinggal tergugat dan pasal 133 HIR
menyatakan tergugat boleh minta supaya hakim menerang- «
kan bahwa tiada kuasa mengadili asal saja Jawaban
tersebut diajukan pada permulaan sidang.

Menimbang bahwa terdakwa/tergugat dalam jawab
pertama menyatakan bahwa terdakwa keberatan diadili di
Pengadilan Negeri Semarang sebab tempat tinggalnya di
Wonogiri yang bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan
Negeri Semarang. '

Menimbang oleh karenanya Pengadilan Negeri
Semarang menysatakan dirinya tidak berwenang untuk
memeriksa perkars gugatan gasnti kerugian tersebut.

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang
vang mengatur penggabungan perkara dan undang-undang
vang mengatur hukum acara perdata.

Pada akhirnya Pengadilan menyatakan bahwa
gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas
menggunakan alasan massalah kewenangan relatif sebagai
dasar untuk tidak ménerima permohonan penggabungan
gugatan ganti kerugian kepada pemeriksaan perkars
pidananya. Di sini hakinm berpegang pada kewenangan
vang berlaku pada pemeriksaan dalam acara perdata,
sebagaimana diatuf dalam pasal 118 HIR.

Di dalam KUHAP sendiri tidak ada penjelasan
tentang apa yang dimaksud dengan "kewenangannya untuk
mengadili gugatan tersebut”, sebagaimana tercantum di
dalam Pasal 99 ayat (1) RUHAP. Dari keputusan
pengadilan tersebut di atas, hakim nengartikan
kewenangan dalam pengertian kewenangan relatif seperti .
dalam perkara-perkara perdats umumnya. |

Di dalam Pasal 98 ayat {1) KUHAP ditentukan,
bahwa apabila pihak vang dirugikan minta penggabungan
perkara gugsatannya pada perkara pidana sebagaimana

dimaksud dalam Psasal 98, maka pengadilan negeri menim-
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Eang tentang kewenangannya unfuk mengadili gugatan
tersebhnt, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang
hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak yang dirugikan.

Eatidakjelasan pengaturan tersebut - telah
menimbulkan persepsi vang berbeda-beda di antars
penegak hukum sendiri. Sehubuhgan dengan masalah
kewenangan mengadili tersebut, menurut Kastolan, dalam
menanggapl perkara permohonan gugatan ganti kerugian
apakah masih terikat tempat "tinggalnya tergugat
yang berada di luar wilayah hukum yvang mengadili
perkara pidananya, maks kewenangan relatif tidak
perlu dipermasalahkan dalam penggabungan gugatan Eanti
kerugian dengan perkars pidananya.lo'

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa
ternyata ads perbedaan. persepsi terhadap masalah
kewenangan untuk mengadili perkars penggabungan
gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara
pidananya. Dilihat dari kepentingan korban tindak
pidana yang berupaya untuk mémperoleh ganti kerugian
melalui proses pengdgabungan gugatan ganti kerugian
kepada perkars pidana, jelas tidgk menguntungkan dan
tidak mempermudah, tetapi menjadi sebaliknya.

Hal ini tidak terlepsas dari pengaturan tentang
pemberian ganti kerugian itu sendiri yang

menentukan

bahwa ketentuan dari aturan hukum acars perdatsa

berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam

10. Kastolan, Ceramah, "KUHAP Dalam Yurispkudensi", Disampaikan
dalam Penataran Hukum Acara Pidana, Fak. Hukum Universitas
Parahiyangan — ASPEHUPT KT Pusat, Bandung, 13 - 14 Juli 1992,
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undang-undang ini tidak diatur lain, seperti tersebut
dalam pasal 101 RUHAP.

Guna menambah informasi tentang praktek pengga-—
bungan gugatan ganti kerugian kepads pemeriksaan
perkara pidananya, berikut ini dikemukakan penetapan
Pengadilan Negeri Ambarawa, sehubungan dengan adanya
upaya dari korban tindak pidana untuk memperoleh
ganti kerugian melalui pengdabungan gugatan ganti
kerugian dalam proses'pemeriksaan pPerkara pidana.

Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ambaraws
No. 188/ Pen.Pdt/lQBZ/PN.Abru, vaitu yang diajukan
ocleh Marten H. Tolle, SH. vang bertindak untuk dan
atas nama Jayus Sugite dan Ny. Musyavaroh alias Ny.
Jayus Sugito, terhadap pérkara pidana No. 73/1982.Pid.
Abr. atas nama terdakws: T. M. Tjiptomartoyo; II. Budi
Hartono; 1III. J. Darmawan; IV. Ny. EKristina Sunarti.
al. Nyf Tjiptomartoyo; V. Budi Sulistyo; dapat dikets-~
hui bahwa, permohonan rpenggabungan gugatan ganti
kerugisn pada perkara pidananya tersebut, dilakukan
sehubungan tindak pidana yang‘ dilakukan olehr para
terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan kerugian
bagi pihak Jayus Sugito dan Ny.Musyayaroh al. Ny.

Jayus Sugito. Namun permohonan tersebut oleh Pengadi-

lan Negeri Ambaraws dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan dari hakin yang memeriksa

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam perkara pidana tersebut di atas para
terdakwa dituduh pada pokoknya telah bersalah
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melakukan atau turut serta melakukan atau membantn

melakukan penganiayaan dan perampasan kemerdekaan

atas diri Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh
alias Ny. Jayus Sugito.

Bahwa Jayus Sugito dan ' Ny. Musyayaroh alias

Ry. Jayus Sugito dengan surat gugatannya yang

dibuat oleh Marthen Tolle, SH., menuntut ganti rugi

atas penderitaan mental maupun fisik dan kerugian
lain~lainnya sebagai akibat perbuatan para terdakwa

vang dinilai dengan uang Rp. 138. 800.000,-

Bahwa di dalam surat gugatannya Jayus Sugito dan

Ny. Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito, mohon

penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana

yang bersangkutan berdasarkan Pasal 98 s/d 101

EUHAP,

Bahwa Pasal 98 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan
di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana olesh
Pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi
orang lain, maka hskim ketua sidang atas per-
mintaan orang itu dapat menetapkan untuk meng-
gabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalsm ayvat (1)
hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalanm
hal penuntut umum tidak hadir, permintaan
diajukan selambat-lanbatnya sebelum - hakim
menjatuhkan putusan.

Bahwa Pasal 99 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai-
berikut: .
Kecuali dalam  hal pengadilan negeri menyatakan
tidak berwenang ‘mengadili ‘Bugatan Sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat
tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 99 ayat (2)

Lersebut di atas, andaikata’ pemeriksaan atas

gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Hy.

Jayus Sugito tersebut digabungkan dengan perkars

pidana yang bersangkutan, maka majelis hanya dapat

memutus tentang ganti rugi vang meliputi biaya-

biaya yang telsh dikeluarkan oleh Jayus Sugito dan

Ny. Musyayarch alias Ny. Jayus Sugito.

Bahwa Pasal 98 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan
DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian
kepada perkara pidans itu.,

Bahwa dengan surat gugatannya, Jayus Sugito dan Nvy.
Jayus Sugito menuntut ganti kerugian atas kerugian-
kerugian yang dirasa telah diderita, vang kalan
dinilai dengan uang sebesar Rp 138.800.000, - yvang
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tidak hanys meliputi Eanti rugi atas biaya-biaya
YANG TELAH DIKELUARKAN sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 98 ayat (2) KUHAP.

8. Bahwa apabila pemerikssaan gugatan Jayus Sugito dan
Ny. Musysayaroh alias Ny, Jayus Sugito digabungkan
dengan perkara pidana vang bersangkutan, sudah
barang tentu gugstan tersebut tidak menyangkut hal
vang diatur oleh Bab XIII khususnya Pasal 89 ayat
(2) EKUHAP, pada hal MUNGKIN memang benar adsa
kerugian vyang diderita oleh Jayus Sugito dan Ny.
Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito.

10.Bahwa Pasal 101 RUHAP berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku
bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-
undang ini tidak diatur lain.

11.Bahwa oleh karena itu penggabungan perkara perdata
gugatan Jayus Sugito dan Ny. Musyayaroh alias Ny.
Jayus Sugito akan berakibat terhambatnya
penyelesaian perkars pidananya yang sudah mendekati
penyelesaiannya sedang masa penahanan para terdakwa
sudah hampir habis.

12 .Bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis tidak akan
menggabungkan perkara perdata Bugatan Jayus Sugito
dan Ny. Musyayaroh alias Ny s Jayus Sugito dengan
perkara pidana yang bersangkutan, dan majelis akan
mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambarawa
untuk diserahkan guna diperiksa dan diadili " kepada
hakim perdata Pengadilan Negeri Ambarawa.

Dalam penetapannya Majelis hakim kemudian
menyatakan bahwa permohonan Jayus Sugito dan Ny.
Musyayaroh alias Ny. Jayus Sugito tentang penggabungan
pPerkara perdata Bugatannya dengan perkara pidana yang
bersangkutan tidak dapat diterima-.

Kemudian atas penetapan tersebut diajukan
Permohonan banding ke Pengadilan Tiﬁggi Jawa Tengah.
Dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi"

dengan Surat Penetapannya No.528/1982/Pdt/Pt.Smg.

menyatakan bahwa:
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"permohonan banding dari penggugat-penggugat
pembanding tidak dapat diterima.
Menyatakan bahwa kepada Ketus Pengadilan Negeri
Ambarawa untuk memeriksa ~ dan memutus perkara
perdata tersebut.”
Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Tinggi
menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa dengan mengingat Pasal g8 KUHAP
menyatakan dan menjelaskan bahwa pengadilan

DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti

kerugian kepada perkarsa pidana, yang berarti

bahwa Pengadilan Negeri DAPAT TIDAK meng-~
gabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana".

Dari contoh kasus tersebut di atas, 'nampak
bahwa untuk memeriksa penggabungan gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidananya, adalah Wwewenang
hakim yang sedang memerikss dan mengadili perkaras
pidana yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ads
keharusan bagi hakim untuk melakunkan penggabungan
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang
sedang diperiksanya, meskipun ada permohonan untuk itu
dari korban. Hal ini sesuai dengaﬁ ketentuan Pasal 98

ayat (1) EKUHAP yang menyatakan bahwa “jika sustu

perbuatan yang menjadi dasar dakwasan di dalam suatu

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri

menimbulkan kerugian bagi oang 1lain » maka hakim ketus
sidang =atas permintaan orang 1itu dapat menetapkan

untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian
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kepada perkara pidana itu”, Salah satu pertimbangan
vang diajukan oleh pengadilan negeri Ambarawa adalah
bahwa " Pasal 98 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan
DAPAT menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian
kepada perkara pidana itu". Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah yang hemeriksa di tingkat banding di dalam
pertimbangannya bahkan dengﬁn tegas menyatakan, bahwa
"mengingat Pasal 98 KUHAP menyatakan dan menjelaskan
bahwa pengadilan DAPAT menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana, vang berarti
bahwa pengadilan negeri DAPAT TIDAK menggabungkan
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana".

Perumusan yang demikian itu memang dapat
diartikan, bahwa tidak ada keharusan bagi hakim untuk
menerima permintsan penggabungan Bugatan ganti: keru-
gian kepada perkara pidana yang diperiksanya. Tetapi
dengan mengartikan perumusan Paéal 98 ayat (1) KUHAP
seperti di atas,‘ apabila dilihat dari pihak korban
yang mengajukan penggabungan Bugatan ganti kerugian
kepada perkara pidananya jelas tidak menguntungkan,
dan dapat menjadi penghambat bagi’ korban untuk memper-
oleh ganti kerugian. Sedangkan makns vang terkandung

dari pengaturan tentang penggabungan Bugatan ganti

kerugian kepada perkara pidana adalah untuk melindungi'-

korban tindak pidana

Selain itu pertimbangan Pengadilan Negeri

Ambarawa ialah, bahwa di dalam gugatannya penggugat
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menuntut ganti kerugian atas kerugian~kerugiam yang

dirasa telah diderita, yang kalau dinilai dengan uang

sebesar Rp.138.800.000, - vang tidak hanya meliputi
ganti kerugian atas biaya-biaya vyang telah dikeluarkan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 ayat (2) EUHAP.

Pertimbangan ini didasarkan pada tuntutan yang diaju-

kan oleh penggugat yang meﬁuntgt ganti kerugian atas

penderitaannya mental maupun fisik dan kerugian 1ain-
lainnya sebagai akibat perbuatan para terdakwa yang
dinilai dengan uang Rp. 138.900.000, -. Tuntutan peng-

Eugat tersebut di atas ‘apabila dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP memang dapat

dimengerti apabila dinyatakan tidak dapat diterima

oleh majelis hakim di pengadilan negeri Ambarawa. Di

dalam Passl 99  ayat (1) dan (2) ERUHAP dinyvatakan

sebagai berikut:

(1) Apabila pihak vang dirugikan minta pengdabungan
perkars Bugatannya pada perkara pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri
menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili
Bugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan
dan tentang hukuman penggdantian biaya yang telsh

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebhut.

(2) Kecuali dalanm hal pengadilan negeri menvatakan

tidak berwenang mengadili’ gugatan sebagaimansg
dimaksud dalam a?at (}) atau gugstan dinyatakan

tidak dapat diterima, putusan hakim hanya menuat
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tentang penetapan‘hukuman penggantian biaya vang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan
(2) tersebut di atas, maka ganti kerugian yang dapat
diminta melsalui proses penggabungan gugatan padsa
perkara pidananya hanya terbatas pada pénggantian
biaya vang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugi-
kan. Di samping itu Juga hanya kerugian yang berifat
materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil
tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur
ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya
vang telah dikelunarkan oleh pihak yéng dirugikan harus
dinyatakan tidak dapat diteriﬁa dan harus diajukan
sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menurut
Pedoman Pelaksansan EUHAP gugataﬂ baru melalui prose-
dur acara perdats tidak merupakan perkara “"ne bis in
idem”.11.
Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis
hakim yaitu, bahwa renggabungan perkara Bugatan ganti

kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terham-

. batnysa pPenyelesaian perkars pidananya vang sudah

mendekat ] penyelesaiannya, sedang masa penahanan para

terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan ini

11. Departemen Kehakiman Republik Ihdonesia, Pedoman Pelaksanaan

KIHAP, (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982), hal.141.
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nampak adanya kekhawsatiran dari pihak hakim, bahwsa
dengan memerikss penggabungan perkars Bugatan ganti
kerugian kepada perkara Pidananya, maka akan mengham-
bat penyelesaian perkara pPidananya. Dilihat dari segi
kepentingan pemeriksaan di Persidangan, maka pertim-
bangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyang-
kut masalah pembuktian vyang tidak mudah, dan dapat
memakan waktu yang lama.

Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 88 ayat (L) KﬁHAP, vaitu bahwa apabila pihak
vang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya
pada perkars pidana, ﬁaka yang _menjadi pertimbangan
pengadilan negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal,
yaitu:
1. tentang kewenangannya untuk ﬁengadili;
Z. tentang kebenarsn dasar gugatannya;
3. tentang hukumaﬁ:penggantian biaya yang telah dike-

luarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian pertimbqngan bahwa adanya

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada

perkara pidans akan menghambat penyelesaian perkars

Pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan_»

ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHAP.
Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana
yang meminta ganti kerugian melalui Penggabungan

rerkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan



154

diperiksa dan diadilinya perkara Bugatan ganti keru-
Eian melaini penggabungan kepada perkara pidananya,
Justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat
memperoleh ganti kerugian Secara cepat dan mudah.
Hal-hal 1lain yang dapat diungkap dari praktek
pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana
melalui penggabungan gugatan Banti kerugian kepads,
perkara pidana adalah sebagai berikut
1. Syarat-syarat penggabungan gugatan ganti kerugian.
Pada dasarnya semua perkara pidana yang menimbulkan
kerugian materiil bagi pihak lain Sesuai dengan
ketentuan pasal 88 KUHAP dapat dimintakan ganti
kerugian. Sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHAP
dapat diketahui bahwa syarat untuk meiakukan
Pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian
kepada perkara pidananya adalah Jika tindak pidang
vang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerngian
bagi orang laip.
Namun demikian karena hal ini éebetulnya merupakan

perkara perdata yang digabungkan dengan prosedur

perkara pidana maksg pemeriksaan pénggabungan adalah

atas inisiatif dari Pemoheon, yaitu orang yang

dirugikan atauy korban,

Meskipun ketentuan tentang penggabungan gugatan
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ganti kerugian kepada pemeriksaan perkara pidananya

dapat ‘dilakukan terhadap semua jenis perkara vang

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun dalam

praktek ternyata kausistis.

Prosedur permohonan penggabungan gugatan ganti

kerugian. |

a. Pada dasarnya penggabungan gugatan ganti keru-
gian dalam pgrkara ridana sebetulnya adalah
perkara perdata dengan prosedur perkara _pidana,
vang dimaksudkan agar Supaya pemeriksaan lebih
cepat maka harus ada _pefmohonan penggabungan.
Sedangkan bentuk permohonan itu tidak diatur
dalam KUHAP. Oleh karens itu permohonan dapat
diajukan secara 1lisan atau secara tertulis.
Namun sebaiknya permohonan tersebut diajukan
dengan cara tertulis dalam bentuk surat karena
berdasarkan surat tersebut pengadilan negeri
mempunyal dasar vang jelas untuk mengeluarkan
penetapan tentang adanya penggabungan perkara
tersebut.

b. Kerugian-kerugian vang dapat dimintakan melalui
acara penggdabungan gugatan ganti kerugian dalam
perkara pidana adalah kerugian-kerugian vang

bersifat meteriil, kongkrit dan dapat dihitung
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berupa biaya-biaya vang dﬁpat dikeluarkan.

Pengaturan 1lebih lanjut dari pasal 88 dan 99

KUHAP terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman

No. M. 14 .PW.07.03 sub 15 vang menyatakan bahwa

acara untuk penggabungan gugatan ganti kerugian

adalah:

a. gugatan perdatanysa tidak diberi nomor
tersendiri.

b. pelaksanaan’putusan menurut tata cara putusan
perdata.

¢. pelaksanaan putusan tidak ditugaskan kepada

jaksa.

3. Pelaksanaan Putusan Penggabungan Gugatan Ganti

Kerugian Dalam Perkara Pidana.

a.

Putusan ganti kerugian akibat adanya tindak
pidana yang dilakukan melalui proses penggabun-
Ean gugatan ganti kerugian. dalanm perkara pidana,
baru dapat dilakukan sesudah putusan perkara
pidananya berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal penggabungan pgrkara ini maka putusan
ganti Lkerugian hanya bersifat assesor (ikutan)
dengan putusan perkéra pildananya, vaitu putusan

ganti kerugian itu melekaf dan mengikuti putusan
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perkara pPidana dalam beberapa gsegi. Keter-

gantungan atau sifat assesor yvang dimiliki

putusan perkars tersebutnmeliputi dua segi:

1. Segi kekuatan hukum tetapnya putusan ganti
kerugian dalam penggabungan perkara, ia
ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan
rerkara pidananya. Ini berarti, seolah-olah
Putusan ganti kerﬁgian dalam penggabungan
perkara bukan merupakan perkara dan putusan
yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada
keadasan dan sifat vang melekat pada putusan
perkara pidananya.

2. Dari segi pemeriksaan banding. Dalam segi ini
pun putusan‘ganti kerugian tidak dapat ber-~
diri sendifi terlepas dari pemeriksaan ting-
kat banding perkara pidananya. Apabila terja-
di banding perkars pidananya, maksa ganti
kerugian tidak dapat dilaksanakan dan harus
menunggu putusan skhir pidananysa. Sebaliknya

kalau perkars pidananya tidak banding akan

tetapi besarnysa ganti kerugian tidak

disetujui pihak korban maka mengenai ganti
kerugiannya tidak dapat dilakukan banding,

karena yang dapat mengajukan banding disini
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adalah terdakwa atsu pPenuntut umum. Namun

apabila perkara pidananya banding,

maka

pemeriksaan banding oleh rengadilan tinggi

Juga meliputi besar kecilnya ganti kerugian

untuk korban, bahkan ada kemungkinan puﬁusan

pengadilan banding tidak mengabulkan

permohonan ganti kerugiannys.

¢. Berdasarkan basal 274 KUHAP pelaksanaan putusan

ganti kerugian dalam hal terjadi penggabungan

gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara

pidananya, dilakukan meénurut tata cara putusan

perdata, sehingga yang melaksanakan adalah

panitera atas perintah ketua Pengadilan Negeri.

4, Maksud dan tujuan pemberian ganti kerugian melalui

penggabungan dalam perkara pidana.

Dalam praktek dapat diketahui bahwa maksud dan

tujuan pemberian ganti kerugian, yaitu
a. Untuk mempercepat proses mendapatkan

kerugian;

b. Adanys keseimbangan kepentingan terdakwa

korban.

5. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemberian

kerugian adalah dalam hal terpidana tidak

ganti

ganti

dan

mampu
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membayar ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh

hakim.lz'

C. Hubungan Antara Pemberian Ganti Kerugian Terhadap
Korban Tindak Pidana dengan Tujuan Pemidanaan.

Untuk memahami hubungan antara pemberian ganti

kerugian terhadsp korban tindak pidana dengan tujuan

pemidansan, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang

tujuan pemberian ganti kerugian dalan proses pidana.

Di dalam hukum Pidana positif baik hukum pidana
materiil maupun hukum pidana formil tidak ditegaskan
mengenai apa tujuan dari pemberian ganti kerugian

terhadap korban tindak pidana. Pengaturan di dalam

hukum pidana formil hanya mengenail prosedur bagaimana
memperocleh ganti kerugian, sebagaimana diatur di dalam
Pasal 88 - 101 ﬁUHAP.

Penjelasan Pasal 98 kUHAP hanya menyatakan
bahwa maksud penggabungaﬁ gugdatan ganti kerugian pada
perkara pidana yaitu supaysa pe;kara gugatan -tersebut
pada suatu ketika vang sama diperiksa gerts diputus |

sekaligus dengan perkara pidana vang bersangkutan.

12. Suwondo,SH., Pengadilan Negéri Semarang, Wawancara Pribadi,
(Semarang: & Pebruari, 1997).
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Meskipun tidak ada pengaturan vang tegas

tentang tujuan pemberian ganti kerugian Lerhadap
korban tindak pidana di dalam hukum pidana positif,
pada hakekatnya makna yang terkandung di dalam
pemberian ganti kerugian adalah sebagai suatu sarana
untuk memulihkan atau memperbaiki ataun mengembhalikan
keadaan seperti semula sebelun terjadinya tindak
pidana.

Menurut KUHAP, gaﬁti kerugian vyang dituntut
oleh pihak korban sebagai skibat dari suatn tindak
pidana, dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Apabila dilihat dari sisi korban, maka ganti
kerugian baginya dapat dikatakan mempunyai dua makna
utama. Makna yang pertama ialah untuk memenuhi
kepuasan materiil atas biaya-biaya vang telah
dikeluarkan oleh korban. Makna yang kedua ialah untuk
memenuhi kepuasan emosional korban atas dendam atau
peérasaan semacamnya yang mungkin dipendamnya terhadap
si pelaku, kafena akibat - perbuatannya telah
menimbulkan penderitaan dan kerugian. Kedua makna itun
diharapkan oleh korban terwujud sekaligus dalam suatn
pemberian ganti kerugian, tanpa mempersoalkan apakah
ganti kerugian itu merupakan sanksi perdata ataukah
ganti kerugian yang berupa pidana.

Pada pihak si terpidana sendiri, ganti kerugian
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yang dijatuhkan dalam proses pidana akan selalu
dianggap dan dirasakan sebagail suatu beban. Seorang
terpidana belum tentn dapat ﬁembedakan atau mungkin
Juga sengaja tidak mau. membedakan karens dianggap
tidak perlu, apakah ganti kerugian yang dibebankan
kepadanya berupa sanksi perdata atau berupa pidana.
Seorang terpidana akan beranggapan bahﬁa ganti
kerugian itu lahir akibat tindak pidana yang telah
dilakukannya dan diputus mélalui Proses pidana vang
sama. Dengan demikian apapun sifsat dari ganti kerugian
itu, terpidana akan tetap merasakannya sebagai pidana.
Perbedaan antara ganti kerugian vang berupa sanksi
perdata dan ganti kerugian yang berupa pidana. mungkin
hanya berguns bagi penuntut umum dalam merumuskan
tuntutan pidana dan hakim dalah menjatuhkan putusan.
Bertolak dari uraian tersebut di atas, dengan
melihat posisi masing-masing pihak vaitu si korban dan
sipelaku terhadap putusan ganti kerugian vang
dijatuhkan dalam proses .peradilan pidana, maka
kemungkinan yvang akan terjadi adalah korban
mengharapkan pemberian ganti kerugian 1itn dapat
memulihkan seluruh kerugian yang dideritanya, baik
kerugian fisik maupun kerugién non-fisik. Sehubungan
dengan hal ini, maka korban akan berupaya mengajukan

pPermintaan ganti kerugian sesuai dengan besar kerugian
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vang dideritanya. Sebaliknya si pelaku vang
memandang ganti kerugian itu sebagai suatu pidana yang
harus dilaksanakannya, tentunya akan berharap agar
dijatuhkan serendah-rendahnysa.

Bertolak dari pemikiran bahwa hakekat pemberian
ganti kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan atau
memperbaiki atau meﬁgembalikan keadaan seperti semula
sebelum terjadinya ﬁindak pidana, apabila dihubungkan
dengan beberapa péndapat tentang tujuan pemidanaan
vang ada maka ganti kerugian dipandang dapat memenuhi
tujuan pemidansaan vang berupa mendatangkan rasa damai
atau ‘penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan
pendapat vang dikemukakan oleh Sudarto vang
menyatakan bahwa "kalau ganti kerugian itu dapat
dibayar oleh sitertuduh, maka tujuan pemidanaan yang
tersebut dalam sub ¢ lah yang dipenuhi".13' Salah =atu
tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Sudarto, yang
tersebut dalam sub ¢ yaitu mendatangkan suasana damai

atau menyelesaikan konflik. Demikian juga pendapat

" G.Peter Hoefnagels, menyatakan bahwa - tujuan

pemidanaan adalah penyelesaian konflik (conflict

13. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hal.

1956.
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resolution).14' Demikian juga pendapat Hulsman, yang
menyatakan bahwa hakekat pidana adalah "menyerukan
untuk tertib” (tot de orde roepen); pidana pada
hakekatnya mempunyai dualtujuan utama yakni untuk
mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan
penyelesaian konflik (conflict oplossing). Menurut
Muladi dan Barda Nawawi Arief penyelesaian konflik ini
dapat terdiri dari perbaikan kerugian vang dialami
atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau
pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.l9-

Di samping itu Juga sesuai dengan tujuan
pemidanaan yané dirumuskan - di dalan Pasal 51 ayat (1)
Konsep RKUHP Bsaru vyaitu menyelesaian konflik yang
ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, udén mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

Namun demikian apabila dilihat dari sisi pelaku
tindak pidana yang tidak - mampu secara finansial,
pembebanan ganti kerugian yaﬂg sangat berat akan
sangat nemberatkan, | karena di samping harus

menjalankan pidané dalam perkara pidananya, juga

14. Muladi dan Barda Nawawi Arief s Pidana dan Pemidanaan, dalam

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana, (Bandung sAlumni, 1984y, hal. 21.

15. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Ibid., hal. 9.
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harus memikul ganti kerugian dalam perkars perdatanya
vang dituntut olash pihak ko;ban. Untuk menjalani
pidananya saja mungkin sudah dirasakan berat karena
dapat mengorbankan Jiwa, raga maupun harta, apalagi
masih harus memikirkan tentang ganti kerugian yang
dibayarkan kepada pihak korban.

Apabila pembaysaran ganti kerugian tersebut
dipaksakan kepada terpidana maka tujuan pemidanaan
malsh tidak akan tercapai, khususnya jika dihubungkan
dengan tujuan pemidanaan yang tercantum di dalam Pasal
31 ayat (2) Konsep RUHP Baru, yaitu bahwa pPemidanaan
tidak di dimaksudkan nntuk menderitakan dan tidak
diperkenankan merendahkan martshat manusia. Tetapi
justru sebaliknya akan dapat @enjadi sumber terjadinya
kejahatan. Hal ini telah dinyﬁtakan nleh Sndarto,
bahwa remberian beban yang melampaui batas
kemampuannya itu mungkin malahan membuat ia menjadi
lebih jahat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan
itu sendiri bersifat kriminogen, artinya Justru
menjadi sumber terjadinya kejahatan, 16-

Kondisi seperti ini kiranya sudah harus
dipikirkan antisipasinya, sejélan dengan kebijakan

hukum pidana yang merumuskan ganti kerugian sebagai

16. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, Op.cit., hal. 196.
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Jenis pidansa vang dapat dijatuhkan oleh hakinm.

Di beberapa nNégara penggantian kerugian tidak

dibebankan kepada'terhukum, melainkan hegaralah yang
memberi ganti kerugian kepads korban, namun dalam hal
ini adalah terhadap korban tindak pidana kekerasan.

Di New Zealand ada peraturan vang memhseri
landasan, bahwa orang menjadi korban dari tindak

Pldana kekerasan dapat memperoleh ganti kerugian,

vaitu Criminal Injuries Compensation Aet. Di Inggris
pada tahun 1884 Juga ada beraturan sepert; itu. Pada
tahun 1988 dan 1987 ha] tersebut dicontoh oleh

beberapa negars bagian di Ameriks Serikat dan Kanada.

Di Ontario misalnya ada "Ontario Criminal Injuries

Compensation Scheme" . Di Belanda adg peraturan _vang

dikensal dengan nams “"Wet voorlopige regeling

schadefonds Seweld-misdrijven (Het 26 Juni 1975

Sth.382). Peraturan ini membentuk suatu dans vang

membayar sejumlah uang sebagai Penawar kepads mereks

yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan vang

dilakukan dengan sengaja, atauy apabila korban itu
Dana tersebut

merupakan badan hukum atan menjadi beban anggaran

belanja Departemen Kehakiman . Ada 3 (tiga) hal vang

mendasari alasan mengapa masyarakat sebagai

keseluruhan mempunvyai tanggungiawap atas korban dari
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kejahatan kekerasan yaitu

1. tanggungjawab itu dihubungkan itu dihubungkan
dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa
perbuatan tertentn éebagai pelanggaran berat dan
penyerangan terhadap kétertiban hukum yang berat,
Sebagaili kelanjutan dari pengancaman dengan pidana
terhadap perbuatan-perbuatan ity maka difikirkan
adanya suatu tugas dari penguasé untuk meringankan
atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu.

2. alasan yang bersifat lebih filsafati: masyarakat
dapat dipandang sebagai jaringan halus dari
perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti
manusliawl pada umumnya "ikut bersalah” watas apa
vang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang
oknum yang melakukan tindak pidans. Singkatnya, di
sini ada sﬁlidaritas dengan orang yang menjadi
korban kejahatan.

3. pertimbangan yang penting untuk politik hukum;
peraturan itu dipandang . mempunyai pengaruh
mendamaikan atau menyelesaikan konflik
(conflictoplossingj: apabila adsa penggarapan khusps
demi para korban dari tindak pidana maka iklim
sosial-psikologis menjadi Baik untuk memperlakukan

sipembuat dengan carsa vang paling menguntungkan
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dipandang dari sudut prevensi sogial (sic).17'
Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, kiranya
dapat menjadi bahan pemikiran dalam merumuskan
kebijakan hukum pidana di masa vang akan  datang,

seiring dengan sedang disusunnya Hukum Pidana Nasional

dewasa ini.

17. Sudarto, 1981, Ibid., hal. 197-19g.

—
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PENUTUP

A. EKesimpulan

Dari pembahasan ﬁerhadap permasalahan dalam tesis
ini dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai

berikut:

A. 1. Kesimpulan umum,

Perundang—undangan hukum pidana mempunyai
kedudukan vang sangat penting dalam mendukung
aktivitas sistem peradilan pidana. Sejalan dengan hal
ini, salah satu sarana untuk menjamin perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana untuk memperoleh
ganti kerugian dalam pfoses peradilan pidana ialah
melalui pengaturan di dalam perundang-undangan hukum
pidana., Adanya Jjaminan perlinaungan hukum terhadap
korban tindak pidana untuk mempééoleh ganti kerugian
merupakan salah satu bentuk peléksanaan amanat uup
1845 untuk melindungi segenap.bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsé dan

ikut " melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

N

1 &8
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kemerdekaan, perdamsian abadi dan keadilan sosial.
Kedudukan korban tindak pidana di dalam proses
peradilan pidana masih diﬁandang tidak seimbang jika
dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana,
dengan adanya pengaturan masalah Banti kerugian baik
di dalam hukum pidana materiil maupun di dalam hukum
pidana formil, menunjukkan adanya perhatian terhadap
korban tindak pidana. Hal ini menunjukan bahwa
usaha ke arah perlindungan terhadap korban tindak
pidana sudah ada » sejalan dengan himbauan dari PBB
melalui Resolusi No. 40/34 tentang Deklarasi
Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak
Pidana dan Penyalahgunaan Kekvasasn (Declaration of

Basie Principles of Justice for Vietims of Crime and

_Abuse of Power).

Perancang h@kum pidana Indonesia memberikan
perhatian yang sangat besar terhadap korban tindak
pidana, utamanys uﬁtuk memperoleh ganti kerugian
atas penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana yang menimpanya. Hal ihi nampak di dalam

rancangan konsep KUHP Baru, antara lain yaitu dengan

dicantumkannya pidana ganti kerugian sebagai pidana

tambahan. Demikian juga di dalam pedoman pemberian
pidana, ganti kerugian menjadi salah satu faktor yang
harus dipertimbangkan. Di samping itu juga diatur

tentang pembayaran ganti kerugian dapat ditetapkan
~\




170

oleh hakim yang harus dibayar. oleh terpidana kepada
korban atau ahli ﬁaris korban, Juga terdapat
pengaturan tentang kemuﬂgkinan dijatuhkannya tindakan
bersama-sama pidana pokok 'yané berupa perbaikan
akibat-akibat tindak pidansa.

Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana
melealui prosedur penggabungsn parkara gugatannya
kepada pefkara pidana, di lihat dari kerangks sisten
peradilan pidana di Indonesia, dapat dipandang
sebagail salah satu bentuk persnan aktif dari pihak
korban dalam mgnbampuri proses pemeriksaan perkara
di sidang pengadilan.

Secara teoritis bentuk~bentuk ganti kerugian
dibedakan antara kompensasi dan restitusi. Pada
kompensasi maka ganti kerugian diberikan oleh negars
kepada korban, sedangkan pada restitusi ganti
kerugian diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada
korban. Di dalam XUHAP terdapat keduanya, baik
kompensasi maupun restitusi. XKompensasi dapat di
mintakan melalui renggabungan gugatan ganti kerugian
kepada perkara pidananya. Sedangkan restitusi dapat
dimintsa melalui.prosédur pemeriksaan praperadilan.

Hambatan bagi korban " tindak pidana untuk
memperoleh ganti kerugian dalam proses pidana antara

lain berkaitan dengan:
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a. Faktor Undang-undang;
Faktor undang-undang, utamanya mengenai prosedur
memperoleh ganti kerugian yang diatur di dalam
KUHAP masih ada perbedaaﬁ persepsi diantara para
hakim mengenai masalsh kewenangan. Seiain itu
dengan perumusan kata “"dapat" di dalam Pasal 98
ayat (1) KUHAP, dapat diartikan bahwa penggabungan
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tidak
merupakan keharusan bagi hakim. Dengan demikian
untuk memeriksa permintsan penggabungan gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana, sangat
tergantung pads kemauén hakim.

b. Faktor ekonomi dari pelakﬁ tindak pidansa,
Apabila terpidana ternyata orang miskin atau tidak
mampu membayar ganti keruéian, maka kemungkinan

korban tidak‘akan memperoleh ganti kerugian.

A. 2. Kesimpulan Khusug

1. Di dalam hukum pidans positif Indonesia pengaturan
masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana
terdapat di dalam hukum pidana materiil dan di dalam

hukum pidana formil.
2. Pengaturan di dalam -hukum pidana materiil ialah:
a. Pidana bersyarat yahg tercantum di dalam Pasal

l4c RUHP, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana
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percobaan, maka di samping penetapan syarat umun
bahwa terhukuml tidak akan melakuksn tindak
pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa
terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek
dari masa percobaannya harus mengganti seluruh

atau sebagian kerugian vang ditimbulkan oleh

tindak pidana itu.

b. Pasal 34c UU‘ Nemor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan
pidana tambahan yang berupa pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda
vang diperoleh dari korupsi.

¢. Pasal 8 Uy No.7 Drt. Tahun 1955 tentang

Pengusutan, Penuntutan. dan Peradilan -Tindak

Pidana Ekononi, merupakan tindakan téta tertib.

vang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana.
Pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun
1971 berupa pembayaran uang pengganti dan di dalam
U0 No. 7 Tahun 1955 berupa tindakan tata tertih,
lebih merupakan perlindungan teéhadap negara sebagai

korban,

Pengaturan masalah ganti kerugian di dalam hukunm

pidana formil sebagaimans diatur di dalam EUHAP,

antara lain meliputi:

a. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada

tersangka, terdakwa, atau terpidana karena




ditangkap, ditahan, ditunFut dan diadili ataun
dikenakan tindakan lain,; tanpa alasan vang
berdasarkan undang-undang a%au karena kekeliruan
mengenai orangnva atau huLum vang diterapkan.
Dalam hal ini prosedur?ya adalah melalui

praperadilan sebagaimana di%tur di dalam Pasal 85

,’I
KUHAP. Sehubungan dengan %pengaturan pemberian

ganti kerugian' dari nega%a ini, maka dapat
dikatakan bahwa EKUHAP menga%ur tentang restitusi.
b. Ganti kerugian yang diberik%n oleh pelakn tindak
pidana kepada korbannya.i Prosedurnya adalah

!
melalui penggabungan gug%tan ganti kerugian

kepada perkara pidananya. H%l ini diatur di dalam

Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan
" KUHAP ini mengikuti suatu silstem ganti kerugian,
dimana ganti kerugian beréifat perdata tetapi
diberikan pada prosedur pidana. Adanya pengaturan
tentang ganti kerugian terhadap korban yang
diberikan oleh pelaku téndak pidana ini,

menunjukan bahwa EKUHAP jug% mengatur = tentang

kompensasi. i

Pengaturan masalah ganti kerug%an terhadap korban‘

tindak pidana di dalam hu#um pidana formil
sebagaimana diatur  di ?alam K#HAP, utamanya yang
menvangkut mengenai péngQabu%gan gugatan  ganti

| .
kerugian kepada perkara pidananya yang diatur di

173




174

dalam Pasal 98 - 101 KUHAP, mencerminkan adanysa
perlindungan terhadap karban tindak pidana.

Praktek pemberian ganti kerugian terhadap korban
tindak pidana dalam proses peradilan pidana melalui
penjatuhan pidana bersyarat, adalsah tergantung padsa
pihak penuntut umum dan pihak hakim, karena selain
hanya sebagai saksi dalam pembuktian, maka pihak
korban tidak dapat mencampuri‘baik tuntutan pidana
vang dilakukan oleh penuhtut umuam, maupun putusan
vang akan dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan pemberian
ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidaqanya, harus ada
permintaan dari pihak korban. Dalam praktek masih
ada perbedaan persepsi diantara para penegak - hukunm
utamanysa hakim mengenai masalah kewenangan
mengadili. Hal ini antara lsin disebabkan o©leh
perumusan yang masih bersifat ganda, yaituo dalam
satu proses pemeriksaan didasarkan pada dua
ketentuan sistem hukum, yaitu kepentuan hukum acara
pidana dan ketentuan hukum aca;a.perdata.

Pemberian ganti kerugian adalah sebagai sarana untuk
memulihkan atau memperbaiki atau mengembalikan
keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak
pidana, maka ganti kerugian terhadap korban tindak
pidana dapat mendukung tercapainya tujuan pemidansaan

vyang berupa menyelesaikan konflik vang ditimbulkan
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oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Saran-Saran

Kebijakan hukum pidana perlu mengatur dengan .tegas
mengenai ganti kerugian sebagai salah satu Jjenis
pidana. Di samping itu pengaturan tentang ganti
kerugian yang terjalin secara sistematis dalanm
kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil,
hukum pidana formil dan hukun pelaksanaan pidansa.

Terhadap ketentuan-ketentuan yang.masih menimbulkan
perbedaan persepsi di dalam pelaksanaannya, perlu

ditegaskan secara tersurat sehingga tidak terjadi

perbedaan persepsi terhadap satu ketentuan yang sama..

Guna mendukung tujuan pemidanaan, utamanya vang
dirumuskan di dalam Konsep KﬂHP Baru, maka .periu
dipikirkan adanya lembaga tersendiri yang dapat
memberikan ganti kerugian tefhadap korban tindak
pidana, sebab tidak semus péiaku tindak pidansa
mempunyai kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian

dalam waktu cepat.

Hendaknysa - himbauan dari PBB sebagaimana termuat di

dalam Resolusi PRB No.40/34 tentang Declaration of
Basic Prineciples of Justice for Vietime and Abuse of
Power, utamanya vyang berkaitan dengan perlunya

BT e s
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memberikan Jaminan perlindungan terhadap korban
tindak pidana, antara lain dalam bentuk pemberian
ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat
mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa baik
tidaknya pelayanan. terhadap korban tindak pidanas

dapat sebagai cermin dari peradaban sustu bangsa.
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